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Kabupaten Blitar Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusif. Pembimbing: 
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Penelitian ini membahas tentang tingkat inklusivitas sekolah di Kabupaten 
Blitar dalam menerapkan pendidikan inklusif. Konsep yang digunakan adalah 
Index For Inclusion dari Ainscow dan Booth. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran tingkat inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar. Metode 
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian 
dilakukan di SD-SMA negeri di Kabupaten Blitar. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara proportionate stratified random sampling, kuesioner menggunakan 
skala Likert yang telah dimodifikasi. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini 
menunjukkan sebesar 0.845 yang berarti lebih besar dari 0.7 sehingga dinyatakan 
reliabel atau konsisten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar masuk dalam kategori sedang, dilihat dari 
berbagai kategori responden diantaranya responden kepala sekolah dan guru 
tingkat inklusivitas dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 62,6%, 
responden staf dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 100%, responden 
wali murid dalam kategori sedang dengan persentase 66,7%, dan responden siswa 
dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 100%.  
 









Sonia Asistya (2021). Sociology Program. Faculty of Social Science and 
Political Science. Brawijaya University. Malang. School Inclusivity Level in 
Blitar District in Implementing Inclusive Education. Mentor: Ucca 
Arawindha, S.Sos., M.A. 
 
 
This study discusses the level of school inclusiveness in Blitar district in 
implementing inclusive education. The concept used is Index for Inclusion from 
Ainscow and Booth. The purpose of this study is to find an image of the level of 
school inclusiveness in Blitar. The method used is a quantitative method with a 
descriptive analysis. The study is conducted at public elementary until high school 
in Blitar district. The sample collection done by proportionate stratified random 
sampling,a questionnare is using a Likert scale which has been modified. The 
reliability test result in this study shows 0.845 which means greater than 0.7 so 
that is was declaired reliable or consistent. The result of this study indicate that 
the level of school inclusiveness in Blitar district is in the medium category, seen 
from various categories of respondents including headmaster and teachers 
respondents in the medium category with a percentage of 62,6%, staff respondents 
in the high category with a percentage of 100%, parents respondents in the 
medium category with a percentage of 66,7%, and students respondents in the 
medium category with a percentage of 100%.  
 








1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Setiap orang 
berhak mendapatkan akses pendidikan untuk keberlangsungan hidupnya yang 
lebih baik lagi. Pendidikan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No 20 
tahun 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan 
“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Dari penjelasan Undang-Undang 
tersebut maka pendidikan sangat penting bagi individu untuk bisa 
mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk kehidupannya di 
masyarakat.  
Pendidikan memiliki berbagai macam jalur, seperti pendidikan formal, 
nonformal, dan informal. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal, namun dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berasal dari 




pendidikan dasar, pendidikan menegah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan 
nonformal terdiri seperti lembaga kursus. Sedangkan pendidikan informal seperti 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dimana terdapat pembelajaran awal dari 
keluarga mengenai norma-norma yang ada di lingkungan sebagai bekal awal 
individu dan juga dapat membentuk watak, kebiasaan serta perilaku individu di 
masa mendatang. 
Jenis pendidikan lain adalah pendidikan inklusif yang tercetus sebagai 
bentuk pemenuhan hak dan kebutuhan manusia untuk memperoleh pendidikan 
yang layak kepada penyandang disabilitas. Kinerja pendidikan inklusif adalah 
dengan cara memberikan aksesibilitas kepada anak berkebutuhan khusus dalam 
lingkungan pendidikan formal. Secara internasional, pendidikan inklusif dimulai 
sejak tahun 1960-an dimana pendidikan integrasi dipraktikkan di beberapa negara. 
Pada awalnya pendidikan intergrasi ini diberlakukan terutama bagi penyandang 
tuna netra. Pada tahun 1960-an Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy 
mengirimkan para pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia (Denmark, 
Norwegia, dan Swedia) untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive 
environment. Kemudian di Inggris dalam Ed.Act 1991 mulai memperkenalkan 
konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya model pergeseran pendidikan 
untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntutan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif ini semakin nyata dengan konvensi dunia 
tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 
1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi “education for all”. Kemudian 




yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang kemudian muncul istilah 
pendidikan inklusif pertama dalam dokumen kebijakan internasional: The 
Salamanca Statement, The World Conference on Special Needs Education 
(Wulandari, 2014). 
Adanya deklarasi internasional tersebut dalam perkembangannya 
mendorong Indonesia untuk memunculkan pendidikan yang berbasis penyetaraan 
yang disebut dengan pendidikan inklusif. Pada awalnya pendidikan inklusif di 
Indonesia berkembang pada tahun 1960-an dimulai dari inisiatif individual dari 
integrasi siswa tunanetra di Sekolah Menegah Umum. Pada tahun 1999 
pemerintah memperkenalkan gagasan pendidikan inklusif yang kemudian pada 
tahun 2002 rintisan sekolah inklusif berdiri di beberapa kota (Wulandari, 2014). 
Landasan hukum penyandang disabilitas wajib memperoleh pendidikan tertuang 
dalam Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas menyebutkan bahwa “hak pendidikan untuk penyandang disabilitas 
meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di 
semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”. Dalam 
Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa “hak 
pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan akomodasi 
yang layak sebagai peserta didik”. Penyediaan akomodasi ini tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (1) 
yang menyebut bahwa, “penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan 
bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasnya pendidikan 




Daerah”, dan juga Ayat (2) yang menyebut bahwa, penyediaan akomodasi yang 
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus”. Hal ini diperkuat dengan 
adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan 
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 1 mengatakan 
bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 
atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama 
dengan peserta didik pada umumnya. 
Dilihat dari landasan hukum yang ada tersebut menunjukkan bahwa usaha 
untuk menciptakan pendidikan inklusif sudah dilakukan oleh negara. Oleh karena 
itu, siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan jaminan untuk bisa bersekolah 
di sekolah umum bersama dengan siswa pada umumnya tanpa ada diskriminasi 
antara keduanya. Sekolah yang ingin menerapkan pendidikan inklusif harus 
memenuhi beberapa kriteria untuk bisa disebut sebagai pendidikan inklusif 
diantaranya sekolah harus menciptakan budaya inklusif, menghasilkan kebijakan 
inklusif, serta meningkatkan praktik inklusif. Sisi budaya dilihat dari nilai-nilai 
inklusif yang terdapat sekolah tersebut. Sisi kebijakan meliputi regulasi dari 
pendidikan inklusi tersebut. Serta sisi praktiknya dilihat dari pengaturan 
pembelajaran dan mobilisasi sumber daya seperti tenaga pengajar dan fasilitas 




inklusif ini dijadikan dasar untuk mengukur tingkat inklusivitas yang ada di lokasi 
penelitian. 
Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat di wilayah Jawa Timur yang 
sudah menerapkan sekolah inklusif di beberapa daerah. Menurut Kepala Dinas 
Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Dr. Harun, M.Si., MM., mengatakan terdapat 
sembilan kabupaten/kota yang sudah tercatat sebagai penyelenggara sekolah 
inklusi, diantaranya Surabaya, Gresik, Malang, Trenggalek, Batu, Bojonegoro, 
Sidoarjo, Banyuwangi, dan Probolinggo. Meski begitu, sebanyak 38 
kabupaten/kota di Jawa Timur juga telah peduli terhadap anak-anak berkebutuhan 
khusus (Isa, 2014). 
Salah satu wilayah yang peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus 
yaitu Blitar. Blitar memutuskan untuk membuka pendidikan inklusi pada tahun 
2016 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya 
Blitar mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 
sehingga mereka mulai membuka pendidikan inklusif pada tahun 2016. Namun 
seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut tidak berlaku lagi dan diperbarui 
menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Dalam peraturan 
tersebut pada pasal 3 dinyatakan bahwa satuan pendidikan pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Minimal harus ada satu 
sekolah inklusif pada masing-masing jenjang pendidikan. Prioritas siswa 




tingkat kesulitan siswa berkebutuhan khusus sebagaimana yang sudah ditulis 
dalam Peraturan Gubernur No. 30 Pasal 5 Tahun 2018. Dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Blitar belum secara pasti mengeluarkan peraturan daerah tentang 
sekolah inklusi. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar sudah mengeluarkan 
Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang 
diterbitkan pada tahun 2015 yaitu SK Nomor 421.3/1667/409.101/2015 tentang 
Sekolah Penyelenggara Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusif di 
Kabupaten Blitar dimana terdapat beberapa sekolah dari SD sampai 
SMA/sederajat yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusi. 
Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 
2019 terdapat 836 sekolah yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar 
mulai dari SD sampai SMA/SMK dan SLB baik negeri maupun swasta. Namun 
dalam penelitian ini penulis lebih fokus ke sekolah negeri dari jenjang SD sampai 
SMA. Untuk memudahkan pemetaan berikut adalah tabel persebaran sekolah di 
Kabupaten Blitar: 
Tabel 1 Jumlah Sekolah yang Telah Menerapkan Pendidikan Inklusif di 
Kabupaten Blitar 
Jumlah SD SMP SMA 
Sekolah Negeri reguler 637 48 7 
Sekolah yang telah menerapkan 





Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) 
Berdasarkan tabel tersebut terdapat satu lembaga pendidikan per 
jenjangnya yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Ketiga sekolah yang 
sudah menjalankan pendidikan inklusif tersebut diantaranya SDN 1 Banggle, 
SMPN 2 Wlingi dan SMAN 1 Kesamben.  
Berdasarkan hasil observasi awal penyebab terhambatnya penerapan 
pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar tersebut ada beberapa faktor. Diantaranya 
pertama,  minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk 
sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Fasilitas yang minim tersebut salah 
satunya seperti kurang tersedianya alat bantu belajar bagi anak ABK. Kedua, 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat 
terkait dengan adanya sekolah inklusif dan masih terdapat asumsi dari orang tua 
anak inklusi dimana anak mereka akan mendapatkan stigma apabila bersekolah di 
sekolah reguler. Ketiga, tenaga pendidik juga belum banyak meskipun sudah ada 
perwakilan yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab di sekolah inklusi 
masing-masing untuk mengikuti diklat. Keempat, persyaratan pendaftaran siswa 
yang dirasa berat bagi orang tua karena harus mendapatkan surat rekomendasi dari 
dokter terkait dengan tingkat kemampuan siswa tersebut. Kelima, belum adanya 
peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusi. Mereka masih 
mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelenggaraan 




menerapkan sistem pendidikan inklusif ini membuka kuota penerimaan siswa 
sekolah di jalur inklusi meskipun hanya 3% (Hadi, 2018). 
Selain kelima penyebab yang telah dijelaskan diatas, ada pula yang 
menyebabkan terhambatnya proses penerapan pendidikan inklusif di Kabupaten 
Blitar yaitu terkait pandangan orangtua dan siswa reguler atau non-ABK dalam 
hal ini. Berdasarkan observasi awal, beberapa orangtua berpendapat jika mereka 
masih merasa takut apabila anak-anak mereka satu sekolah dengan anak ABK. 
Hal yang mereka takutkan adalah kelainan yang di derita oleh anak ABK akan 
menular kepada anak-anak mereka. Stigma inilah yang dapat menghambat proses 
penerapan pendidikan inklusif. Selain itu, terdapat pandangan dari siswa non-
ABK dimana mereka mempunyai stigma terhadap siswa ABK jika mereka itu 
berbeda. Maka dari itu, apabila terdapat siswa ABK dalam satu sekolah, mereka 
seolah akan mengucilkan siswa ABK tersebut. 
Perlunya pendidikan di Indonesia khususnya di Blitar menerapkan 
pendidikan inklusif karena pendidikan segregasi dinilai kurang efektif dan 
mengkategorikan antara siswa ABK dengan siswa reguler. Pendidikan segregasi 
sendiri merupakan sistem pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan 
khusus yang terpisah dari sistem layanan pendidikan bagi anak reguler (Casmini, 
2007 dalam ((Latifah, 2020)). Sedangkan konsep dari pendidikan segregasi yaitu 
anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus 
dengan teman sesamanya yang juga berkebutuhan khusus, seperti Sekolah Luar 
Biasa (SLB). Hal ini berbanding terbalik dengan konsep pendidikan inklusi 




pendidik, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. Sehingga 
antara siswa ABK dengan siswa reguler dapat memperoleh pendidikan yang 
setara tanpa adanya perbedaan dalam hal memperoleh pendidikan. 
Dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusif yang sudah dijalankan oleh 
beberapa sekolah inklusif di Kabupaten Blitar, dimulai dari proses seleksi masuk 
ke sekolah masih sama seperti seleksi masuk pada umumnya dimana para orang 
tua mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah melalui jalur yang telah disediakan. 
Namun, perbedaan terjadi antara proses seleksi di SD dan SMP atau SMA. Pada 
jenjang SD, selain menerima siswa melalui seleksi masuk awal, mereka juga tetap 
menerima meskipun sudah berada di pertengahan semester atau proses belajar 
mengajar sedang dijalankan. Pihak sekolah tetap menerima kapanpun siswa 
tersebut mendaftar di sekolah tersebut. Sedangkan pada jenjang SMP dan SMA 
dalam proses penerimaan siswa inklusif disamakan dengan proses seleksi siswa 
diawal. Terdapat perbedaan pada jenjang SMA, pihak sekolah juga telah 
menyediakan seleksi masuk melalui jalur inklusif, namun pihaknya belum pernah 
menerima siswa dari seleksi jalur inklusif sejak awal mereka membuka jalur 
tersebut. Hal ini karena belum terdapat siswa yang mendaftar melalui jalur 
tersebut sejak mereka ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. 
Kemudian dalam proses kegiatan belajar mengajar, pada jenjang SD, 
kurikulum yang digunakan oleh pihak sekolah berbeda dengan kurikulum sekolah 
pada umumnya, mereka mempunyai kurikulum tersendiri menyesuaikan dengan 
kondisi para siswa karena mayoritas siswa yang belajar di sekolah tersebut 




persamaan dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu mereka tetap 
menggunakan kurikulum sekolah pada umumnya. Hal tersebut karena melihat 
rasio jumlah antara siswa reguler dengan siswa inklusif masih lebih banyak siswa 
reguler. Selain itu, pihak sekolah juga melihat tingkat kesulitan peserta didik 
berkebutuhan khusus dan seberapa jauh pemahaman siswa inklusif apabila 
mereka mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum reguler. 
Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat masalah dengan praktik pendidikan inklusi di Kabupaten Blitar. Selain 
itu, masih terdapat kesenjangan yang diperoleh antara siswa ABK dan non-ABK 
dalam memperoleh akses pendidikan di sekolah reguler di Kabupaten Blitar. 
Kesenjangan ini seperti siswa ABK masih lebih banyak yang mendaftar di 
sekolah segregasi atau biasa disebut SLB daripada ke sekolah inklusif meskipun 
sudah tersedia jalur inklusi pada saat pendaftaran sekolah.  Untuk itu penelitian ini 
dilakukan untuk mengukur tingkat inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar dalam 
menerapkan pendidikan inklusif. Penelitian ini untuk mengukur kesiapan sekolah-
sekolah terutama sekolah negeri yang berada di Kabupaten Blitar menuju sekolah 
inklusif. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar 




 1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat 
inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar dalam menerapkan pendidikan inklusif. 
1.4  Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi 
pihak sekolah maupun akademisi untuk melakukan penelitian tentang 
pendidikan inklusif lebih jauh lagi. Selain itu juga diharapkan dapat 
digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 
penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesiapan sekolah terhadap penerimaan siswa inklusif, serta diharapkan 
dapat menjadi bahan perbandingan apabila ada penelitian yang serupa. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pembanding 
bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan pendidikan inklusif serta 
dapat menjadi bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 






2.1 Penelitian Terdahulu 
2.1.1 Tingkat Kesiapan Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan 
Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar 
Inklusi Di Kota Semarang Tahun Ajaran 2012/2013). 
Penelitian ini dilakukan oleh Dinda Intan Widiasti selaku 
mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, tentang Tingkat Kesiapan 
Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 
(Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar Inklusi Di Kota Semarang Tahun 
Ajaran 2012/2013) pada tahun 2013. Beliau menjelaskan bahwa tingkat 
kesiapan sekolah dapat diukur oleh beberapa aspek antara lain kurikulum, 
tenaga kependidikan, sarana-prasarana, manajemen sekolah, dana, peserta 
didik, lingkungan, dan proses belajar-mengajar. Dinda Intan Widiasti 
menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. 
Hasil dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 
kesiapan sekolah dasar yang diteliti tergolong dalam kategori cukup baik. 
Dari delapan aspek yang sudah dijelaskan diatas kondisi yang paling siap 
adalah aspek manajemen sekolah karena sekolah mampu melakukan 




khusus. Dilanjutkan oleh aspek peserta didik dimana sekolah-sekolah 
dasar inklusi yang diteliti memiliki keberagaman siswa berkebutuhan 
khusus. Aspek selanjutnya yaitu kurikulum. Aspek selanjutnya yaitu 
proses belajar-mengajar, dimana terkadang guru juga memanfaatkan 
sumber belajar lain misalnya melalui media komputer, televisi, atau 
menggunakan fasilitas laboratorium meskipun belum optimal. Selanjutnya 
aspek tenaga pengajar, guru dari sekolah inklusi tersebut dikirim untuk 
mengikuti pelatihan, namun menurut hasil temuan menunjukkan bahwa 
tidak semua guru memahami berbagai perbedaan ganggun perilaku dan 
mental dalam setiap diri siswa berkebutuhan khusus. Kemudian aspek 
dana, namun dalam penelitian ini aspek dana belum terlalu terlihat karena 
keperluan inklusi sekolah belum mengalokasikan dana secara optimal, 
terlebih pada dana yang dibutuhkan untuk keperluan identifikasi siswa 
berkebutuhan khusus. Pada aspek sarana prasana terdapat alat peraga 
edukatif, alat bantu edukatif, serta berbagai ruang khusus yang disediakan 
oleh sekolah. Namun, sarana-prasarana ini kurang dimanfaatkan secara 
optimal. Sedangkan pada aspek lingkungan dikatakan tidak siap karena 
kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka mensosialisasikan sekolah 





2.1.2 Kesiapan Taman Kanak-Kanak Dalam Penyelenggaraan Kelas 
Inklusi Dilihat Program Kegiatan Pembelajaran 
  Penelitian ini dilakukan oleh Devi Mastuti ini berjudul Kesiapan 
Taman Kanak-Kanak Dalam Penyelenggaraan Kelas Inklusi Dilihat 
Program Kegiatan Pembelajaran pada tahun 2014. Dalam penelitiannya 
Devi Mastuti menjelaskan terdapat kriteria inklusi pendidikan, salah 
satunya adalah program kegiatan belajar. Beliau menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kesiapan 
perenanaan program kegiatan pembelajaran masih belum terlihat. Hal ini 
karena kegiatan pembelajaran di kelas inklusi masih seperti kegiatan 
pembelajaran pada umumnya, anak berkebutuhan khusus masih harus 
mengikuti pembelajaran yang berpedoman kurikulum sekolah reguler. 
Kesiapan pelaksanaan program kegiatan belajar Taman Kanak-Kanak di 
Kecamatan Gajahmungkur Semarang masih sebatas kesiapan dalam 
menerima anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Kemudian 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru kelas dengan 
memberikan inovasi-inovasi yang diharapkan dapat menstimulus anak 
berkebutuhan khusus yang dapat mendorong anak untuk melakukan 
kegiatan seperti teman-temannya semampu mereka. Namun, karena di 




menerapkan prinsip-prinsip umum juga harus menerapkan prinsip khusus 
sesuai dengan kelainan siswa.  
2.1.3 Tingkat Kesiapan Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan 
Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Trirenggo 
Penelitian ini dilakukan oleh Fahad Nisa Utami yang berjudul 
Tingkat Kesiapan Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Trirenggo pada tahun 2017. Beliau 
menjelaskan bahwa terdapat kriteria dalam mengukur tingkat kesiapan 
sekolah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, diantaranya dari 
aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan lingkungan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. 
Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada aspek 
kurikulum kesiapan sekolah masih belum terlihat, karena belum semua 
proses pengembangan PPI (Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi) diikuti. 
Modifikasi kurikulum dan inti materi, pengaturan pemberian layanan, 
perencanaan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi juga belum sempurna 
dijalankan oleh sekolah. Selanjutnya pada aspek tenaga pendidik, 
kompetensi teknis tenaga pendidik yang ada telah mengetahui tentang 
teori ABK, mereka juga mengikuti pelatihan terkait ABK, memiliki 
kemampuan dalam mengajar seperti menggunakan metode mengajar yang 




pada ABK, dan adanya intervensi strategi khusus yang digunakan. Namun, 
belum semua guru yang terlibat dalam penjaringan, penyusunan program 
identifikasi, assessment, dan pembelajaran ABK. Selanjutnya pada aspek 
sarana-prasarana. Dalam aspek ini masih belum bisa sesuai dengan standar 
yang seharusnya, namun karena kekhususan siswa tidak begitu kompleks, 
maka dapat dikatakan sarana-prasarana yang ada sudah dapat menunjang 
kebutuhan siswa. Selain itu, sekolah juga melakukan pengelolaan sarana 
dan prasarana khusus, yaitu dengan melaksanakan pengarahan penggunaan 
sarana dan prasarana pada siswa dan mempu mengatasi keterbatasan 
sarana dan prasarana yag ada. Kemudian yang terakhir dari aspek 
lingkungan masyarakat. Terdapat lima indikator kesiapan yang sudah 
terpenuhi, diantaranya mengadakan pertemuan, mengirim hasil laporan 










Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Terkini 





























































































aspek yang paling 
siap yang pertama 































































Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020 
Penelitian menggunakan tiga literatur yang dijadikan sebagai acuan 
penelitian tingkat inklusivitas terhadap kesiapan sekolah inklusi di Kabupaten 
Blitar. Ketiga penelitian terdahulu yaitu yang pertama Tingkat Kesiapan Sekolah 
Dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, kedua  Kesiapan 
Taman Kanak-Kanak Dalam Penyelenggaraan Kelas Inklusi Dilihat Program 
Kegiatan Pembelajaran, dan ketiga Tingkat Kesiapan Sekolah Dalam 
Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Trirenggo. 
Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut peneliti ingin 
menganalisis mengenai kesiapan sekolah di Kabupaten Blitar menggunakan Index 
for Inclusion dari Booth dan Ainscow. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui 






dan aspek yang 






























pendidikan inklusif serta dapat menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi 
dalam sekolah-sekolah yang diteliti baik dari sekolah yang sudah ditunjuk sebagai 
sekolah inklusif maupun sekolah yang tidak ditunjuk yang dapat dihubungkan 





2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Index for Inclusion 
Dalam bukunya Ainscow dan Booth, Index For Inclusion, indeks 
adalah sumber daya untuk mendukung pembangunan sekolah inklusif. Indeks 
merupakan cara untuk meningkatkan sekolah umum sesuai dengan nilai-nilai 
inklusif. Indeks menawarkan sekolah dengan proses peninjauan dan 
pengembangan mandiri yang mendukung, yang mengacu pada pandangan 
guru, pemerintah, siswa, orang tua, serta masyarakat. Dalam hal ini juga 
melibatkan peninjauan secara rinci terhadap bagaimana hambatan belajar dan 
partisipasi yang dialami oleh setiap siswa dapat diminimalisir. Selain itu, 
dalam konteks nilai dan proses belajar mengajar, indeks dapat membantu 
untuk mempertahankan peningkatan sekolah. Hal ini dapat mendorong 
pandangan dimana siswa bisa terlibat secara aktif, mengintegrasikan apa yang 
diajarkan kepada mereka dengan pengalaman mereka sendiri (Booth & 
Ainscow, 2002). 
Dalam indeks, terdapat empat elemen, diantaranya: 1. Konsep kunci; 
2. Tinjauan rangkaian kerja; 3. Tinjauan materi; dan 4. Proses terjadinya 
inklusi. adapun penjelasannya sebagai berikut.  
1. Konsep kunci  
Konsep kunci dari indeks terdiri dari inklusi; hambatan belajar dan 
partisipasi; sumberdaya untuk mendukung belajar dan partisipasi; dan 




meliputi menghargai semua siswa dan pegawai, mengurangi hambatan belajar 
dan partisipasi siswa, baik yang memiliki keterbatasan atau yang 
dikategorikan sebagai “memiliki kebutuhan pendidikan khusus”, membina 
hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat, serta mengakui bahwa 
inklusi dalam pendidikan merupakan salah satu aspek dari inklusi di 
masyarakat.  
Selanjutnya dalam hal hambatan belajar dan partisipasi, setiap siswa 
selalu menghadapi kesulitan atau hambatan dalam belajar dan berpartisipasi. 
Hambatan juga muncul baik dalam interaksi antara siswa, maupun saat 
kegiatan belajar mengajar. Gagasan tentang hambatan belajar dan partisipasi 
ini dapat digunakan untuk mengarahkan pada apa yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan pendidikan bagi setiap anak. Selain inklusi dan hambatan 
belajar, terdapat sumber daya untuk mendukung belajar dan partisipasi. 
Sumber daya yang dimaksud seperti di dalam diri siswa, bagaimana 
kemampuan mereka untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri dan 
untuk mendukung pembelajaran antar sesama siswa. Begitu juga dengan 
potensi guru untuk mendukung pengembangan satu sama lain. Terdapat 
berbagai pengetahuan tentang apa yang menghambat pembelajaran dan 
partisipasi siswa yang mungkin tidak terlalu dimanfaatkan secara maksimal. 
Dalam hal ini, indeks membantu sekolah dalam memanfaatkan pengetahuan 
ini untuk menjelaskan tentang pengembangan sekolah. 
Kemudian terdapat dukungan untuk keberagaman. Indeks mengadopsi 




kapasitas sekolah untuk menanggapi keberagaman siswa. Pemberian 
dukungan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi para 
siswa. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk merencanakan pembelajaran 
dengan siswa, memahami gaya belajar siswa yang notabene berbeda setiap 
siswanya. Dukungan tersebut dapat mengarah pada peningkatan pembelajaran 
secara aktif dan mandiri, serta berkontribusi pada peningkatan sistem 
pengajaran untuk siswa. Dukungan ini penting untuk keberlangsungan 
pertisipasi belajar siswa sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antara 
guru dan para siswa. 
Dalam konsep ini juga terdapat istilah yaitu model sosial dan model 
medik. Model sosial didasari oleh paham humanisme, dimana setiap individu 
memiliki kebutuhan dan hambatan belajar yang berbeda antara individu satu 
dengan yang lain. Maka dari itu, layanan pendidikan juga harus didasarkan 
pada hambatan dan kebutuhan belajar yang dialami oleh setiap siswa. Dalam 
konsep model sosial ini, siswa ABK memiliki peluang yang terbuka untuk 
belajar bersama siswa lainnya di sekolah reguler yang bersifat inklusif  
(Alimin, 2011). Menurut model sosial, hambatan untuk belajar dan partisipasi 
siswa muncul dari interaksi antara siswa dengan konteksnya: orang, 
kebijakan, institusi, budaya, keadaan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi 
kehidupan mereka (Booth & Ainscow, 2002). 
Sedangkan model medik dalam memahami persoalan disabilitas 
berdasarkan cara kerja bidang kesehatan. Hal ini berhubungan dengan sejarah 




Maka dalam memahami persoalan disabilitas menggunakan cara kerja medis 
berupa diagnosa. Diagnosa tersebut memberikan label disabilitas seperti 
tunanetra, tunarungu, autisme, dan lain-lain. Maka dari itu, berbeda dengan 
model sosial, dalam model medik, label disabilitas menjadi acuan dalam 
menyelenggarakan layanan pendidikan, karena lebih mengutamakan 
hambatan atau disabilitas siswa daripada individunya. Dari model medik 
inilah muncul sistem sekolah segregasi/ekslusif atau sekolah khusus untuk 
para disabilitas seperti SLB. Jadi, model sosial dipandang lebih cocok untuk 
mengatasi masalah pendidikan bagi siswa ABK karena lebih menilai jika 
penyelenggaraan layanan pendidikan didasarkan dari hambatan dan 
kebutuhan partisipasi belajar setiap anak daripada model medik yang lebih 
mengutamakan disabilitas siswa daripada kebutuhan setiap individunya 
(Alimin, 2011). 
2. Tinjauan rangkaian kerja: Dimensi dan Bagian 
Inklusi dan eksklusi dieksplorasi melalui tiga dimensi peningkatan 
sekolah yang saling berhubungan, diantaranya menciptakan budaya inklusif, 
menghasilkan kebijakan inklusif, dan mengembangkan praktik inklusif. 












Sumber: (Booth & Ainscow, 2002) 
 A. Dimensi Menciptakan Budaya Inklusif 
 A1. Membangun komunitas 
 A2. Membangun nilai-nilai inklusif 
 Dimensi ini menganggap semua orang dihargai sebagai dasar untuk 
mencapai sebuah pencapaian tertinggi dengan menciptakan komunitas 
yang aman, terbuka, dapat bekerjasama, dan menstimulasi. Kemudian 
mengembangkan nilai-nilai inklusif kepada semua staf sekolah baru, 
pemerintah, orang tua, dan siswa. Prinsip dan nilai dalam budaya sekolah 
inklusif, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan tentang 
kebijakan dan praktik di kelas, sehingga perkembangan sekolah menjadi 
proses yang berkelanjutan. 
B. Dimensi menghasilkan kebijakan inklusif 
B1. Mengembangkan sekolah untuk semua kalangan 




B2. Mengorganisir dukungan untuk keberagaman 
 Dimensi ini memastikan bahwa inklusi terdapat di semua 
perencanaan sekolah. Kebijakan mendorong partisipasi setiap siswa dan 
staf sekolah serta meminimalisir tekanan eksklusif. Semua kebijakan 
melibatkan strategi perubahan yang jelas. Semua bentuk dukungan 
dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip inklusif dan disatukan dalam 
satu kerangka kerja. 
C. Dimensi mengembangkan praktik inklusif 
C1. Mengatur pembelajaran 
C2. Memobilisasi sumber daya 
 Dimensi ini mengembangkan praktik sekolah yang mencerminkan 
budaya inklusif dan kebijakan sekolah. Siswa didorong untuk terlibat aktif 
dalam setiap pembelajaran. Pelajaran dibuat responsif terhadap 
keberagaman siswa. Staf sekolah mengidentifikasi sumber daya materi dan 
sumber daya dari staf lain, siswa, orang tua, bahkan komunitas lokal yang 
bisa dimobilisasikan untuk mendukung proses pembelajaran dan 
partisipasi belajar. 
3. Tinjauan Materi: Indikator dan Pertanyaan 
Ini adalah pernyataan aspirasi yang dengannya pengaturan yang 




Masing-masing mewakili aspek penting sekolah, meskipun terkadang ada 
masalah yang penting, seperti etnis, gender, atau kecacatan/gangguan, 
tercermin dari penyebarannya melalui indikator-indikator secara 
keseluruhan. Arti dari setiap indikator berasal dari serangkaian pertanyaan. 
Pertanyaan yang mengikuti setiap indikator membantu mendefisinikan 
maknanya dengan cara meminta sekolah untuk menelaahnya secara detail. 
Pertanyaan yang cepat dan menantang tentang indikator tertentu dan 
menarik pengetahuan yang ada tentang sekolah. Mereka mempertajam 
penyelidikan situasi saat ini di sekolah, memberikan gagasan tambahan 
untuk kegiatan pengembangan dan berfungsi sebagai kriteria untuk 
penilaian kemajuan. Seringkali, ketika orang mulai terlibat dengan detail 
pertanyaan-pertanyaan itulah mereka melihat signifikansi praktiknya dari 
indeks. 
Sekolah diharapkan merespons dengan cara yang berbeda dan 
menyesuaikan materi dengan kebutuhan mereka sendiri. Namun, materi 
juga bisa diusulkan untuk ditolak karena suatu indikator atau pertanyaan 
menimbulkan tantangan yang kurang nyaman. Di sekolah lain, indikator 
dan pertanyaan mungkin tidak berlaku dikarenakan karakter sekolah itu 
sendiri. Single-sex school atau sekolah dengan siswa berjenis kelamin yang 
sama dan sekolah teologi tidak memasukkan semua siswa dari wilayah 
mereka. Namun, staf di sekolah sering kali ingin merencakan 
pengembangan sekolah dan mungkin ingin menyesuaikan indikator dan 




persyaratan yang sama untuk perubahan inklusif, misalnya dalam 
kurikulum nasional, atau dalam undang-undang tentang disabilitas atau ras 
seperti di sekolah lain. Ketika indeks ini pertama kali diterbitkan, tidak ada 
antisipasi bahwa itu akan digunakan untuk mendorong pengembangan 
Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, beberapa SLB telah menggunakannya 
untuk mengungkap batasan partisipasi siswa dan staf di sekolah. 
4. Proses Indeks 
Skema proses indeks dan siklus perencanaan pengembangan 
sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut. 
 
Sumber: (Booth & Ainscow, 2002) 
1. Memahami Indeks
2. Mencari tahu tentang sekolah
3. Membuat rencana 
pengembangan sekolah 
inklusif
4. Menjalankan proses 
indeks inklusi





 1. Memahami indeks 
 Dalam memahami indeks, hal pertama yang perlu dilakukan 
adalah menyiapkan kelompok koordinasi. Apabila indeks ini digunakan 
untuk membantu pengembangan sekolah, maka pihak sekolah seperti 
kepala sekolah dan para guru juga harus dilibatkan untuk mendukung 
proses pembelajaran untuk siswa. Materi juga harus dikoordinasikan 
dengan baik agar semua pihak dapat mengakses sebagai bahan ajar. 
Kedua, meninjau jalannya pengembangan sekolah. Ketiga, meningkatkan 
kesadaran terkait indeks. Keempat, menggali pengetahuan yang sudah ada 
dengan menggunakan konsep dan tinjauan kerangka. Anggota kelompok 
koordinator perlu mengembangkan pandangan bersama tentang indeks 
sebelum mereka menjelaskan kepada orang lain. Hal ini dapat dimulai 
dengan berbagi pengetahuan yang ada dengan menggunakan konsep 
indeks dan kerangka tinjauan. Kelima, mendalami penelitian menggunakan 
indikator dan pertanyaan. Setelah kelima hal diatas sudah terkoordinasi 
dengan baik, tahap keenam yaitu menyiapkan kerjasama dengan kelompok 
lain. 
 2. Mencari tahu tentang sekolah 
Setelah kelompok koordinator menggunakan pengetahuan mereka 
tentang proses indeks untuk bekerjasama dengan orang lain di sekolah, 
pemerintah, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya. Kemudian 




terkait sekolah tersebut menggunakan indikator dan pertanyaan untuk 
fokus pada identifikasi prioritas pembangunan. Tahap pertama yaitu 
menggali pengetahuan pemerintah dan pihak sekolah. Semua pandangan 
yang telah diungkapkan digunakan sebagai peluang untuk penelitian lebih 
lanjut.  Kedua, menggali pengetahuan siswa. Pengumpulan informasi 
tentang sekolah menggunakan indeks dapat diintegrasikan ke dalam 
kurikulum. Semua siswa harus memiliki kesempatan untuk berkontribusi 
meskipun hanya melibatkan perwakilan dari mereka dalam diskusi. 
Kuesioner berguna dalam mengumpulkan informasi dari siswa, tetapi 
dapat berkontribusi lebih ketika digunakan bersama kelompok untuk 
mendukung diskusi. 
Ketiga, menggali pengetahuan orang tua dan anggota masyarakat 
lokal. Konsultasi dengan orang tua dan anggota masyarakat dapat 
membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dan orang tua. Adapun 
cara untuk menggali pengetahuan orang tua dengan mengeksplorasi 
pertanyaan-pertanyaan seperti, “apa yang dapat membantu meningkatkan 
pembelajaran anak-anak Anda di sekolah?”. Kuesioner dapat digunakan 
sebagai tindak lanjut dari diskusi, atau sebagai cara mengumpulkan 
informasi dari mereka yang tidak dapat menghadiri pertemuan. 
Mengetahui pandangan anggota masyarakat dapat membantu upaya 
sekolah dalam membuat sekolah lebih representatif. Keempat, menentukan 
prioritas pembangunan. Dalam menentukan prioritas pembangunan 




menyusun prioritas pembangunan, kelompok koordinator harus memeriksa 
dan menganalisis prioritas untuk pembangunan yang dipilih dari setiap 
orang yang telah berkonsultasi. Awalnya, informasi dari siswa, orang tua, 
pihak sekolah, dan pemerintah harus dipisah. Dengan cara ini, perbedaan 
perspektif dapat dijelaskan dan dieksplorasi. 2. Mengumpulkan informasi 
lebih lanjut. Informasi tambahan mungkin perlu dikumpulkan oleh 
kelompok koordinator sebelum prioritas dapat diselesaikan. Selama 
konsultasi, masalah akan diidentifikasi dengan mengumpulkan informasi 
lebih lanjut. 3. Menyusun daftar prioritas. Kelompok koordinasi perlu 
memikirkan dengan hati-hati apakah prioritas yang mewakili masing-
masing bidang ini telah diidentifikasi. Sebagian besar prioritas akan 
membutuhkan mobilisasi sumber daya. Prioritas di beberapa bagian indeks 
mungkin telah diidentifikasi dalam rencana pengembangan sekolah 
sebelumnya. Ketika kelompok koordinator telah mengembangkan 
proposal mereka, mereka harus menegosiasikannya dengan pihak sekolah 
lain dan pemerintah. Prioritas sekolah yang diidentifikasi selama proses 
indeks diantaranya adalah meningkatkan semua akses di sekolah untk 
siswa ABK dan orang dewasa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam 
pengambilan keputusan tentang kebijakan sekolah, dan meningkatkan 
komunikasi antara sekolah dan orang tua. 




 Pada tahap ketiga, anggota tim perencanaan pengembangan 
sekolah dilibatkan dalam revisi rencana pembangunan. Tim memutuskan 
sejauh mana rencana tersebut diubah sehubungan dengan kerja sama 
dengan indeks. Mereka memasukkan prioritas yang telah disepakati di 
tahap kedua ke dalam rencana pengembangan sekolah. 
a. Menempatkan kerangka indeks ke dalam rencana pengembangan 
sekolah 
 Jika prioritas yang diidentifikasi oleh kelompok koordinator akan 
dimasukkan ke dalam rencana pengembangan sekolah dan akan 
dilaksanakan, maka kelompok koordinator harus menjadi tim 
perencanaan pengembangan sekolah dan harus memtuskan apakah 
bekerja dengan indeks adalah salah satu dari sejumlah kegiatan dalam 
rencana pengembangan mereka atau keseluruhan rencana dibentuk di 
sekitar kerangka kerja indeks. 
b. Menempatkan prioritas ke dalam rencana pengembangan sekolah. 
 Tim perencanaan pengembangan sekolah memiliki daftar prioritas 
yang disepakati untuk pengembangan yang disesuaikan dengan 
kerangka rencana pengembangan sekolah. Setiap prioritas harus 
dianalisis secara rinci, dengan melihat implikasi pengembangan guru 
dan staf, skala waktu, dan sumber daya. Tanggung jawab keseluruhan 
untuk memeriksa kemajuan setiap prioritas harus diambil oleh anggota 




pengembangan sekolah perlu dibagikan secara luas jika ingin 
dipraktikkan. Tim perencanaan harus memeriksa prioritas yang ada 
dalam rencana pengembangan sekolah, mempertimbangkan bagaimana 
mereka berkontribusi pada pengembangkan sekolah yang inklusif dan 
membuat adaptasi yang diperlukan. 
4. Menjalankan proses indeks inklusi 
 Pada tahap ini mempraktikkan prioritas pengembangan dilibatkan. 
Hal ini mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut ke sekolah dan 
dapat menjadi bentuk tindakan penelitian. Perkembangan didukung 
melalui kolaborasi, komunikasi yang baik, dan komitmen umum pada 
nilai-nilai inklusif.  Perkembangan dievaluasi berdasarkan kriteria dalam 
rencana pengembangan sekolah dan dibuat catatan kemajuan dalam 
setengah semester. 
 a. Menerapkan prioritas pengembangan ke dalam praktik 
 Beberapa contoh yang dapat menggambarkan bagaimana sekolah 
dalam mendukung pembangunan, pertama di salah satu sekolah 
menengah, para guru memutuskan bahwa koordinasi dukungan adalah 
prioritas, maksudnya mengorganisir dukungan untuk keanekaragaman. 
Mereka memutuskan untuk berbicara dengan siswa yang mereka amati 
tentang pengalaman dukungan siswa, dan mencoba memahami 




temuan mereka ini ke dalam pertimbangan ulang umum kebijakan 
dukungan di sekolah dengan tanggung untuk pengembangan kurikulum. 
Contoh kedua, yaitu di sekolah dasar menerima bukti dari siswa dan 
orang tua bahwa pem-bully-an atau perundungan antara siswa 
merupakan perhatian khusus di sekolah. Tim perencanaan sekolah 
memutuskan menggunakan pertanyaan indikator yaitu ‘penindasan 
diminimalkan’ untuk menyusun penelitian yang mendalam tentang 
sikap, dan pengalaman atas perundungan. Pertanyaan tersebut 
diantaranya: “apakah guru, orang tua, pemerintah, dan siswa berbagi 
pandangan tentang perundungan?”, “apakah siswa tahu siapa yang 
harus dituju jika mereka mengalami intimidasi?”, dan “apakah siswa 
terlibat dalam strategi untuk mencegah dan meminimalkan 
perundungan?”. 
Ketika tim perencanaan telah mengetahui tentang tingkat dan sifat 
kekhawatiran siswa yang mengalami perundungan, mereka berusaha 
menanganinya dengan berbagi cara. Sebuah forum didirikan, dimana 
siswa dapat berkontribusi pada strategi untuk mencegah dan 
meminimalkan penindasan. Kebijakan anti-perundunganing baru dibuat 
dalam bahasa yang dapat diakses oleh semua siswa, dan dipublikasikan 
secara luas. 




 Dalam mempraktikkan prioritas tertentu, pekerjaan yang lebih luas 
dalam mengubah budaya sekolah tidak boleh diabaikan. Namun, pada 
gilirannya, perubahan tersebut dapat mendukung keterlibatan guru, 
pemerintah, siswa, dan orang tua dalam membuat perubahan secara 
rinci dlam kebijakan dan praktik di sekolah. Dalam kerja sama di 
sekolah, guru akan dapat memanfaatkan keahlian satu sama lain dan 
saling mendukung. 
Beberapa guru, siswa, atau orang tua mungkin tidak setuju dengan 
perkembangan tertentu. Tim perencanaan mungkin harus mendorong 
guru untuk mendiskusikan perbedaan mereka dan mungkin perlu 
menyempurnakan perkembangan sehingga menjadi relevan bagi banyak 
orang. Tim perencanaan harus memastikan bahwa setiap orang harus 
mendapatkan informasi tentang kemajuan perkembangan sekolah. Hal 
ini dapat dilakukan melalui forum, rapat guru, pengembangan harian 
guru, buletin, pendaftaran, kegiatan perkumpulan, dewan siswa, papan 
pengumuman, dan organisasi komunitas. Selain memberikan informasi, 
kelompok juga harus mendengarkan orang lain, terutama mereka yang 
memiliki lebih sedikit kesempatan untuk didengarkan. 
 c. Merekam kemajuan 
 Anggota tim perencanaan pengembangan sekolah yang memiliki 
keseluruhan tanggung jawab untuk suatu prioritas akan memastikan 




pengembangan, setelah berkonsultasi dengan tim dan guru yang 
terlibat. Hal ini mungkin akan melibatkan diskusi dengan guru, 
pemerintah, siswa, dan orang tua, serta pemeriksaan dokumen 
kebijakan, serta pengamatan praktik. 
5. Meninjau kembali proses indeks 
 Pada tahap terakhir ini, tim perencanaan pengembangan meninjau 
kemajuan dari keseluruhan perkembangan. Mereka mempertimbangkan 
kemajuan yang lebih luas dalam mengubah budaya, kebijakan, dan praktik. 
Indikator dan pertanyaan, yang diadaptasi oleh sekolah tertentu, digunakan 
untuk meninjau sejauh mana perubahan di sekolah dan untuk merumuskan 
prioritas baru untuk rencana pengembangan sekolah untuk tahun 
berikutnya. 
 a. Mengevaluasi pembangunan 
 Untuk mengevaluasi kemajuan secara keseluruhan, anggoota tim 
perlu mengumpulkan dan meninjau bukti kemajuan di setiap bidang 
pengembangan dalam rencana. Mereka harus mempertimbangkan 
bagaimana melajutkan pekerjaan di tahun berikutnya. Pengembangan 
juga akan dievaluasi sebagai hasil dari pemeriksaan ulang sekolah 
dengan menggunakan dimensi, indikator, dan pertanyaan saat tahun 
perencanaan baru dimulai. Hal ini dapat mengungkapkan perubahan 




 b. Meninjau kembali kerja dengan proses indeks 
 Bekerja pada proses indeks juga membutuhkan evaluasi.Tim 
perencanaan harus meninjau cara mereka menggunakan indeks dan 
memutuskan bagaimana bahan tersebut dapat digunakan dengan sebaik-
baiknya untuk mendukung pengembangan sekolah di tahun-tahun 
berikutnya. Mereka harus menilai sejauh mana indeks telah membantu 
sekolah untuk mengadopsi komitmen yang lebih baik lagi untuk cara 
kerja yang inklusif. Tim akan merefleksikan komposisi kelompok 
koordinasi indeks dan hubungannya dengan struktur perencanaan 
sekolah. Kemudian akan menilai seberapa baik persiapan untuk tugas-
tugasnya, cara berkonsultasi dengan kelompok lain, keberhasilannya 
dalam berbagi tanggung jawab dengn orang lain untuk penyelidikan 
lebih lanjut, dan melaksanakan prioritas serta cara dukungannya. 
Keberhasilan evaluasi ini menuntut semua anggota kelompok untuk 
mau menantang praktik mereka sendiri. 
 Berikut beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu tim 
untuk meninjau pekerjaan mereka: 
1. Seberapa baik kerja kelompok koordinasi, dalam hal komposisinya, 
berbagi tugas dalam kelompok, konsultasi dengan orang lain, dan 
pelimpahan tanggung jawab untuk tugas pengembangan? 
2. Sejauh mana telah terjadi perubahan dalam komitmen cara kerja yang 




3. Sejauh mana konsep-konsep kunci indeks diserap ke dalam 
pemikiran tentang kebijakan dan praktik sekolah? Diantaranya inklusi, 
hambatan belajar dan partisipasi, sumber daya untuk mendukung 
pembelajaran dan partisipasi, dan dukungan untuk keberagaman. 
4. Sejauh mana dimensi dan bagian indeks berguna dalam menyusun 
perencanaan pengembangan? 
5. Sejauh mana indikator dan pertanyaan membantu mengidentifikasi 
prioritas atau rincian prioritas yang terlewatkan? 
6. Bagaimana perkembangan dipertahankan dan bagaimana proses ini 
dapat ditingkatkan? 
 c. Melanjutkan proses indeks 
 Pada tahap akhir dari proses ini, tim perencanaan pengembangan 
sekolah membuat revisi terhadap cara kerja indeks dikoordinasikan. Di 
banyak sekolah, sebagian besar staf akan terbiasa dengan indeks saat 
ini, tetapi untuk staf baru harus dijelaskan lebih lanjut kepada mereka 
sebagai bagian dari program induksi atau kegiatan pelatihan dan 
pengembangan guru di sekolahnya. Peninjauan kembali indikator dan 
pertanyaan sebagai bagian dari tinjauan kemajuan dapat mengarah pada 
pemeriksaan sekolah lebih lanjut. 
Index for inclusion adalah sebuah contoh dari pengembangan, alat 




dengan proses pengembangan pendidikan inklusif. Index for inclusion 
sebagai upaya untuk mengembangkan sekolah dapat dilihat dari tiga indikator 
diantaranya culture, policy, dan practice. Culture (budaya) yaitu dengan 
membangun masyarakat dan menetapkan nilai-nilai yang inklusif. Indikator 
ini terdiri dari dua segi, yaitu segi membangun komunitas, dan segi 
membangun nilai-nilai inklusif. Selanjutnya indikator policy (kebijakan), 
dimana memberikan kebijakan dalam mengembangkan education for all, 
pengembangan tempat untuk semua dan segi melaksanakan dukungan untuk 
keberagaman. Kemudian indikator practice (praktik), yaitu dengan mengelola 
proses pembelajaran dan mengembangkan sumber daya manusia dalam 
memahami nilai-nilai yang inkusif untuk menghilangkan diskriminatif pada 
ABK. Segi ini terdiri atas segi belajar dan bermain bersama dan segi 
mobilisasi sumber-sumber (Jauhari, 2017) 
2.3 Definisi Konseptual 
2.3.1 Sekolah Inklusif 
Sekolah inklusif adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan 
inklusif untuk memenuhi kebutuhan semua anak tanpa menghiraukan 
kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, etnik, budaya, atau 
kondisi lain mereka. Termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak 
berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan 
pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya, serta anak-




Sapon-Shevin, pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan 
yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-
sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya (Rudiyati, 
2011). 
Di Indonesia, terdapat beberapa model sekolah inklusif yang 
mengakomodasi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan 
pendidikan secara layak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengacu pada 
pendapat Vaughn, Bos, dan Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah 
Luar Biasa, penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di 
Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, diantaranya kelas 
reguler “full inclusion”, kelas reguler dengan cluster, kelas reguler dengan 
pull out, kelas reguler dengan cluster dan pull out, kelas khusus dengan 
berbagai pengintegrasian, dan kelas khusus penuh (Rudiyati, 2011). 
Dengan adanya berbagai model sekolah inklusif ini, pihak sekolah dapat 
memilih model apa saja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang 
mengacu pada sumber daya manusia yang mereka miliki, sarana dan 








2.4 Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3 Definisi Operasional Variabel 





1. Budaya • Membangun komunitas 
1. Pandangan dan penerimaan sekolah  
terhadap seluruh siswa 
2. Siswa membantu antar sesama 
3. Kerjasama antar staf 
4. Perlakuan hormat antar staf dan siswa 
5. Kerjasama antar staf dan pemerintah 
6. Kerjasama antar staf dan siswa 
7. Kerjasama antara staf dan orang tua 
8. Semua komunitas lokal sekolah terlibat 
• Membangun nilai-nilai inklusif 
1. Terdapat harapan besar bagi semua 
siswa 




berbagai filosofi inklusi 
3. Semua siswa dihargai 
4. Perlakuan antar staf dan siswa sebagai 
manusia dan pemilik ‘peran’ 
5. Usaha staf dalam meminimalisir 
hambatan siswa dalam belajar dan 
berpartisipasi 
6. Usaha sekolah dalam meminimalkan 
semua bentuk diskriminasi 
2. Kebijakan • Pengembangan sekolah untuk semua 
kalangan 
1. Pengangkatan dan promosi staf berlaku 
adil 
2. Semua staf baru dibantu merasa 
nyaman di sekolah 
3. Upaya sekolah menerima semua siswa 
dari wilayahnya 
4. Upaya sekolah membuat bangunan 
yang aksesibel bagi semua orang 
5. Pengaturan kelompok belajar sehingga 




• Mengorganisir dukungan untuk 
keberagaman 
1. Semua bentuk dukungan terkoordinasi 
2. Kegiatan pengembangan staf membantu 
staf untuk menanggapi keberagaman 
siswa 
3. Kebijakan ‘kebutuhan pendidikan 
khusus’ adalah kebijakan inklusi 
4. Kode praktik kebutuhan pendidikan 
khusus digunakan untuk mengurangi 
hambatan belajar dan partisipasi siswa  
5. Dukungan bagi yang belajar Bahasa 
Inggris sebagai bahasa tambahan 
dikoordinasikan dengan dukungan belajar 
6. Dukungan pastoral dan perilaku terkait 
dengan pengembangan kurikulum dan 
kebijakan dukungan pembelajaran 
7. Tekanan pendisiplinan eksklusi 
dikurangi 
8. Hambatan dalam kehadiran dikurangi 




3. Praktik • Mengelola proses pembelajaran 
1. Perencanaan pengajaran dan 
pembelajaran kepada semua siswa 
2. Pelajaran mendorong partisipasi semua 
siswa 
3. Pelajaran mengembangkan pemahaman 
tentang perbedaan 
4. Keterlibatan siswa secara aktif dalam 
pembelajaran 
5. Siswa belajar secara kolaboratif 
6. Peran serta penilaian pembelajaran 
dalam pencapaian siswa 
7. Pendisiplinan kelas didasarkan pada 
rasa hormat 
8. Perencanaan, pengajaran, dan 
peninjauan guru dalam hubungan 
kerjasama 
9. Asisten pengajar mendukung 




10. Kontribusi Pekerjaan Rumah (PR) 
pada semua pembelajaran 
11. Semua siswa ambil bagian dalam 
aktivitas di luar kelas 
• Mobilisasi sumber daya 
1. Perbedaan siswa digunakan sebagai 
sumber belajar dan mengajar 
2. Keahlian staf dimanfaatkan sepenuhnya  
3. Staf mengembangkan fasilitas sekolah 
untuk mendukung pembelajaran dan 
partisipasi 
4. Sumber daya komunitas diketahui dan 
dimanfaatkan 
5. Pendistribusian sumber daya sekolah 
dilakukan dengan adil sehingga dapat 
mendukung inklusi 
 




2.5 Kerangka Berpikir 
 
Keterangan : 




Berdasarkan tabel skema kerangka berpikir tentang tingkat inklusivitas 
sekolah di Kabupaten Blitar dalam menerapkan pendidikan inklusif tersebut dapat 
dijelaskan bahwa pendidikan inklusi sudah memiliki dasar regulasi yang menjadi 
pedoman dalam penyelenggaraannya. Penerapan regulasi tersebut dibuktikan 
dengan adanya sekolah yang sudah ditunjuk melalui keputusan SK Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Blitar No. 421.3/1667/409.101/2015. Namun, dalam 
implementasinya di lapangan, masih terdapat fenomena kesenjangan antara siswa 
ABK dan siswa non-ABK dalam memperoleh akses pendidikan di sekolah 
reguler. Hal ini karena adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan 
inklusif itu sendiri, diantaranya minimnya fasilitas sekolah, kurangnya sosialisasi 
dari pemerintah, tenaga pendidik khusus belum banyak, persyaratan pendaftaran 
siswa yang dirasa berat, dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur 
tentang pendidikan inklusi. Tingkat inklusivitas ini dapat diukur dengan variabel 
dari konsep indeks inklusivitas dengan indikator budaya (culture), kebijakan 
(policy), dan praktik (practice) untuk mengukur seberapa besar tingkat 











 3.1 Jenis dan Pendekatan Peneliian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian 
yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 
pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif 
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  
Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena 
tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil 
penelitian. Menurut Sugiyono, deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melaui data 
atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis 
dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Lestari, 2015). Penelitian 
deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik, akurat, fakta, dan 
karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini 
berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-




hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi (Azwar dalam 
(Widiasti, 2013). 
3.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk 
mendapatkan informasi atau data yang nantinya dapat diolah oleh peneliti. 
Sedangkan waktu penelitian adalah waktu yang peneliti gunakan untuk 
melakukan penelitian ini. 
 Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Blitar. Penelitian dilakukan di 
daerah tersebut karena di Kabupaten Blitar masih tergolong baru dalam 
penyelenggaraan sekolah inklusif dan hanya berpedoman oleh Peraturan Gubernur 
dan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Namun pihak Kabupaten 
Blitar telah membuka kuota bagi anak berkebutuhan khusus sebanyak 3%. Oleh 
karena itu, lokasi ini sesuai dengan pembahasan penelitian mengenai bagaimana 
penerapan pendidikan inklusif sekolah dilihat dari indeks inklusivitas dimana 
terdapat pembahasan mengenai penerapan pendidikan inklusif di sekolah dilihat 
dari regulasi, budaya, dan praktik inklusifnya. Kemudian penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Januari sampai selesai. 
3.3 Batasan Penelitian 
Batasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok 
permasalahan penelitian saja. Penelitian ini terbatas untuk meneliti tingkat 
inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar. Peneliti fokus meneliti sekolah baik dari 




baik yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif maupun 
yang tidak ditunjuk. Peneliti memilih sekolah negeri karena menurut peneliti 
sekolah negeri lebih diminati oleh siswa maupun orang tua siswa untuk 
melanjutkan pendidikan mereka. 
Kemudian pada sampel penelitian, terjadi perbedaan pendistribusian kuesioner 
antara kategori kepala sekolah dan guru, dengan kategori staf, wali murid, dan 
siswa. Pada kategori kepala sekolah dan guru, peneliti menyebarkan kuesioner ke 
seluruh sampel sekolah. Namun saat penyebaran kuesioner untuk staf, wali murid, 
dan siswa, mobilitas peneliti jadi terbatas akibat adanya pandemi covid-19 yang 
menyebabkan proses pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, pengambilan 
sampel untuk kategori staf, wali murid, dan siswa hanya dilakukan di dua sekolah 
saja per jenjangnya yang masing-masing dipilih dari sekolah yang sudah ditunjuk 
menjadi perwakilan sekolah inklusif dan sekolah yang tidak ditunjuk sebagai 
sekolah inklusif untuk mendapatkan gambaran jelas terkait penerapan pendidikan 
inklusif di kedua jenis sekolah tersebut. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dan dikumpulkan 
langsung dari sumber pertama atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder 
yaitu data yang telah dikumpulkan dan dapat ditemukan dengan cepat 




menggunakan data primer berupa wawancara dan kuesioner, sedangkan data 
sekunder berupa observasi dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
3.4.1 Data Primer 
3.4.1.1 Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan bertanya kepada responden untuk 
memperoleh jawaban yang bertolak pada masalah penelitian. 
Wawancara berguna untuk memperoleh data atau informasi tentang 
ukuran-ukuran variabel sebagai obyek penelitian, dan memperoleh 
penjelasan yang mendalam dan luas tentang variabel (Wisadirana, 
2005). 
Pada proses wawancara ini penulis mewawancarai secara langsung 
responden yang dipilih berdasarkan kriteria yang dinilai ahli di 
bidangnya, seperti pihak dari Dinas Pendidikan yang diwakilkan oleh 
kepala seksi bidang kurikulum dari SD, SMP, dan SMA, serta beberapa 
kepala sekolah, perwakilan staf dan guru, juga perwakilan dari siswa 
dan wali murid dari beberapa SD sampai SMA baik dari sekolah reguler 
maupun sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan 
inklusif. Wawancara yang dilakukan yaitu semi-struktur dimana 
pertanyaan wawancara dilakukan secara bebas, namun tetap 
berpedoman pada garis besar pokok permasalahan. Hal ini untuk 
memperdalam informasi dan sebagai pengembangan dari pertanyaan di 





Menurut Arikunto (dalam (Widiasti, 2013)) kuesioner merupakan 
sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti atau gambaran tentang pribadinya 
atau hal-hal lain yang ia ketahui. Kuesioner berfungsi untuk 
memperoleh data penelitian yang bersifat faktual, yaitu data yang 
diperoleh dari subjek berdasarkan anggapan mereka bahwa memang 
subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan pihak peneliti 
berasumsi bahwa informasi yang diberikan itu benar (Azwar dalam 
(Widiasti, 2013). 
Dalam penelitian ini kuesioner ditujukan kepada kepala sekolah, 
perwakilan guru dan staf, serta perwakilan siswa dan wali murid dari 
sekolah yang dipilih secara acak dari populasi sekolah SD sampai SMA 
negeri di Kabupaten Blitar baik reguler maupun yang ditunjuk menjadi 
perwakilan sekolah inklusif. Dalam penyebaran kuesioner, terdapat 
beberapa sekolah yang penulis kunjungi untuk menyerahkan kuesioner 
secara langsung kepada kepala sekolah. Namun, karena adanya 
pandemi dari covid-19, membuat mobilisasi penulis menjadi terbatas 
untuk menyebarkan kuesioner secara langsung. Akhirnya penulis 
memilih untuk menyebarkan kuesioner secara online baik melalui 
forum grup di media sosial maupun bantuan beberapa pihak untuk 
menyebarkannya agar memudahkan penyebaran dan pengisian 




Kemudian untuk skala pengukuran jawaban kuesioner dalam 
penelitian ini menggunakan skala Likert. Teknik skala Likert ini 
digunakan untuk melakukan pengukuran jawaban dari pernyataan yang 
diajukan kepada responden dengan cara memberikan skor di setiap item 
jawaban. Adapun dalam skala Likert, skor terendah yaitu 1 (satu) dan 
skor tertinggi yaitu 5 (lima) (Yusuf, 2015). Untuk analisis data 
kuantitatif, maka jawaban responden akan diberi skor seperti berikut:  
Tabel 4 Skala Likert 
No Jawaban atas sikap responden Skor 
1 Sangat baik/sangat setuju/selalu 5 
2 Baik/setuju/sering/positif  4 
3 Cukup baik/ragu-ragu/kadang-kadang 3 
4 Kurang baik/tidak setuju/jarang 2 
5 Tidak baik/sangat tidak setuju/tidak pernah 1 
 Sumber: (Yusuf, 2015) 
Dalam penelitian ini, penulis mengganti kata “setuju” dengan kata 
“sesuai”, dan “ragu-ragu” dengan “netral” pada jawaban atas sikap 
responden yang dalam tabel di atas karena menyesuaikan dengan 




3.4.2 Data Sekunder 
3.4.2.1 Observasi  
Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan 
data/informasi dengan melalui suatu pengamatan terhadap obyek yang 
diteliti. Data yang diperoleh melalui observasi sangat kaya dengan 
macam-macam informasi yang bila dilakukan secara lisan tidak 
mungkin diperoleh (Wisadirana, 2005). Proses observasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dimana 
penulis tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat. 
Observasi pertama dimulai dari penulis mencari tahu mengenai 
penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar di situs web 
internet. Kemudian setelah mendapatkan informasi melalui situs di 
internet, penulis melakukan observasi lanjutan ke dinas pendidikan 
untuk memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai bagaimana 
proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar serta 
sekolah mana saja yang dipilih untuk menjadi penyelenggara sekolah 
inklusif. Dari observasi tersebut, dapat diketahui beberapa hal seperti 
awal mula proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten 
Blitar, pihak sekolah mana saja yang terlibat, serta berbagai hambatan 
yang muncul dalam proses  penyelenggaraan sekolah inklusif. 
3.4.2.1 Dokumentasi 
Data dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data 




inklusif, akreditas sekolah, data mengenai kurikulum, sarana-prasarana, 
dan lain sebagainya. Selain data tertulis juga akan disajikan dalam 
bentuk foto. Dokumentasi ini juga digunakan sebagai data pelengkap 
dari data-data lain.   
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.5.1 Populasi Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto dalam 
(Widiasti, 2013)). Populasi juga bisa diartikan sejumlah kasus yang sesuai 
dengan sejumlah spesifikasi yang telah direncanakan (Wisadirana, 2005). 
Dalam penelitian ini, populasinya adalah pihak-pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan sekolah inklusif dan juga dari beberapa SD sampai SMA 
Negeri di Kabupaten Blitar, seperti Dinas Pendidikan, kepala sekolah, 
guru, staf, siswa, maupun wali murid dari beberapa sekolah baik yang 
sudah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif maupun yang 
tidak ditunjuk. Asumsi dasar peneliti mengambil populasi ini karena 
menurut peneliti stakeholder tersebut berpengaruh terhadap 
terselenggaranya program pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar. Selain 
itu, pemilihan sekolah disini tidak hanya sekolah yang ditunjuk sebagai 
penyelenggara pendidikan inklusif saja namun juga dari sekolah yang 
tidak ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Hal ini karena 
peneliti ingin mendapatkan gambaran terkait penerapan pendidikan 




3.5.2 Sampel Penelitian 
Menurut Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Widiasti, 2013). Sampel 
diperlukan karena semua hal akan dijelaskan atau diramalkan dapat diteliti 
(Wisadirana, 2005). Jadi sampel memudahkan peneliti dalam pengambilan 
data, penghematan biaya dan tenaga penelitian karena dengan menggunakan 
sampel, peneliti tidak perlu meneliti semua individu dalam populasi 
melainkan sebagian saja yang mewakili seluruh responden dalam populasi 
daerah tersebut. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode random sampling. 
Random sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang sedemikian 
rupa, sehingga memberikan peluang terhadap setiap unit penelitian atau 
satuan elementer mempunyai kesempatan sama untuk dipilih (Wisadirana, 
2005). Jadi jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 692 sekolah negeri di 
Kabupaten Blitar yang terdiri dari SD sampai SMA negeri. Peneliti 
menggunakan presisi sebanyak 10% untuk memperkecil derajat error pada 
saat mencari responden, selain itu juga memperkecil kemungkinan 
pembengkakan jumlah responden yang terlalu banyak sehingga dapat 
mengurangi fokus penelitian. 
Peneliti menggunakan rumus teknik pengambilan sampel dari Taro 




𝒏 =  
𝑵
𝑵. 𝒅𝟐 + 𝟏
 




n : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi 
𝑑
2 : presisi yang ditetapkan (0,10 atau d=0,1) 
Maka dilakukan penghitungan, 
𝒏 =  
𝑵
𝑵. 𝒅𝟐 + 𝟏
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𝒏 =  
𝟔𝟗𝟐
𝟕,𝟗𝟒
 𝒏 = 87,15 = 87 
Berdasarkan penghitungan diatas, dari jumlah populasi yang akan 
diteliti sebanyak 692 sekolah, maka sampel yang peneliti dapat yaitu 
sebanyak 87 sekolah dari SD sampai SMA negeri di Kabupaten Blitar. 
Kemudian untuk mengetahui jumlah sampel per jenjang sekolah digunakan 









apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan 
berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2018). 




ni : jumlah anggota sampel yang akan dicari 
Ni : jumlah anggota populasi 
N : jumlah anggota populasi seluruhnya 
n  : jumlah sampel 












 𝑥 87 = 1 
Berdasarkan penghitungan diatas, terdapat hasil yaitu pada jenjang SD yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sekolah. Pada jenjang SMP 
terdapat 6 sekolah, dan pada jenjang SMA terdapat 1 sekolah. Sebagai tambahan, 




yang lebih jelas terkait tingkat inkluvitas sekolah di jenjang SMA. Jadi, tidak 
hanya SMA yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif saja, 
melainkan juga dari SMA yang belum ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan 
inklusif juga. 
Kemudian untuk penarikan sampel responden dari sampel sekolah diatas, 
peneliti memilih satu kepala sekolah dan satu guru sebagai perwakilan dari 
sekolah yang terpilih. Namun untuk kategori responden staf, wali murid, dan 
siswa, peneliti hanya memilih satu staf, satu wali murid, dan satu siswa sebagai 
perwakilan dari dua sekolah saja. Peneliti hanya memilih dua sekolah saja karena 
merupakan batasan peneliti dimana akibat pandemi dari covid-19 tidak 
memungkinkan bagi peneliti untuk turun langsung ke lapangan menuju ke semua 
sekolah yang terpilih. Selain itu, pembelajaran masih dilakukan secara daring 
membuat para siswa tidak terdapat di sekolah sehingga penelitian dilakukan 
daring. 
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis data yang peneliti gunakan ada empat 
tahapan, yaitu editing, coding, scoring, dan interpretasi data. 
1. Editing 
Menurut Irawan (dalam (Maulidah, 2017), pada tahap editing ini 
semua kuesioner harus diteliti satu persatu kelengkapan pengisian dan 
kejelasan penulisannya. Pada tahap ini, data yang diperoleh harus 




mengubah data asli untuk menghindari kesalahan dalam penulisan, 
sehingga data tetap murni (Maulidah, 2017). 
2. Coding 
Coding adalah tahap pemberian kode di setiap kuesioner yang diajukan 
kepada responden. Data hasil kuesioner diberi kode kemudian 
diklasifikasikan menurut jenis pernyataan dan dipindahkan ke dalam 
tabel kode (Irawan dalam (Maulidah, 2017).  
3. Scoring 
Setelah melakukan coding, data hasil kuesioner yang dimasukkan di 
tabel diubah menjadi skor angka. Tujuannya adalah untuk 
menyederhanakan data tersebut agar mudah dipahami (Maulidah, 
2017).  
4. Interpretasi Data 
Interpretasi yaitu tahap memberikan penafsiran dari data yang ada pada 
tabel untuk dicari maknanya dengan menghubungkan jawaban dari 
responden dengan hasil lain, termasuk data dokumentasi sehingga 
dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian (Maulidah, 2017). 
3.7 Uji Keabsahan Data 
Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data berupa uji reliabilitas 
Cronbach’s Alpha. Menurut Syofian Siregar (2017), uji reliabilitas adalah untuk 
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 
pengukuran sebanyak dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 




Alpha, suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki Cronbach’s Alpha > 
0,7 (Ghozali, 2016). 
Tabel 5 Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.845 38 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s 
Alpha sebesar 0,845 dengan N of items sebanyak 38. Nilai Cronbach’s 
Alpha 0,845 lebih besar daripada 0,7 maka item kuesioner dinyatakan 
reliabel atau konsisten. Pada saat melakukan proses uji coba kuesioner, 
ternyata terdapat beberapa item yang tidak konsisten saat diuji reliabilitas 
sehingga terjadi reduksi item pertanyaan di kuesioner karena tidak relevan 







4.1 Gambaran Umum Sekolah Inklusi di Kabupaten Blitar 
Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten 
Blitar terdapat lembaga pendidikan dari jenjang SD sampai SMA/SMK serta SLB 
baik negeri maupun swasta berjumlah keseluruhan 836 sekolah. Pada jenjang 
SMK total terdapat 32 sekolah terbagi dalam 6 sekolah negeri dan 26 sekolah 
swasta, sedangkan jenjang SLB di Kabupaten Blitar terdapat 11 sekolah terbagi 
dalam 1 SLB negeri dan 10 SLB swasta. Di bawah ini penulis akan menyajikan 
data sekolah SD sampai SMA negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh 
kecamatan di Kabupaten Blitar.  
➢ Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta per Kecamatan di Kabupaten Blitar 
1. Kecamatan Ponggok 
Tabel 6 Jumlah SD di Kecamatan Ponggok 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 50 94,3 
Swasta 3 5,7 






Tabel 7 Jumlah SMP di Kecamatan Ponggok 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 60 
Swasta 2 40 
Total 5 100 
 
Tabel 8 Jumlah SMA di Kecamatan Ponggok 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 100 
Swasta 0 - 
Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, di Kecamatan Ponggok terdapat SD 
negeri sebanyak 50 sekolah atau 94,34%, dari jumlah total 53 SD, 
sedangkan SD swasta hanya sebanyak 3 sekolah atau sebesar 5,66%. Pada 
jenjang SMP, jumlah SMP negeri sebanyak 3 sekolah atau 60% dari 




40%. Sedangkan pada jenjang SMA, Kecamatan Ponggok hanya 
mempunyai 1 SMA negeri dan tidak mempunyai SMA swasta. 
2. Kecamatan Srengat 
Tabel 9 Jumlah SD di Kecamatan Srengat 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 30 85,7 
Swasta 5 14,3 
Total 35 100 
 
Tabel 10 Jumlah SMP di Kecamatan Srengat 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 37,5 
Swasta 5 62,5 
Total 8 100 
 
Tabel 11 Jumlah SMA di Kecamatan Srengat 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 2 66,7 
Total 3 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, pada jenjang SD Kecamatan Srengat 
mempunyai SD negeri sebanyak 30 atau 85,71% dan SD swasta sebanyak 
5 atau 14,29% dari jumlah total 35 SD. Pada jenjang SMP kecamatan ini 
mempunyai SMP negeri sebanyak 3 sekolah atau 37,5%  dan SMP swasta 
sebanyak 5 sekolah atau sebesar 62,5% dari jumlah total 8 SMP. 
Sedangkan pada jenjang SMA Kecamatan Srengat mempunyai 1 sekolah 
negeri atau 33,33% dan 2 sekolah swasta atau sebesar 66,7% dari jumlah 
total 3 SMA. 
3. Kecamatan Kesamben 
Tabel 12 Jumlah SD di Kecamatan Kesamben 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 31 93,9 
Swasta 2 6,1 







Tabel 13 Jumlah SMP di Kecamatan Kesamben 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 12,5 
Swasta 7 87,5 
Total 8 100 
 
Tabel 14  Jumlah SMA di Kecamatan Kesamben 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 20 
Swasta 4 80 
Total 5 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Kesamben mempunyai SD 
sebanyak 33 terbagi dalam SD negeri berjumlah 31 atau sebesar 93,9% 
dan SD swasta berjumlah 2 sekolah atau sebesar 6,1% dari jumlah total. 
Pada jenjang SMP mempunyai jumlah 8 sekolah terbagi dalam SMP 
negeri sebanyak 1 atau 12,5% dan SMP swasta sebanyak 7 sekolah atau 




mempunyai 5 sekolah yang terbagi dalam 1 SMA negeri atau 20% dan 4 
SMA swasta atau sebesar 80% dari jumlah total. Di Kecamatan Kesamben 
inilah terletak SMA yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan sekolah 
inklusi yaitu SMAN 1 Kesamben. 
4. Kecamatan Kademangan 
Tabel 15 Jumlah SD di Kecamatan Kademangan 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 34 94,4 
Swasta 2 5,6 
Total 36 100 
  
Tabel 16 Jumlah SMP di Kecamatan Kademangan 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 60 
Swasta 2 40 








Tabel 17 Jumlah SMA di Kecamatan Kademangan 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 50 
Swasta 1 50 
Total 2 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Kademangan, jumlah total SD sebanyak 36 sekolah terbagi dalam 34 SD 
negeri atau 94,4% dan 2 SD swasta atau 5,6% dari jumlah total. Pada 
jenjang SMP berjumlah total 5 sekolah terbagi dalam 3 SMP negeri atau 
60% dan 2 SMP swasta atau 40% dari jumlah total. Sedangkan pada 
jenjang SMA hanya terdapat 2 sekolah yang terbagi dalam 1 SMA negeri 
atau 50% dan 1 SMA swasta atau 50% dari jumlah total. 
5. Kecamatan Gandusari 
Tabel 18 Jumlah SD di Kecamatan Gandusari 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 0 - 
Total 39 100 
 
Tabel 19 Jumlah SMP di Kecamatan Gandusari 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 50 
Swasta 2 50 
Total 4 100 
 
Tabel 20 Jumlah SMA di Kecamatan Gandusari 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Gandusari memiliki SD 




SD swasta tidak terdapat di kecamatan ini. Pada jenjang SMP berjumlah 4 
sekolah terbagi dalam 2 SMP negeri atau 50% dan 2 SMP swasta atau 
50% dari jumlah total. Sedangkan pada jenjang SMA, Kecamatan 
Gandusari belum terdapat sekolah pada jenjang ini. 
6. Kecamatan Nglegok 
Tabel 21 Jumlah SD di Kecamatan Nglegok 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 35 94,6 
Swasta 2 5,4 
Total 37 100 
 
Tabel 22 Jumlah SMP di Kecamatan Nglegok 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 60 
Swasta 2 40 







Tabel 23 Jumlah SMA di Kecamatan Nglegok 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, jenjang SD di Kecamatan Nglegok  
berjumlah total sebanyak 37 sekolah terbagi dalam 35 SD negeri atau 
94,6% dan 2 swasta 5,4% dari jumlah total. Pada jenjang SMP, kecamatan 
ini mempunyai 5 sekolah yang terbagi dalam 3 SMP negeri atau 60% dari 
jumlah total dan 2 SMP swasta atau 40% dari jumlah total. Sedangkan 
pada jenjang SMA, Kecamatan Nglegok sama seperti Kecamatan 
Gandusari yang belum memiliki sekolah jenjang SMA. 
7. Kecamatan Garum 
Tabel 24 Jumlah SD di Kecamatan Garum 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 27 90 




Total 30 100 
   
Tabel 25 Jumlah SMP di Kecamatan Garum 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 28,6 
Swasta 5 71,4 
Total 7 100 
 
Tabel 26 Jumlah SMA di Kecamatan Garum 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 33,3 
Swasta 2 66,7 
Total 3 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Garum memiliki SD 
sebanyak 30 sekolah, terbagi dalam 27 sekolah negeri atau 90% dari 
jumlah total dan 3 sekolah swasta atau 10% dari jumlah total. Pada jenjang 




dan 5 sekolah swasta atau 71,4% dari jumlah total SMP. Sedangkan pada 
jenjang SMA, Kecamatan Garum memiliki 3 sekolah yang terbagi dalam 1 
sekolah negeri atau 33,3% dan 2 sekolah swasta atau 66,7% dari jumlah 
total. 
8. Kecamatan Wlingi 
Tabel 27  Jumlah SD di Kecamatan Wlingi 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 28 90,3 
Swasta 3 9,7 
Total 31 100 
 
Tabel 28 Jumlah SMP di Kecamatan Wlingi 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 60 
Swasta 2 40 






Tabel 29 Jumlah SMA di Kecamatan Wlingi 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
  Berdasaarkan tabel diatas, di Kecamatan Wlingi terdapat SD 
sebanyak 31 sekolah, terbagi dalam 28 SD negeri atau 90,3% dan 3 SD 
swasta atau 9,7% dari jumlah total. Pada jenjang SMP terdapat 5 sekolah 
yang terbagi dalam 3 SMP negeri atau 60% dan 2 SMP swasta atau 40% 
dari jumlah total. Salah satu dari 5 SMP negeri tersebut terdapat sekolah 
yang sudah ditunjuk menjadi perwakilan sekolah inklusi yaitu SMPN 2 
Wlingi. Sedangkan pada jenjang SMA, Kecamatan Wlingi belum terdapat 
SMA baik negeri maupun swasta. 
9. Kecamatan Panggungrejo 
Tabel 30 Jumlah SD di Kecamatan Panggungrejo 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 0 - 
Total 34 100 
 
Tabel 31 Jumlah SMP di Kecamatan Panggungrejo 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 4 80 
Swasta 1 20 
Total 5 100 
 
Tabel 32 Jumlah SMA di Kecamatan Panggungrejo 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Panggungrejo memiliki SD 
sebanyak 34 sekolah, namun 100% hanya terdapat SD negeri saja, 




jenjang SMP, kecamatan ini mempunyai 5 sekolah yang terbagi dalam 4 
SMP negeri atau 80% dan 1 SMP swasta atau 20% dari jumlah total. 
Sedangkan pada jenjang SMA, kecamatan ini tidak terdapat SMA baik 
negeri maupun swasta.  
10. Kecamatan Talun 
Tabel 33 Jumlah SD di Kecamatan Talun 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 30 96,8 
Swasta 1 3,2 
Total 31 100 
  
Tabel 34 Jumlah SMP di Kecamatan Talun 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 33,3 
Swasta 4 66,7 







Tabel 35 Jumlah SMA di Kecamatan Talun 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 50 
Swasta 1 50 
Total 2 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
Berdasarkan tabel diatas, di Kecamatan Talun memiliki SD 
sebanyak 31 sekolah yang terbagi dalam 30 SD negeri atau 96,8% dari 
jumlah total dan 1 SD swasta atau 3,2% dari jumlah total. Kemudian 
pada jenjang SMP kecamatan ini memiliki 6 sekolah yang terbagi dalam 
2 SMP negeri atau 33,3% dan 4 SMP swasta atau 66,7% dari jumlah 
total. Sedangkan pada jenjang SMA memiliki 2 sekolah yang terbagi 
dalam 1 SMA negeri atau 50% dan 1 SMA swasta atau 50% dari jumlah 
total. 
11. Kecamatan Sanankulon 
Tabel 36 Jumlah SD di Kecamatan Sanankulon 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 2 6,9 
Total 29 100 
 
Tabel 37 Jumlah SMP di Kecamatan Sanankulon 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 20 
Swasta 4 80 
Total 5 100 
 
Tabel 38 Jumlah SMA di Kecamatan Sanankulon 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 1 100 
Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui di Kecamatan 
Sanankulon terdapat SD sebanyak 29 sekolah, terbagi menjadi 27 SD 




jenjang SMP terdapat 5 sekolah yang terbagi menjadi 1 SMP negeri atau 
20% dan 4 SMP swasta atau 80% dari jumlah total. Sedangkan pada 
jenjang SMA terdapat 1 sekolah saja yaitu 1 SMA swasta, sedangkan 
untuk SMA negeri tidak terdapat di kecamatan ini.  
12. Kecamatan Wonotirto 
  Tabel 39 Jumlah SD di Kecamatan Wonotirto 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 30 100 
Swasta 0 - 
Total 30 100 
 
  Tabel 40 Jumlah SMP di Kecamatan Wonotirto 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 60 
Swasta 2 40 







Tabel 41 Jumlah SMA di Kecamatan Wonotirto 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 1 100 
Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, di Kecamatan Wonotirto terdapat SD 
sebanyak 30 sekolah yaitu SD negeri saja, sedangkan untuk SD swasta 
tidak terdapat di kecamatan ini. Pada jenjang SMP terbanyak 5 sekolah 
yang terbagi dalam 3 SMP negeri atau 60% dan 2 SMP swasta atau 
sebesar 40% dari jumlah total. Sedangkan pada jenjang SMA kecamatan 
ini hanya memiliki 1 SMA saja yaitu SMA swasta, sedangkan untuk 
SMA negeri di kecamatan ini tidak tersedia. 
13. Kecamatan Sutojayan 
Tabel 42 Jumlah SD di Kecamatan Sutojayan 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 26 96,3 




Total 27 100 
 
Tabel 43 Jumlah SMP di Kecamatan Sutojayan 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 60 
Swasta 2 40 
Total 5 100 
 
Tabel 44 Jumlah SMA di Kecamatan Sutojayan 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 100 
Swasta 0 - 
Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Sutojayan mempunyai SD berjumlah 27 sekolah yang terbagi dalam 26 
SD negeri atau sebesar 96,3% dan 1 SD swasta atau sebsar 37% dari 




SMP negeri atau 60% dan 2 SMP swasta atau sebesar 40% dari total 
jumlah SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, Kecamatan Sutojayan 
hanya mempunyai 1 SMA saja yaitu SMA negeri, sedangkan SMA 
swasta belum terdapat di wilayah kecamatan ini. 
14. Kecamatan Doko 
Tabel 45 Jumlah SD di Kecamatan Doko 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 30 100 
Swasta 0 - 
Total 30 100 
 
Tabel 46 Jumlah SMP di Kecamatan Doko 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 3 100 
Swasta 0 - 







Tabel 47 Jumlah SMA di Kecamatan Doko 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, di Kecamatan Doko terdapat SD yang 
berjumlah 30 sekolah dan semaunya adalah SD negeri,untuk SD swasta 
belum tersedia. Begitu juga pada jenjang SMP, terdapat 3 sekolah yang 
semuanya adalah SMP negeri, dan untuk SMP swasta tidak terdapat di 
Kecamatan Doko. Namun, pada jenjang SMA, Kecamatan Doko tidak 
mempunyai bangunan SMA. 
15. Kecamatan Kanigoro 
Tabel 48 Jumlah SD di Kecamatan Kanigoro 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 22 91,7 
Swasta 2 8,3 





Tabel 49 Jumlah SMP di Kecamatan Kanigoro 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 16,7 
Swasta 5 83,3 
Total 6 100 
 
Tabel 50 Jumlah SMA di Kecamatan Kanigoro 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 1 100 
Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Kanigoro terdapat 24 SD yang terbagi dalam 22 SD neegeri atau 91,7% 
dan 2 SD swasta atau sebesar 8,3% dari jumlah total SD. Pada jenjang 
SMP, terdapat 6 SMP yang terbagi dalam 1 SMP negeri atau 16,7% dan 
5 SMP swasta atau sekitar 83,3% dari jumlah total SMP di kecamatan 




swasta. Salah satu SD di Kecamatan Kanigoro ada yang menjadi 
perwakilan SD inklusi yaitu SDN 1 Banggle. 
16. Kecamatan Selorejo 
Tabel 51 Jumlah SD di Kecamatan Selorejo 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 26 100 
Swasta 0 - 
Total 26 100 
 
Tabel 52 Jumlah SMP di Kecamatan Selorejo 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 40 
Swasta 3 60 
Total 5 100 
 
Tabel 53  Jumlah SMA di Kecamatan Selorejo 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
  Berdasarkan tabel diatas,di Kecamatan Selorejo terdapat SD 
sebanyak 26 sekolah yang semuanya merupakan SD negeri, sedangkan 
untuk SD swasta tidak terdapat di kecamatan ini. Pada jenjang SMP, 
Kecamatan Selorejo terdapat 5 SMP dengan 2 SMP negeri atau 40% dan 
3 SMP swasta atau 60% dari jumlah total SD, sedangkan pada jenjang 
SMA tidak terdapat di kecamatan ini. 
17. Kecamatan Wonodadi  
Tabel 54 Jumlah SD di Kecamatan Wonodadi 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 20 95,2 
Swasta 1 4,8 








Tabel 55 Jumlah SMP di Kecamatan Wonodadi 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 1 16,7 
Swasta 5 83,3 
Total 6 100 
 
Tabel 56 Jumlah SMA di Kecamatan Wonodadi 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 1 100 
Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui di Kecamatan Wonodadi 
terdapat SD dengan jumlah sebanyak 21 sekolah yang terbagi menjadi 20 
SD negeri atau 95,2% dan 1 SD swasta atau 4,8% dari jumlah total SD. 
Pada jenjang SMP mempunyai 6 sekolah dengan 1 SMP negeri atau 16,7% 
dan 5 SMP swasta atau 83,3% dari jumlah total SMP, sedangkan pada 
jenjang SMA hanya terdapat 1 sekolah saja yaitu SMA swasta, untuk 




18. Kecamatan Wates 
Tabel 57 Jumlah SD di Kecamatan Wates 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 24 100 
Swasta 0 - 
Total 24 100 
 
Tabel 58 Jumlah SMP di Kecamatan Wates 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 50 
Swasta 2 50 
Total 4 100 
 
Tabel 59 Jumlah SMA di Kecamatan Wates 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 




Total 1 100 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Wates memiliki SD sebanyak 
24 sekolah yang semuanya merupakan SD negeri. Pada jenjang SMP 
terdapat 4 sekolah yang terbagi dalam 2 SMP negeri atau 50% dan 2 
SMP swasta atau 50% dari jumlah total SMP. Sedangkan pada jenjang 
SMA sama dengan Kecamatan Wonodadi dimana hanya mempunyai 1 
sekolah saja yaitu SMA swasta. 
19. Kecamatan Binangun 
Tabel 60 Jumlah SD di Kecamatan Binangun 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 27 100 
Swasta 0 - 
Total 27 100 
 
Tabel 61 Jumlah SMP di Kecamatan Binangun 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 1 50 
Total 2 100 
 
Tabel 62 Jumlah SMA di Kecamatan Binangun 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, di Kecamatan Binangun terdapat 27 SD 
yang semuanya merupakan SD negeri. Pada jenjang SMP memiliki 2 
sekolah yaitu 1 SMP negeri atau 50% dan 1 SMP swasta atau 50% dari 
jumlah total SMP, sedangkan di kecamatan ini sama seperti beberapa 








20. Kecamatan Bakung 
Tabel 63 Jumlah SD di Kecamatan Bakung 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 23 100 
Swasta 0 - 
Total 23 100 
 
Tabel 64 Jumlah SMP di Kabupaten Bakung 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 66,7 
Swasta 1 33,3 
Total 3 100 
 
Tabel 65 Jumlah SMA di Kecamatan Bakung 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 




Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui di Kecamatan Bakung 
hanya terdapat 2 jenjang instansi sekolah saja, yaitu SD sebanyak 23 
sekolah yang semuanya merupakan SD negeri dan SMP sebanyak 3 
sekolah yang terbagi menjadi 2 SMP negeri atau 66,7% dan 1 SMP 
swasta atau 3,3% dari jumlah total SMP. Sedangkan pada jenjang SMA 
tidak terdapat di kecamatan ini. 
21. Kecamatan Selopuro 
Tabel 66 Jumlah SD di Kecamatan Selopuro 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 21 95,5 
Swasta 1 4,5 
Total 22 100 
 
Tabel 67 Jumlah SMP di Kecamatan Selopuro 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 




Swasta 1 50 
Total 2 100 
 
Tabel 68 Jumlah SMA di Kecamatan Selopuro 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 
Swasta 0 - 
Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
 Berdasarkan tabel diatas, sama seperti Kecamatan Bakung, 
Kecamatan Selopuro hanya memiliki 2 jenjang instansi pendidikan yaitu 
SD dan SMP. SD dengan jumlah sebanyak 22 sekolah yang terbagi 
menjadi 21 SD negeri atau 95,5% dan 1 SD swasta atau 4,5% dari jumlah 
total SD, untuk jenjang SMP terdapat 2 sekolah yaitu 1 SMP negeri atau 
50% dan 1 SMP swasta atau 50% dari jumlah total SMP. Kemudian pada 






22. Kecamatan Udanawu 
Tabel 69 Jumlah SD di Kecamatan Udanawu 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 23 100 
Swasta 0 - 
Total 23 100 
 
Tabel 70 Jumlah SMP di Kecamatan Udanawu 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 2 100 
Swasta 0 - 
Total 2 100 
 
Tabel 71 Jumlah SMA di Kecamatan Udanawu 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 
Negeri 0 - 




Total 0 - 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2019) 
Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Udanawu juga sama seperti 
beberapa kecamatan lain dimana hanya terdapat 2 jenjang instansi 
pendidikan yaitu SD dan SMP. Pada jenjang SD terdapat 23 sekolah yang 
semuanya merupakan SD negeri, sedangkan pada jenjang SMP hanya 















Diagram Perbandingan Jumlah SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Blitar 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) 
 Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Blitar, 
kecamatan yang memiliki jumlah SD negeri terbanyak yaitu Kecamatan Ponggok 
dengan jumlah sebanyak 50 SDN, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah 
SD negeri paling sedikit yaitu Kecamatan Wonodadi dengan jumlah sebanyak 20 
SDN. Kemudian untuk kecamatan yang memiliki jumlah SD swasta terbanyak 
yaitu Kecamatan Srengat dengan jumlah sebanyak 5 SDS, sedangkan kecamatan 
yang memiliki jumlah SD swasta paling sedikit yaitu Kecamatan Selopuro, 










































































sebanyak 1 SDS. Namun, terdapat juga kecamatan yang tidak memiliki SD swasta 
sama sekali seperti Kecamatan Udanawu, Bakung, Binangun, Wates, Selorejo, 
Doko, Wonotirto, Panggungrejo, dan Gandusari. 
Diagram Perbandingan Jumlah SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Blitar 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) 
 Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa kecamatan yang 
memiliki jumlah SMP negeri terbanyak di Kabupaten Blitar yaitu Kecamatan 










































































memiliki jumlah SMP negeri paling sedikit diantaranya Kecamatan Selopuro, 
Binangun, Wonodadi, Kanigoro, Sanankulon, dan Kesamben dengan masing-
masing memiliki jumlah sebanyak 1 SMPN. Kemudian untuk kecamatan yang 
memiliki jumlah SMP swasta terbanyak yaitu Kecamatan Kesamben dengan 
jumlah sebanyak 7 SMPS, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah SMP 
swasta paling sedikit diantaranya Kecamatan Selopuro, Bakung, Binangun, dan 
Panggungrejo dengan masing-masing memiliki jumlah sebanyak 1 SMPS. 
Namun, terdapat juga kecamatan yang tidak memiliki SMP swasta sama sekali 














Diagram Perbandingan Jumlah SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 
Blitar 
Sumber: Diolah dari (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) 
 Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah SMA 
negeri di setiap kecamatan di Kabupaten Blitar sama, yaitu 1 SMAN di tiap 
kecamatan. Hal ini berbeda dengan jumlah SMA swasta dimana kecamatan yang 
memiliki jumlah SMA swasta paling banyak yaitu Kecamatan Kesamben dengan 
jumlah sebanyak 4 SMAS dan untuk kecamatan yang memiliki jumlah SMA 
swasta paling sedikit diantaranya Kecamatan Wates, Wonodadi, Kanigoro, 






























































mayoritas kecamatan tidak mempunyai fasilitas pendidikan di jenjang SMA baik 
negeri maupun swasta. Adapun kecamatan yang tidak mempunyai sekolah tingkat 
atas diantaranya Kecamatan Udanawu, Selopuro, Bakung, Binangun, Selorejo, 
Doko, Panggungrejo, Wlingi, Nglegok, dan Gandusari. 
Sebelum ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusi, SDN 1 Banggle 
ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar karena menjadi sekolah 
alternatif bagi orang tua siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk menitipkan 
anak-anak mereka dengan alasan jarak antara rumah mereka dengan SLB jauh. 
Kemudian untuk SMPN 2 Wlingi, setelah ditunjuk sebagai perwakilan sekolah 
inklusi, mereka pernah menerima siswa ABK sekali. Namun, setelah siswa ABK 
itu lulus, mereka belum menerima siswa inklusi lagi. Untuk SMAN 1 Kesamben 
setelah mendapatkan SK untuk menjadi perwakilan sekolah inklusi, pihaknya 
belum pernah sama sekali menerima siswa dari jalur inklusi. Menurutnya, siswa 
inklusi yang terdapat di sekolahnya seperti siswa yang menjadi korban broken 
home dan slow learner. 
“... Yang SK dulu itu dari Bupati ya. Trus diganti SMA 
ikut provinsi itu diperbarui oleh Cabdin. Tahun 2013 kalo gak 
salah.” (Fitriani, SMAN 1 Kesamben, Guru. Wawancara pada 14 
Desember 2019). 
“... Ternyata yang mendaftar sebagai inklusi, itu tidak 
ada. Jadi itu PPDB itu inklusinya sebenarnya buanyak itu 
pagunya. Jadi tiap kelas, tiap rombel itu tiga. ... Kita kan ambil 
10 kelas, 10 rombel. Jadi kalo masing-masing ambil 3, 30 itu. 30 
inklusi. Nah itu tidak ada. Ndak ada yang daftar sebagai siswa 
inklusi. Jadi apapun kalo ada ya otomatis masuk, karena punya 
jatah 30 itu. Nah kendala pertama itu” (Edy, SMAN 1 




Adanya siswa inklusi di sekolah reguler mengharuskan sekolah 
mempunyai guru pendamping khusus untuk mendampingi siswa inklusi. 
Pemerintah provinsi mengadakan pelatihan khusus bagi kepala sekolah. Pada 
awalnya kepala sekolah sebagai perwakilan untuk mengikuti diklat pelatihan yang 
diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan selama 
3-4 hari setiap tahunnya. Kemudian setelah mendapatkan diklat pelatihan kepala 
sekolah tersebut kemudian mensosialisasikan kepada guru-guru terkait kurikulum, 
manajemen, teknis dari sekolah inklusi, dan juga penanganan siswa inklusi. 
Namun yang terjadi di lapangan terutama di perwakilan sekolah inklusi, yang 
dimaksud dengan guru pendamping khusus saat ini adalah guru umum bukan guru 
yang memiliki keahlian dalam bidang penanganan siswa inklusi, seperti pada 
konteks di SMAN 1 Kesamben dan SMPN 2 Wlingi yang menjadi guru 
pendamping khusus yaitu guru BK dan SDN 1 Banggle yang menjadi guru 
pendamping khusus masih guru umum. 
Terdapat beberapa perspektif dari masyarakat terkait SLB dengan sekolah 
reguler, diantaranya sebagian orang tua siswa ABK masih merasa malu apabila 
menyekolahkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus ke SLB karena mereka 
takut di cap negatif oleh tetangga mereka. Oleh sebab itu, para orang tua lebih 
memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah reguler daripada SLB atau 
bahkan menyembunyikan/mengurung anak-anak mereka dari orang lain. Namun, 
berbanding terbalik dengan perspektif orang tua siswa non-ABK yang 
menyekolahkan anaknya di satu sekolah yang terdapat siswa ABK. Terdapat 




siswa non-ABK sehingga para orang tua dari siswa non-ABK memilih untuk 
memindahkan anak-anak mereka ke sekolah yang lain. 
“... Ini yang kemarin kami tangkap dari kepala sekolah 
ya, pada saat anak-anak inklusi ini berbaur ataupun anak inklusi 
dari berbagai latar belakang ini menjadi satu, ... maka ini nanti 
berdampak pada sekolah regulernya. Sehingga harusnya memang 
inklusi itu kalo bisa memang katakanlah sendiri gitu ya. .... 
Contoh, ini yang satu kelas ini anak reguler, yang satu ada anak 
inklusi yang tanda kutip kelainan fisik, misalnya. Maka ini akan 
menjadikan satu problem tersendiri oleh satuan pendidikan 
lembaga. ... Jangan-jangan kembali pada perspektif pada 
masyarakat yang masih memandang bahwa anak-anak seperti ini 
mungkin nantinya akan menular. Nah hal semacam ini lambat 
laun sekolah yang reguler akan habis dengan adanya menerima 
inklusi jadi satu lembaga. ... Tapi satu sisi wali murid 
memandang berbalik. ... artinya takut disekolahkan disini. Jadi 
pendidikan inklusi, yang harusnya tanda kutip, dengan anak-anak 
yang memiliki tingkat, memang bukan inklusi yang tanda kutip 
bukan kelainan .... Ini yang menjadikan wali murid yang lain 
yang bukan inklusi akhirnya ingin memisahkan diri. Tapi padahal 
kita senantiasa memberikan satu masukan atau sosialisasi. Bukan 
karena satu faktor penularan, tapi karena satu genetik ya, ...” 
(Sugito, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kasi Kurikulum 
Bidang Pendidikan SD. Wawancara pada 13 Desember 2019) 
Kemudian untuk infrastruktur dan fasilitas sekolah dilihat dari perwakilan 
sekolah inklusi per jenjang pendidikan masih cukup tersedia. Seperti di SDN 1 
Banggle fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar siswa sekolah mempunyai 
buku-buku yang sudah didanai oleh BOS. Untuk fasilitas tambahan seperti huruf 
braille dan kursi roda yang dibutuhkan oleh siswa ABK pihak sekolah masih 
belum menyediakan, namun ada warga yang bersedia menyumbang alat bantu 
reglet dan stylus. Sedangkan di SMPN 2 Wlingi dan SMAN 1 Kesamben fasilitas 
masih sama seperti sekolah umum lainnya, belum tersedia fasilitas tambahan. Hal 





“... Untuk sekolah-sekolah yang punya siswa inklusinya 
banyak, itu biasanya memang bantuan bisa dari pemerintah. Jadi 
misalnya kaya kursi roda misalnya apa itu ada. Karena kita 
mungkin termasuk inklusi tapi sing gak nemen-nemen ngono lo 
mbak. Jadi ya.. cuman disebut aja sebagai sekolah inklusi ...” 
(Fitriani, SMAN 1 Kesamben, Guru. Wawancara pada 14 
Desember 2019). 
4.2 Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusi 
Pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 2000 mengembangkan 
program pendidikan inklusif sebagai kelanjutan program pendidikan terpadu pada 
tahun 1980-an namun kurang berkembang, dan dimunculkan lagi dengan 
menggunakan konsep pendidikan inklusif mengikuti kecenderungan dunia 
(Wulandari, 2014). Kemudian awal munculnya kebijakan tentang 
penyelenggaraan sekolah inklusi di Kabupaten Blitar berawal dari Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang 
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki 
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kemudian peraturan ini diturunkan 
di seluruh pemerintah provinsi agar segera diterapkan pendidikan inklusif ini. 
Salah satunya yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengadopsi peraturan 
tersebut melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur yang kemudian 
diperbarui menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018. 
Kemudian peraturan tersebut diturunkan kepada instansi di daerah-daerah untuk 
melaksanakan kebijakan tentang pendidikan inklusif, termasuk Pemerintah 
Daerah Kabupaten Blitar. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan daerah 




terdapat Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar 
yang diterbitkan pada tahun 2015 yaitu SK Nomor 421.3/1667/409.101/2015 
tentang Sekolah Penyelenggara Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus/Inklusif di Kabupaten Blitar dimana terdapat beberapa sekolah dari SD 
sampai SMA/sederajat yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusi. 
“... kalo untuk Perdanya itu sepertinya belum ada to. 
Nanti saya khawatir kalo ditanyakan belum jangan-jangan yang 
lama udah ada. ... Tapi memang ketentuan untuk sekolah tidak 
boleh menolak itu kan udah dari PerMen ya, kurikulum terkait 
inklusi. Salah satunya itu, seperti itu kan gak boleh menolak untuk 
lembaga, jangan, atau di SLB aja. Faktanya di kami itu ada, ya 
kita terapkan” (Sugito, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kasi 
Kurikulum Bidang Pendidikan SD. Wawancara pada 13 Desember 
2019) 
Sedangkan untuk penunjukan sebagai perwakilan sekolah inklusi itu 
sendiri untuk jenjang SD karena masyarakat menitipkan anak-anak mereka yang 
berkebutuhan khusus di SDN 1 Banggle yang kemudian lama-kelamaan SD 
tersebut semakin diminati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk 
menyekolahkan anak-anak mereka yang ABK disana. Pada jenjang SMP karena 
sudah ditunjuk sendiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dilihat dari 
kesiapan para gurunya, sedangkan jenjang SMA sendiri sudah mendapatkan SK 
sebagai perwakilan sekolah inklusi karena berada dibawah naungan Dinas 
Pendidikan Cabang Provinsi Kabupaten Blitar dimana kebijakan tentang 




4.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Menyelenggarakan 
Pendidikan Inklusif 
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upayanya menyelenggarakan 
pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar salah satunya yaitu dengan menunjuk 
beberapa sekolah reguler untuk menjadi sekolah inklusif, seperti SDN 1 Banggle, 
SMPN 2 Wlingi, dan SMAN 1 Kesamben. Selain itu, pemerintah juga 
menyediakan kuota untuk siswa inklusif sebanyak 3%. Meski belum terdapat 
peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif di Kabupaten Blitar, 
pada tahun 2015, terdapat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Blitar Nomor 421.3/1667/409.101/2015 tentang Sekolah 
Penyelenggara Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusif di 
Kabupaten Blitar, dimana di dalam SK tersebut sudah tertulis beberapa sekolah 
dari jenjang SD-SMA sederajat yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara 
pendidikan inklusif. Beberapa sekolah tersebut diantaranya: 
Tabel 72 Jenjang Sekolah Dasar 
No Nama Lembaga 
1 SDN 2 Garum 
2 SDN 1 Banggle 
3 SD 2 Nggledug 




5 SDN 3 Karangbendo 
6 SDN 2 Jati 
7 SDN 3 Jegu  
8 SDN 4 Panggungrejo 
9 SDN 1 Ngembul 
10 SDN 2 Bakung 
11 SDN 4 Resapombo 
12 SDN 2 Ngaringan 
13 SDN 2 Wonodadi 
14 SDN 2 Pasiraman 
 
Tabel 73  Jenjang Sekolah Menengah Pertama 
No Nama Lembaga 
1 SMPN 2 Wlingi 
2 SMPN 3 Nglegok 
3 SMPN 2 Srengat 





Tabel 74 Jenjang Sekolah Menengah Atas 
No Nama Lembaga 
1 SMAN 1 Kesamben 
 
Tabel 75 Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan 
No Nama Lembaga 
1 SMKN Nglegok 
Sumber: (Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2015) 
 Dari beberapa sekolah diatas, penulis menemukan ketimpangan data 
antara daftar sekolah di SK tersebut dengan kondisi di lapangan. Ketimpangan 
data tersebut yaitu terdapat beberapa pihak lembaga sekolah yang menurut mereka 
sekolahnya tidak merasa ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif. 
Menurut salah satu guru yang bekerja di salah satu sekolah yang namanya 
tercantum di SK, mereka tidak merasa bahwa sekolah mereka sudah ditunjuk 
menjadi penyelenggara sekolah inklusif. Namun, bukan berarti sekolah mereka 
tidak menerima siswa inklusif. Beliau menjelaskan jika di sekolah mereka juga 
terdapat beberapa siswa inklusi, diantanya tuna daksa, slow learner, dan kelainan 
mata. Tetapi, pada sistem pembelajaran siswa inklusi tersebut tetap disamakan 




penyelenggara sekolah inklusif di Kabupaten Blitar hanyalah SDN 1 Banggle, 
SMPN 2 Wlingi, dan SMAN 1 Kesamben. 
Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan 
pendidikan inklusif selanjutnya yaitu dengan mengirimkan perwakilan dari pihak 
sekolah untuk mengikuti workshop yang dilaksanakan baik oleh pemerintah 
kabupaten maupun pemerintah provinsi. Dalam satu kabupaten, terdapat satu 
perwakilan guru atau kepala sekolah per jenjang sekolah. 
 “....kita pada saat ada workshop kita kirim kepala 
sekolahnya. Justru yang dapat bimbingan hanya kepala 
sekolahnya terkait materi tentang mengajar anak inklusi” 
(Sugito, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kasi Kurikulum 
Bidang Pendidikan SD. Wawancara pada 13 Desember 2019). 
 “saya kan sering dikirim diklat, untuk guru kalo seminar 
ada yang ikut. ... Diklat dari provinsi. Nggak lama kok mbak, 3 
hari, 4 hari, tapi rutin tiap tahun.” (Ida, SDN 1 Banggle, Kepala 
Sekolah. Wawancara pada 4 Maret 2020). 
4.4 Karakteristik Responden 
 
Dalam penelitian ini terdapat lima responden utama, yaitu kepala sekolah, 
guru, staf, wali murid, dan siswa. Peneliti memilih kepala sekolah karena kepala 











dari lembaga pendidikan. Mereka yang dianggap mampu untuk memahami, 
mengelola dan menjalankan sistem pendidikan di sekolah yang mereka pimpin. 
Kemudian untuk responden guru dalam penelitian ini peneliti mengambil salah 
satu guru yang memahami tentang pendidikan inklusif atau guru yang mengetahui 
cara penanganan siswa inklusif. Selanjutnya untuk responden staf, siswa dan wali 
murid dalam penelitian ini peneliti juga mengambil salah satu yang dirasa cukup 
memahami tentang bagaimana cara menerapkan pendidikan inklusif dari sisi 
mereka. Kemudian untuk sampel penelitian peneliti memilih sekolah dari SD 
sampai SMA negeri yang ada di Kabupaten Blitar secara acak baik itu yang 
menjadi perwakilan dari sekolah inklusi maupun yang masih menjadi sekolah 
reguler agar peneliti bisa melihat gambaran penerapan pendidikan inklusif 
diantara sekolah-sekolah tersebut seperti dari segi kurikulum, kebijakan, serta 
fasilitas yang dimiliki oleh mereka. 
4.4.1 Usia Responden 
Adapun untuk kategori usia responden dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut.  
Tabel 76 Kategori Usia Responden 
 Frekuensi Persen 
22-30 34 18.3% 
31-39 29 15.6% 
40-49 36 19.4% 




Total 186 100% 
 Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kategori usia 
responden dalam penelitian ini beragam. Kategori usia tertinggi yaitu 
pada rentang usia 50-59 tahun dengan 87 responden atau sebesar 46,8% 
dari jumlah total responden. Dalam rentang usia ini didominasi oleh 
kepala sekolah dimana rata-rata usia mereka mulai 50 tahun keatas. 
Kategori usia selanjutnya yaitu di kategori usia 40-49 tahun terdapat 36 
responden atau sebesar 19,4% dari total responden. Kemudian pada 
rentang 22-30 tahun dimana terdapat 34 responden atau sebesar 18,3% 
dari total responden. Kategori usia responden terendah yaitu pada rentang 
31-39 tahun dimana terdapat 29 responden atau sebesar 15,6% dari total 
responden penelitian. Pada rentang usia antara 22-49 tahun ini 
didominasi oleh responden yang berprofesi sebagai guru dan staf maupun 
responden dari wali murid siswa. Sedangkan responden siswa tidak 
dimasukkan dalam kategori usia karena range kategori usia antar siswa 
tidak beda jauh dan masuk ke dalam kategori jenjang. 
4.4.2 Jenis Kelamin Responden 
Adapun untuk kategori jenis kelamin responden dalam penelitian 




Tabel 77 Kategori Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Frekuensi Persen 
laki-laki 60 31.2% 
Perempuan 132 68.8% 
Total 192 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi 
responden dalam penelitian ini paling banyak adalah perempuan yaitu 
sebanyak 132 responden atau 68,8% dari total responden. Hal ini karena 
realita yang peneliti dapatkan saat berkunjung di sekolah-sekolah, yang 
menjabat sebagai kepala sekolah  lebih banyak perempuan daripada laki-
laki. Selain itu, guru dan staf yang dipilih oleh kepala sekolah untuk 
menangani siswa inklusi atau yang lebih memahami tentang pendidikan 
inklusif lebih banyak guru perempuan daripada guru laki-laki karena 
dianggap lebih telaten dalam menghadapi siswa inklusif. Selain itu, dari 
responden kategori wali murid dan siswa juga didominasi oleh 
perempuan karena selain mereka dinilai lebih memahami tentang 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1 Analisis Deskriptif Tingkat Inklusivitas Sekolah di Kabupaten 
Blitar Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusif 
 Untuk mengetahui tingkat inklusivitas sekolah dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan konsep indeks inklusivitas dengan tiga indikator 
diantaranya budaya (culture), kebijakan (policy), dan praktik (practice).  
5.1.1 Analisis Indikator Kategori Kepala Sekolah dan Guru 
5.1.1.1 Indikator Budaya 
Tabel 78 Indikator Budaya Kepala Sekolah dan Guru 
Kategori Frekuensi Persen 
sedang 111 63.8% 
tinggi 63 36.2% 
Total 174 100% 
 Sumber: Data Olah SPSS 
 Pada indikator budaya dapat dilihat diantaranya cara membangun 
masyarakat seperti masyarakat sekitar, orang tua siswa, dan stakeholder 
sekolah, serta menetapkan nilai-nilai yang inklusif di dalam sekolah. 




membangun nilai-nilai inklusif sekolah. Berdasarkan tabel diatas, dapat 
diketahui bahwa pada indikator budaya sebanyak 63,8% budaya inklusif di 
sekolah mereka berada dalam kategori sedang dan sebanyak 36,2% budaya 
inklusif mereka berada dalam kategori tinggi.  
Hal tersebut karena meskipun mayoritas sekolah dalam segi 
membangun nilai-nilai inklusif seperti meminimalisir diskriminasi di 
sekolah, guru memahami bahwa mereka dapat membedakan hambatan dan 
partisipasi belajar yang dialami oleh setiap siswa, dan adanya usaha para 
guru untuk mengubah stereotip terhadap siswa inklusi sudah cukup 
diterapkan, namun dalam segi membangun komunitas yang terbuka dan 
bisa untuk kerjasama masih kurang.  Meskipun pihak sekolah sudah 
melibatkan peran orang tua dalam pembelajaran siswa, pemerintah daerah 
sudah ikut berkontribusi dalam pengembangan sekolah, namun dalam 
pandangan masyarakat sekitar tentang sekolah yang ramah dan terbuka 
bagi siswa inklusi belum cukup terbuka di mayoritas sekolah di Kabupaten 
Blitar. Hal ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga 
informasi tentang sekolah inklusif yang dimiliki oleh masyarakat masih 
cukup kurang. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Sugito, Kasi Kurikulum 
Bidang Pendidikan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, beliau 
menjelaskan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tersebut karena 
belum ada anggaran. Selain itu juga kondisi saat melakukan wawancara ini 




Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dipaparkan oleh 
Kepala Sekolah SDN 1 Banggle, dimana beliau mengatakan pihak 
sekolahnya sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 
terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah mereka. 
Sosialisasi tersebut dalam bentuk woro-woro atau berita, banner, dan 
brosur. 
Tabel 79 Pandangan Masyarakat tentang Sekolah yang 
Ramah Siswa Inklusi 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 15 8.6% 
Netral 125 71.8% 
Sesuai 32 18.4% 
Sangat Sesuai 2 1.1% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa terdapat 
berbagai macam pandangan masyarakat tentang sekolah yang ramah dan 
terbuka bagi siswa inklusi. Dari data tersebut, sebanyak 125 responden 
atau 71,8% merespon netral dan sebanyak 32 responden atau 18,4% 
menjawab sesuai apabila sekolah mereka dipandang masyarakat sebagai 




15 responden atau 86% menjawab tidak sesuai. Beberapa responden yang 
mengatakan tidak sesuai dengan pernyataan terkait pandangan masyarakat 
tentang sekolah yang ramah dan terbuka bagi siswa inklusi karena selain 
sekolah mereka tidak terdapat siswa inklusi, fasilitas dan tenaga pendidik 
yang tersedia di sekolah tersebut juga tidak mendukung dan belum 
berpengalaman dalam menangani siswa inklusi. 
Sedangkan respon paling sedikit yaitu sebanyak 2 responden atau 
1,1% menjawab sangat sesuai mengenai pandangan masyarakat tentang 
sekolah mereka yang ramah siswa inklusi. Beberapa responden yang 
menjawab sangat sesuai ini berasal dari sekolah yang sudah ditunjuk 
sebagai sekolah inklusi, dimana selain terdapat siswa inklusi, tenaga 
pendidiknya juga sudah dilatih cara menangani siswa inklusi. Seperti SDN 
1 Banggle yang sudah ditunjuk sebagai sekolah inklusi, sekolah mereka 
mendapat kepercayaan baik dari warga sekitar maupun dari sekolah lain 
untuk mengirimkan anak atau siswanya yang memiliki kebutuhan khusus 
di sekolah tersebut. Namun, dengan adanya kepercayaan warga sekitar 
tersebut, SD mereka menjadi mayoritas siswanya berkebutuhan khusus 
daripada siswa regulernya. Hal ini karena pandangan masyarakatnya yang 
belum terlalu paham dengan sekolah inklusif. 
 “Menurut juknisnya itu kan prosentase ABK itu kan 10% 
dari anak reguler. Tapi yang terjadi sekarang tuh regulernya 
10% dari ABK. Kalo saya amati siswa reguker sisa lama, 
tinggal 2 anak saja, selain itu full ABK. Respon masyarakat 
disini, beliaunya itu kurang paham apa itu inklusi, karena 
inklusi diterjemahkan sama dengan SLB. Jadi tidak ada anak 
reguler yang sekolah disini. Mayoritas yang datang kesini ya 




SDN 1 Banggle, Kepala Sekolah. Wawancara pada 4 Maret 
2020). 
Inklusi tidak hanya melibatkan pihak sekolah dan siswa, namun 
juga melibatkan masyarakat sekitar. Beberapa ide yang membentuk 
pandangan terhadap inklusi dalam indeks seperti membina hubungan yang 
baik antara sekolah dan masyarakat serta mengakui bahwa inklusi dalam 
pendidikan merupakan salah satu aspek inklusi di masyarakat. Pihak 
sekolah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait inklusi dalam 
pendidikan agar masyarakat dapat memahami apa itu sekolah inklusi dan 
tidak membedakan antara siswa ABK dan non-ABK. Selain itu, menggali 
pengetahuan dan mengetahui pandangan anggota masyarakat dapat 
membantu upaya sekolah dalam membuat sekolah lebih representatif. 
Tabel 80 Keterlibatan Guru dalam Perencanaan dan 
Peninjauan Kurikulum 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 1 0.6% 
Netral 3 1.7% 
Sesuai 103 59.2% 
Sangat Sesuai 67 38.5% 
Total 174 100% 




Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 
keterlibatan guru dalam perencanan dan peninjauan kurikulum di sekolah 
sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 103 responden atau 
59,2% menjawab sesuai dan 67 responden atau 38,5% menjawab sangat 
sesuai. Alasannya, yaitu sudah menjadi kebijakan sekolah dimana kepala 
sekolah dan guru sama-sama berkontribusi dalam perencanaan dan 
peninjauan kurikulum sesuai dengan bahan ajar mereka. Sedangkan 3 
responden atau 1,7% menjawab netral, dan 1 responden atau 0,6% 
menjawab tidak sesuai. 
Apabila indeks ini digunakan untuk membantu pengembangan 
sekolah, maka kepala sekolah dan guru harus dilibatkan untuk mendukung 
proses belajar siswa, seperti dalam perencanaan dan peninjauan kurikulum. 
Materi juga harus dikoordinasikan dengan baik agar semua pihak dapat 
mengakses sebagai bahan ajar. Tentunya kurikulum antara sekolah reguler 
dengan inklusi berbeda, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah dari 
salah satu penyelenggara sekolah inklusi, beliau mengatakan bahwa 
mereka punya kurikulum sendiri yang berbeda dengan kurikulum sekolah 
reguler. Hal ini karena mereka menyesuaikan dengan kemampuan para 
siswanya. Maka, guru-guru juga dilibatkan dalam diskusi perencanaan dan 
peninjauan kurikulum. 
“untuk kurikulum beda mbak, kita modifikasi dengan 
kondisi sekolah ini. Kepala sekolah dan guru diberi 
wewenang , dituangkan dalam kurikulum supaya kuat. Yang 
paling menonjol itu masalah kenaikan kelas, lulusan, itu 
yang paling beda” (Ida, SDN 1 Banggle, Kepala Sekolah. 




Tabel 81 Rencana Guru dalam Pengembangan Sekolah 
 Frekuensi Persen 
Netral 3 1.7% 
Sesuai 116 66.7% 
Sangat Sesuai 55 31.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa selain terlibat dalam 
perencanaan dan peninjauan kurikulum, guru juga mempunyai rencana 
dalam pengembangan sekolah. Sebanyak 116 responden atau 66,7% 
menjawab sesuai dan 55 responden atau 31,6% menjawab sangat sesuai. 
Sedangkan hanya 3 responden atau 1,7% menjawab netral. Dalam proses 
pengembangan sekolah, tidak hanya kepala sekolah yang dilibatkan, 
namun guru juga harus dilibatkan. Pengembangan sekolah bisa dilakukan 
dengan bekerja sama dengan indeks. Menurut beberapa perwakilan dari 
guru, ikut serta mereka dalam agenda pengembangan sekolah dilakukan 
dengan cara meningkatkan motivasi belajar dan kompetensi guru, 
meningkatkan prestasi belajar siswa, memahami tingkat kecerdasan setiap 




Tabel 82 Siswa akan Membantu Guru Jika Guru Meminta 
Pertolongan 
 Frekuensi Persen 
Netral 17 9.8% 
Sesuai 104 59.8% 
Sangat Sesuai 53 30.5% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa apabila guru 
meminta pertolongan, maka siswa akan membantu mereka cukup sesuai di 
lingkungan sekolah mereka. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 104 
responden atau 59,8% menjawab sesuai dan 53 responden atau 30,5% 
menjawab sangat sesuai. Sedangkan 17 responden atau 9,8% menjawab 
netral. Guru berusaha menanamkan jiwa saling membantu kepada siswa 
baik sesama siswa maupun kepada guru. Mereka juga menilai para siswa 
juga memiliki kepekaan untuk saling membantu sesamanya apabila ada 
yang memerlukan pertolongan.  
Tabel 83 Informasi tentang Kebijakan dan Praktik Sekolah 
untuk Orang Tua 




Sesuai 119 68.4% 
Sangat Sesuai 55 31.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada pernyataan jika 
orang tua mendapatkan informasi tentang kebijakan dan praktik sekolah 
ini sesuai dengan budaya di sekolah mereka. Hal ini dibuktikan dengan 
sebanyak 119 responden atau 68,4% menjawab sesuai dan 55 responden 
atau 31,6% menjawab sangat sesuai. Pihak sekolah berusaha melibatkan 
orang tua siswa dan membagikan informasi seputar kebijakan dan praktik 
sekolah agar mereka juga mengetahui program apa saja yang sudah 
dijalankan oleh sekolah. Orang tua juga perlu dijelaskan seputar 
bagaimana kebijakan dan praktik sekolah yang sesuai dengan indeks 
supaya mereka juga paham bagaimana indeks tersebut dapat berpengaruh 
bagi kebijakan dan praktik di sekolah dan mendapatkan informasi tentang 
kemajuan perkembangan sekolah yang inklusif. Sehingga dapat terjalin 
kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dan pihak sekolah. 
Tabel 84 Keterlibatan Orang Tua dalam Pembelajaran 
Anak-Anak Mereka 
 Frekuensi Persen 




Sangat Sesuai 55 31.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jika pada pernyataan guru 
mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak-anak mereka 
mendapatkan respon yang tinggi. Sebanyak 119 responden atau 68,4% 
menjawab sesuai dan 55 responden atau 31,6% menjawab sangat sesuai. 
Selain mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan praktik sekolah, 
orang tua juga perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran anak-anak 
mereka. Apabila di dalam indeks, pihak sekolah melakukan sosialisasi 
kepada orang tua terkait bagaimana kebijakan dan praktik sekolah yang 
sesuai dengan indeks, maka orang tua akan mengetahui dan dilibatkan juga 
untuk mengembangkan sekolah inklusif yang sesuai dengan indeks dengan 
cara mengawasi langsung proses belajar anak ketika di rumah. Hal ini 
karena proses belajar siswa yang dilakukan oleh guru hanya berbatas di 
sekolah saja, sedangkan ketika di rumah guru tidak bisa mengontrol secara 
langsung proses belajar mereka. Sehingga orang tua juga dilibatkan dalam 
proses pembelajaran anak-anak mereka di dalam rumah karena dinilai 
lebih efektif dalam mengawasi proses belajar anak-anak mereka dan 
mengetahui seberapa jauh perkembangan proses belajar anak-anak mereka. 




namun juga dari orang tua di rumah inilah diharapkan akan meningkatkan 
proses belajar anak menjadi lebih aktif. 
Tabel 85 Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah dan Pihak 
Sekolah Terkait Kontribusi Terhadap Pengembangan Sekolah 
 Frekuensi Persen 
Netral 3 1.7% 
Sesuai 120 69% 
Sangat Sesuai 51 29.3% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada pernyataan 
pemerintah daerah dan pihak sekolah bersepakat bahwa harus ada 
kontribusi dari pemerintah daerah terhadap pengembangan sekolah 
mendapat beragam respon. Sebanyak 120 responden atau 69% menjawab 
sesuai dan 51 responden atau 29,3% menjawab sangat sesuai. Sedangkan 3 
responden atau 1,7% menjawab netral. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten 
Blitar berusaha untuk berkontribusi dalam pengembangan sekolah dengan 
cara meninjau langsung ke sekolah-sekolah atau berkoordinasi dengan 
kepala sekolah, termasuk meninjau pelayanan dan fasilitas yang terdapat di 
sekolah. 
 “....Karna kami juga hal yang baru maka kalo terkait 




berupa layanannya dan sarana prasarananya. Ada dua hal, satu 
apakah nanti juga ada tenaganya, yang kedua adalah sarana 
prasarananya,...” (Sugito, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 
Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan SD. Wawancara pada 3 
Maret 2020). 
Dalam proses pengembangan sekolah menuju inklusif, perlu 
adanya kontribusi dari pihak pemerintah agar proses pengembangan ini 
berjalan dengan baik. Pihak sekolah perlu bekerjasama dengan pemerintah 
tentang prioritas apa saja yang diperlukan dalam pengembangan sekolah, 
kemudian mereka menegosiasikan kepada pemerintah terkait prioritas apa 
saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah 
inklusif. 
Tabel 86 Pemerintah Daerah dengan Pihak Sekolah Berbagi 
Kesempatan Pelayanan Pendidikan 
 Frekuensi Persen 
Netral 14 8% 
Sesuai 115 66.1% 
Sangat Sesuai 45 25.9% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas responden 
menjawab sesuai pada pernyataan pemerintah daerah dengan pihak 




sebanyak 115 responden atau 66,1% menjawab sesuai dan 45 responden 
atau 25,9% menjawab sangat sesuai. Sedangkan 14 responden atau 8% 
menjawab netral. Menurut beberapa responden, bentuk layanan 
pendidikan dari pemerintah yaitu seperti pemberian dana guna biaya 
operasional sekolah, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
oleh siswa. 
Tabel 87 Pemahaman Guru dalam Membedakan Partisipasi 
dan Hambatan Belajar yang Dialami oleh Setiap Siswa 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 4 2.3% 
Netral 8 4.6% 
Sesuai 132 75.9% 
Sangat Sesuai 30 17.2% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui jika respon pada pernyataan 
guru paham bahwa mereka dapat membedakan hambatan dan partisipasi 
belajar yang dialami oleh setiap siswa cukup beragam. Respon jawaban 
tertinggi yaitu sebanyak 132 responden atau 75,9% menjawab sesuai dan 




atau 4,6% menjawab netral dan respon jawaban terendah yaitu 4 
responden atau 2,3% menjawab tidak sesuai. Guru dilatih dan berusaha 
untuk bisa membedakan antara hambatan dan partisipasi belajar yang 
dialami oleh setiap siswanya untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi 
mereka supaya siswa dapat mencapai target tujuan belajar. 
Salah satu elemen dari indeks yaitu konsep kunci, yang di 
dalamnya terdapat pembahasan mengenai hambatan belajar dan partisipasi. 
Setiap siswa selalu mengahadapi hambatan dalam hal belajar dan 
partisipasi mereka. Adapun untuk mengatasi hambatan tersebut, setiap 
guru mempunyai potensi untuk mendukung pengembangan belajar setiap 
siswanya. Guru berusaha memahami apa saja yang menjadi hambatan 
siswanya dalam hal belajar dan partisipasi. Kemudian memberikan 
dukungan seperti memahami gaya belajar setiap siswa, yang dapat 
mengarah pada peningkatan partisipasi belajar siswa. 
 
 
Tabel 88 Adanya Diskriminasi di Sekolah 
 Frekuensi Persen 
Sangat Tidak Sesuai 64 36.8% 
Tidak Sesuai 97 55.7% 




Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada pernyataan 
terdapat diskriminasi di sekolah mendapat respon beragam. Respon 
tertinggi yaitu sebanyak 97 responden atau 55,7% menjawab tidak sesuai, 
dan sebanyak 64 responden atau 36,8 menjawab sangat tidak sesuai. 
Kemudian respon terendah yaitu sebanyak 13 responden atau 7,5% 
menjawab netral. 
Dalam menjalankan proses indeks, upaya sekolah dalam 
mendukung pembangunan salah satunya dengan memberi perhatian 
khusus terhadap perundungan. Tim perencanaan pembangunan sekolah 
akan menggali secara mendalam bagaimana perundungan tersebut terjadi 
berdasarkan pengalaman siswa. Kemudian mereka berusaha menangani 
perundungan tersebut dengan cara meminimalisirnya. Adapun bentuk 
usaha mereka dalam meminimalisir diskriminasi yaitu dengan 
menanamkan nilai kesetaraan baik kepada siswa maupun tenaga pendidik 
mereka. Hal ini juga berkaitan dengan pengucilan terhadap siswa ABK 
seperti yang dijelaskan di bawah ini. 
Tabel 89 Pengucilan Siswa ABK di Sekolah Dimaklumi 
 Frekuensi Persen 




Tidak Sesuai 113 64.9% 
Netral 5 2.9% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dalam pernyataan 
pengucilan siswa ABK di sekolah dimaklumi, mayoritas responden 
menjawab tidak sesuai yaitu sebanyak 113 responden atau 64,9%. 
Selanjutnya sebanyak 56 responden atau 32,2% menjawab sangat tidak 
sesuai dan 5 responden atau 29% menjawab netral. Seperti di pernyataan 
sebelumnya, pihak sekolah berusaha menanamkan nilai kesetaraan kepada 
para siswanya dan tenaga pendidik untuk tidak memandang sebelah mata 
kepada temannya yang ABK. Apabila ada siswa maupun tenaga pendidik 
yang melakukan tidakan pengucilan siswa ABK, maka mereka akan 
ditegur atau dinasihati untuk tidak melakukannya kembali. 
Tabel 90 Mengubah Stereotip Terhadap Siswa Inklusi 
 Frekuensi Persen 
Sangat Tidak Sesuai 2 1.1% 
Tidak Sesuai 7 4% 




Sesuai 112 64.4% 
Sangat Sesuai 17 9.8% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan guru berusaha mengubah 
stereotip terhadap siswa inklusi ketika mereka dilihat sebagai objek belas 
kasihan terdapat beragam respon. Respon terbanyak yaitu sesuai dengan 
112 responden atau 64,4%. Selanjutnya sebanyak 36 responden atau 
20,7% menjawab netral dan 17 responden atau 9,8% menjawab sangat 
sesuai. Kemudian, sebanyak 7 responden atau 4% menjawab tidak sesuai, 
dan respon terendah yaitu sebanyak 2 responden atau 1,1% menjawab 
tidak sesuai. 
Perlunya sosialisasi seputar indeks inklusivitas dan bagaimana 
pengaplikasiannya terhadap budaya, kebijakan, dan praktik dari sekolah 
inklusif tersebut salah satunya untuk mengubah stereotip terhadap siswa 
inklusi yang dilihat sebagai objek belas kasihan. Sosialisai ini dapat 
ditujukan ke semua pihak seperti orang tua, guru, siswa, pemerintah, 
bahkan masyarakat sekitar. Dengan adanya upaya mengubah stereotip 
terhadap siswa inklusi ini diharapkan semua pihak melihat siswa inklusi 
tersebut setara dengan siswa lainnya, tidak dijadikan sebagai objek belas 




mereka dianggap sebagai kewajaran dan tidak dijadikan sebagai objek 
belas kasihan. 
5.1.1.2 Indikator Kebijakan 
Tabel 91 Indikator Kebijakan Kepala Sekolah dan Guru 
Kategori Frekuensi Persen 
sedang 71 40.8% 
tinggi 103 59.2% 
Total 174 100% 
 Sumber: Data Olah SPSS 
 Pada indikator kebijakan dimana memberikan kebijakan dalam 
mengembangkan education for all dan mengorganisir dukungan untuk 
keberagaman. Mayoritas sekolah berada dalam kategori tinggi dilihat dari 
persetase sebesar 59,2%. Sedangkan beberapa sekolah lain berada dalam 
kategori sedang dilihat dari persentase sebesar 40,8%. Dalam segi 
pengembangan sekolah untuk semua kalangan seperti siswa dari berbagai 
daerah diperlakukan sama dan sekolah berusaha mengatasi berbagai 
hambatan dalam partisipasi belajar siswa sebenarnya sudah diterapkan 
dengan cukup baik, namun untuk konteks bangunan di sebagian besar 
sekolah masih kurang ramah terhadap siswa ABK, dimana siswa ABK 
belum dipertimbangkan dalam membuat bangunan yang aksesibel dan 




gedungnya untuk siswa ABK, mereka masih fokus dengan pembangunan 
gedung yang dapat diakses oleh orang non-ABK. 
 Sedangkan dalam segi mengorganisir dukungan untuk 
keberagaman, mayoritas sekolah sudah cukup baik dalam menerapkannya, 
seperti terdapat pengaturan tempat duduk di dalam kelas guna 
meningkatkan kesempatan belajar siswa, siswa dilibatkan dalam strategi 
untuk mencegah dan meminimalisir intimidasi, dan terdapat peraturan 
untuk meminimalkan semua bentuk pengucilan di sekolah. Kemudian 
terdapat kegiatan pengembangan guru yang mendukung untuk bekerja 
secara efektif di ruang kelas. Selain itu, guru juga menerima pelatihan 
terkait perancangan dan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran yang 
kolaboratif. 





   
 
  Sumber: Data Olah SPSS 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 1.1% 
Sesuai 133 76.4% 
Sangat Sesuai 39 22.4% 




Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan siswa dari berbagai 
daerah diperlakukan sama menjadi kebijakan sekolah, mayoritas merespon 
sesuai, dengan responden yang menjawab sebanyak 133 atau 76,4%. 
Respon terbanyak kedua yaitu 39 responden atau 22,4% menjawab sangat 
sesuai dan sebanyak 2 responden atau 1,1% menjawab netral. Pihak 
sekolah tidak membatasi siswa yang akan masuk ke sekolah mereka 
berdasarkan daerah asal siswa. Sekolah tetap menerima dan terbuka bagi 
siswa- siswa yang berasal dari luar daerah sekolah tersebut. 
Tabel 93 Mengatasi Berbagai Hambatan dalam Partisipasi Belajar 
Siswa 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 1 0.6% 
Netral 28 16.1% 
Sesuai 138 79.3% 
Sangat Sesuai 7 4% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan sekolah berusaha 
mengatasi berbagai hambatan dalam partisipasi belajar siswa dari berbagai 
daerah. Sebanyak 138 responden atau 79,3% menjawab sesuai, 28 




menjawab sangat sesuai. Sementara 1 responden atau 0,6% menjawab 
tidak sesuai. Salah satu konsep kunci dari indeks yaitu membahas tentang 
hambatan belajar dan partisipasi. Hambatan ini bisa muncul baik dari 
interaksi antara siswa dari latar belakang yang berbeda maupun proses 
belajar mereka. Dalam hal ini guru berusaha mengatasi hambatan yang 
dialami oleh para siswanya dengan tidak memandang daerah asal mereka. 
Semua siswa berasal dari mana pun tetap dianggap sama dan tidak ada 
diskriminasi. 
Tabel 94 Siswa ABK Dipertimbangkan dalam Membuat Bangunan 
yang Aksesibel 
 Frekuensi Persen 
Sangat Tidak Sesuai 40 23% 
Tidak Sesuai 86 49.4% 
Netral 44 25.3% 
Sesuai 3 1.7% 
Sangat Sesuai 1 0.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan siswa ABK 




berbagai respon. Respon paling banyak yaitu sebesar 49,4% atau 86 
responden menjawab tidak sesuai dan 25,3% atau 44 responden menjawab 
netral. Selanjutnya, 23% atau sebanyak 40 responden menjawab sangat 
tidak sesuai dan 1,7% atau 3 responden lainnya menjawab sesuai. Hanya 
0,6% atau 1 responden saja yang menjawab sangat sesuai. 
Dalam indeks, salah satu prioritas sekolah yang diidentifikasi yaitu 
meningkatkan semua aspek akses di sekolah untuk siswa ABK dan orang 
dewasa. Maka dari itu, bangunan yang aksesibel termasuk ke dalam 
prioritas sekolah yang harus tersedia untuk pembangunan menuju sekolah 
inklusif. Namun, realita yang terdapat di lapangan tidak semua sekolah 
terdapat siswa ABK, maka hal ini tidak dijadikan sebagai prioritas dalam 
pembangunan di beberapa sekolah di Kabupaten Blitar yang menjadi 
objek penelitian.  Hal ini karena latar belakang sekolah mereka yang 
sebagai sekolah reguler/umum, maka pihak sekolah tidak 
mempertimbangkan adanya siswa ABK dalam pembuatan bangunan. 
Hanya sekolah yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusi 
saja yang menyatakan jika siswa ABK dipertimbangkan dalam membuat 
bangunan sekolah mereka yang aksesibel. Hal ini juga selaras dengan 
aksesibilitas semua gedung sekolah yang akan dijelaskan di bawah ini. 
 





 Frekuensi Persen 
Sangat Tidak Sesuai 3 1.7% 
Tidak Sesuai 52 29.9% 
Netral 117 67.2% 
Sesuai 1 0.6% 
Sangat Sesuai 1 0.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pernyataan 
sekolah fokus dengan aksesibilitas di semua aspek gedung dan halaman 
sekolah mendapat berbagai respon. Sebanyak 117 responden atau 67,2% 
menjawab netral dan 52 responden atau 29,9% menjawab tidak sesuai. 
Kemudian sebanyak 3 responden atau 1,7% menjawab sangat tidak sesuai, 
dan respon terendah yaitu sesuai dan sangat sesuai dimana hanya 1 
responden atau 0,6% di masing-masing respon jawaban. 
Seperti yang dijelaskan pada pernyataan sebelumnya, pernyataan 
ini juga membahas tentang aksesibilitas semua aspek gedung dan halaman 
sekolah. Mayoritas responden dari sekolah yang sudah ditunjuk sebagai 
sekolah inklusif maupun yang belum ditunjuk menilai jika mereka sudah 




orang. Namun, dalam konteksnya apabila terdapat siswa ABK, mereka 
masih ragu jika gedung sekolah mereka mudah diakses oleh mereka. 
Seperti jika terdapat siswa ABK yang harus menggunakan alat bantu jalan 
seperti kruk atau kursi roda,  mereka akan kesulitan mengakses gedung 
sekolah yang bertingkat. 
Tabel 96 Pengaturan Tempat Duduk di Dalam Kelas 
 Frekuensi Persen 
Netral 4 2.3% 
Sesuai 126 72.4% 
Sangat Sesuai 44 25.3% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada pernyataan 
pengaturan tempat duduk di dalam kelas akan diubah untuk meningkatkan 
kesempatan belajar siswa, respon terbanyak yaitu sesuai dengan 126 
responden atau 72,4%. Kemudian sebanyak 44 responden atau 25,3% 
menjawab sangat sesuai dan 4 responden atau 2,3% menjawab netral. Para 
guru menganggap jika mengubah tempat duduk siswa berguna untuk 
meningkatkan kesempatan belajar mereka. Seperti pengaturan rolling 
tempat duduk siswa, atau mengubah posisi meja dan kursi siswa. 




 Frekuensi Persen 
Netral 8 4.6% 
Sesuai 132 75.9% 
Sangat Sesuai 34 19.5% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pernyataan 
kegiatan pengembangan guru mendukung untuk bekerja secara efektif di 
ruang kelas, respon terbanyak yaitu sesuai dengan 132 responden atau 
75,9% yang menjawab. Sedangkan 34 responden atau 19,5% menjawab 
sangat sesuai dan 8 responden atau 4,6% menjawab netral. Sebagian besar 
guru menganggap jika kegiatan pengembangan guru mendukung mereka 
untuk mengajar lebih efektif lagi di kelas. Adapun bentuk pengembangan 
guru diantaranya seperti rapat, maupun diklat yang biasanya 
diselenggarakan oleh pemerintah. 
Tabel 98 Peraturan Untuk Meminimalkan Bentuk Pengucilan 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 2 1.1% 




Sesuai 131 75.3% 
Sangat Sesuai 25 14.4% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pernyataan 
terdapat peraturan untuk meminimalkan semua bentuk pengucilan 
mendapat banyak respon. Respon tertinggi yaitu sesuai dengan 131 
responden atau 75,3%. Sedangkan 25 responden atau 14,4% menjawab 
sangat sesuai dan 16 responden atau 9,2% menjawab netral. Sebagian 
besar sekolah sudah menerapkan peraturan bagi siswa maupun gurunya 
untuk meminimalkan semua bentuk pengucilan. Mereka diharuskan untuk 
bersikap adil dan tidak pandang sebelah kepada siswa inklusi, seperti para 
siswa tidak boleh mengucilkan siswa inklusi, apabila siswa inklusi tersebut 
membutuhkan pertolongan dibantu. Sedangkan respon terendah yaitu 
sebanyak 2 responden atau 1,1% menjawab tidak sesuai. 
Dalam indeks sudah dijelaskan bahwa salah satu upaya sekolah 
dalam memberi perhatian khusus terhadap kasus pem-bully-an yaitu 
dengan mendalami setiap pengalaman siswa yang pernah mengalami pem-
bully-an. Kemudian dari pengalaman tersebut, sekolah berusaha 
meminimalkan dengan cara membuat kebijakan anti-bullying yang 
dipublikasikan secara luas agar semua kalangan baik dari guru maupun 




Tabel 99 Siswa Tahu Kepada Siapa yang Ditemui Jika Mereka 
Merasa Diganggu 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 3 1.7% 
Netral 3 1.7% 
Sesuai 139 79.9% 
Sangat Sesuai 29 16.7% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan siswa 
tahu kepada siapa yang ditemui jika mereka merasa diganggu respon 
tertinggi yaitu sesuai dengan 139 responden atau 79,9%. Sedangkan 29 
responden atau 16,7% menjawab sangat sesuai, dan untuk respon netral 
dan tidak sesuai mendapat jumlah yang sama yaitu sebanyak 3 responden 
atau 1,7%.  
Dalam upayanya meminimalkan tindakan pem-bully-an terhadap 
siswa di sekolah, indeks juga sudah menjelaskan jika tim pengembangan 
sekolah bisa menggali lebih dalam mengenai hal ini dengan cara meneliti 
secara mendalam menggunakan pertanyaan indikator salah satunya adalah 
“apakah siswa tahu siapa yang harus dituju jika mereka mengalami 




tim sekolah maka diharapkan siswa mendapatkan arahan terkait siapa yang 
harus dituju ketika mereka mengalami perundungan. Menurut beberapa 
responden, siswa sudah paham apabila mereka merasa diganggu atau di 
rundung, mereka tahu siapa yang harus dituju, seperti melaporkan kepada 
guru, atau kepada orang tua mereka yang kemudian orang tuanya akan 
menceritakan kepada wali gurunya. 
Tabel 100 Keterlibatan Siswa Dalam Strategi Pencegahan 
Intimidasi 
 Frekuensi Persen 
Tidak Sesuai 6 3.4% 
Netral 28 16.1% 
Sesuai 128 73.6% 
Sangat Sesuai 12 6.9% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pernyataan 
siswa terlibat dalam strategi untuk mencegah dan meminimalisir intimidasi, 
respon tertinggi yaitu sebanyak 128 responden atau 73,6% menjawab sesuai. 
Sedangkan sebanyak 28 responden atau 16,1% menjawab netral dan 12 
responden atau 6,9% menjawab sangat sesuai. Respon terendah yaitu 




Selain siswa tahu siapa yang mereka tuju ketika mengalami 
perundungan, siswa juga dilibatkan dalam strategi untuk mencegah dan 
meminimalisir intimidasi. Langkah pertama dengan mendalami pem-bully--
an yang terjadi seperti apa, kemudian setelah mengetahui tentang tingkat 
dan kekhawatiran siswa yang mengalami bullying, tim pengembangan 
sekolah berusaha mencegah hal itu dapat terjadi lagi dengan cara 
membentuk sebuah forum guna meminimalisir bullying di sekolah dimana 
siswa dapat berkontribusi di dalamnya supaya strategi pencegahan bullying 
bisa didiskusikan antara guru dan siswa, dan tindakan meminimalisir -
bullying bisa dilakukan oleh kedua pihak. Mayoritas sekolah sudah 
melibatkan siswanya dalam menyusun strategi untuk mencegah dan 
meminimalisir intimidasi. Misalnya, pada jenjang SMP dan SMA mereka 
melibatkan perwakilan siswa seperti OSIS untuk berdiskusi masalah 
pencegahan intimidasi, sedangkan pada jenjang SD guru perlu menjelaskan 
kepada siswa-siswanya terkait pencegahan dan meminimalisir intimidasi. 
 
Tabel 101 Pelatihan Rancangan dan Pengelolaan Kegiatan 
Pembelajaran yang Kolaboratif 
 Frekuensi Persen 
Netral 7 4% 




Sangat Sesuai 37 21.3% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan guru 
menerima pelatihan terkait perancangan dan pengelolaan kegiatan 
pembelajaran yang kolaboratif, respon tertinggi yaitu sebanyak 130 
responden atau 74,7% menjawab sesuai. Sebanyak 37 responden atau 21,3% 
menjawab sangat sesuai dan respon terendah sebanyak 7 responden atau 4% 
menjawab netral. Salah satu prioritas dalam merencanakan pembangunan 
menuju sekolah inklusif yaitu dengan mengadakan pelatihan bersama untuk 
guru. Dengan adanya pelatihan terkait perancangan kegiatan pembelajaran 
ini guru dapat memahami berbagai macam kegiatan pembelajaran yang 
kolaboratif dan bisa mendukung siswa non-ABK maupun ABK dalam 
belajar mereka. Mayoritas guru telah mendapat pelatihan terkait 
perancangan dan pengelolaan kegiatan pembelajaran yang kolaboratif untuk 
menunjang proses kegiatan belajar mengajar mereka di kelas. 
5.1.1.3 Indikator Praktik 
Tabel 102 Indikator Praktik Kepala Sekolah dan Guru 
Kategori Frekuensi Persen 




tinggi 57 32.8% 
Total 174 100% 
 Sumber: Data Olah SPSS 
Dalam indikator praktik ini, di dalamnya menjelaskan tentang cara 
mengelola proses pembelajaran dan mengembangkan sumber daya baik 
materi maupun manusia dalam memahami nilai-nilai yang inkusif untuk 
menghilangkan diskriminatif pada siswa. Indikator ini terdiri atas segi 
mengelola belajar dan bermain bersama dan segi mobilisasi sumber daya. 
Pada indikator ini, mayoritas sekolah dalam kategori sedang, dengan 
persentase sebesar 67,2%. Sedangkan sekolah yang termasuk dalam 
kategori tinggi yaitu sebesar 32,8%. 
Dalam segi mengelola pembelajaran dan bermain bersama, 
mayoritas sekolah sudah cukup banyak mempraktikkan beberapa macam 
model kegiatan pembelajaran seperti melibatkan diskusi dan presentasi, 
tugas praktik, dan beberapa menggunakan materi audio/visual serta 
pengoperasian komputer. Pemberian tugas Pekerjaan Rumah (PR) juga 
sudah dilakukan guna mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab 
dengan belajar mereka. Selain itu, siswa mendapatkan peluang untuk 
bekerjasama dengan orang lain yang berbeda latar belakang dengan 
mereka. Namun, untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa ABK 
masih belum banyak dipraktikkan di sekolah-sekolah karena mereka tidak 




Kemudian dalam segi memobilisasi sumber daya baik materi 
maupun manusia juga sudah cukup diterapkan di beberapa sekolah, seperti 
di sumber daya materi dimana fasilitas sekolah semacam internet dan 
perpustakaan dimanfaatkan dengan cukup baik. Hanya saja, di beberapa 
SD belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum terdapat internet 
dan perpustakaannya belum mendukung untuk pembelajaran para siswa. 
Kemudian materi kurikulum yang mendukung pembelajaran untuk siswa 
ABK juga belum tersedia dengan baik, seperti alat bantu belajar. 
Selanjutnya di sumber daya manusia, dimana mayoritas sekolah 
sudah mempraktikkan kepada para siswanya untuk bertanggung jawab atas 
belajar mereka sendiri. Selain itu, para guru juga terlibat dalam proses 
penilaian pembelajaran dan melakukan peninjauan penggunaan fasilitas 
sekolah agar dapat digunakan secara efisien oleh semua orang. Namun, 
sebagian besar sekolah belum terdapat guru pendamping yang khusus 
untuk anak inklusi atau ABK karena mereka masih dalam status sekolah 
reguler dan tidak terdapat siswa ABK di dalamnya. Jadi, guru pendamping 
hanya sebatas guru BK dan wali kelas bahkan guru mata pelajaran. Hal ini 
terjadi pula di sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif, dimana 
yang mereka maksud dengan guru pendamping itu hanya guru BK dan 
guru mata pelajaran. 
Tabel 103 Kegiatan Menggunakan Media Pembelajaran 




Tidak Sesuai 3 1.7% 
Netral 65 37.4% 
Sesuai 90 51.7% 
Sangat Sesuai 16 9.2% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pernyataan 
terdapat berbagai kegiatan yang melibatkan presentasi dan diskusi, 
mendengarkan, pemecahan masalah, materi audio/visual, tugas praktik, 
dan pengoperasian komputer, respon tertinggi yang diperoleh yaitu sesuai 
dengan 90 responden atau 51,7%. Kemudian sebanyak 65 responden atau 
37,4% menjawab netral dan 16 responden lainnya atau 9,2% menjawab 
sangat sesuai. Respon terendah yang diperoleh yaitu tidak sesuai dengan 3 
responden atau 1,7%. 
Terdapat bermacam-macam kegiatan dalam belajar-mengajar 
merupakan salah satu prioritas yang perlu dimasukkan dalam rencana 
pengembangan sekolah. Hal ini karena dengan adanya berbagai macam 
bentuk pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan partisipasi belajar 
siswa lebih aktif lagi. Sebagian besar sekolah sudah menerapkan kegiatan 
belajar mengajar dengan melibatkan diskusi dan presentasi, materi 




masih terdapat beberapa sekolah yang belum menerapkan model kegiatan 
belajar dan mengajar dengan menggunakan materi audio/visual dan 
komputer. Hal ini karena fasilitas sekolah belum mendukung model 
pembelajaran seperti belum tersedia komputer.  
Tabel 104 Penyesuaian Pembelajaran Bagi Siswa dengan 
Disabilitas 
 Frekuensi Persen 
Sangat Tidak Sesuai 4 2.3% 
Tidak Sesuai 66 37.9% 
Netral 100 57.5% 
Sesuai 4 2.3% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada pernyataan 
jika perlu, pembelajaran akan disesuaikan sehingga siswa dengan 
disabilitas dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui 
fisik, praktik, atau suara, respon tertinggi yaitu netral dengan 100 
responden atau 57,55%. Kemudian sebanyak 66 responden atau 37,9% 
menjawab tidak sesuai dan terdapat dua respon jawaban yang memiliki 
jumlah frekuensi yang sama dengan masing-masing 4 responden atau 2,3% 




Selain terdapat berbagai macam kegiatan dalam belajar, 
meningkatkan semua akses di sekolah untuk siswa dengan disabilitas 
seperti akses belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan 
termasuk dalam prioritas yang diidentifikasi dalam proses indeks untuk 
rencana pengembangan sekolah. Namun realita di lapangan sebagian besar 
sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak mempunyai 
siswa dengan disabilitas, sehingga pembelajaran hanya disesuaikan seperti 
pembelajaran sekolah umum. Maka pada pernyataan ini pihak sekolah 
mayoritas merespon netral. Hal ini karena mereka masih 
mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah baik guru maupun 
fasilitas yang dimiliki yang belum memadai apabila terdapat siswa 
disabilitas Namun hal ini berbeda dengan sekolah yang terdapat siswa 
dengan disabilitas seperti di SDN 1 Banggle, dimana mereka mempunyai 
kurikulum pembelajaran yang berbeda dengan sekolah reguler lainnya, 
maka pembelajaran mereka disesuaikan dengan kemampuan siswa 
tersebut agar mereka bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan 
mereka. Kepala sekolah mengatakan, “untuk tuna rungu dan tuna wicara 
itu lebih ke worksheet. Jadi dari buku tema itu kita modifikasi sendiri 
dengan kemampuan anak. Jadi buatan sendiri, setiap hari”. 
Tabel 105 Eksplorasi Pandangan Siswa 
 Frekuensi Persen 




Sesuai 134 77% 
Sangat sesuai 17 9.8% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan siswa 
didorong untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang berbeda dari 
mereka, respon tertinggi yang didapat adalah sesuai dengan 134 responden 
atau 77%. Selanjutnya 23 responden atau 13,2% menjawab netral dan 17 
responden atau 9,8% menjawab sangat sesuai. Sekolah menerapkan model 
pembelajaran seperti diskusi maupun kerja kelompok supaya siswa dapat 
mengeksplorasi berbagai sudut pandang dari teman-temannya. 
Tabel 106 Peluang Bagi Siswa Untuk Bekerja Dengan Orang Lain 
yang Berbeda Latar Belakang 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 1 0.6% 
Netral 29 16.7% 
Sesuai 128 73.6% 
sangat sesuai 16 9.2% 
Total 174 100% 




 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan terdapat 
peluang bagi siswa untuk bekerja dengan orang lain yang berbeda latar 
belakang, dan keterbatasan fisik, respon tertinggi yang didapat yaitu sesuai 
dengan sebanyak 128 responden atau 73,6% yang menjawab. Sedangkan 
16 responden atau 9,2% menjawab sangat sesuai dan 29 responden atau 
16,7% menjawab netral. Respon terendah yaitu sebanyak 1 responden atau 
0,6% menjawab tidak sesuai. Pihak sekolah menerapkan kesetaraan 
kepada para siswanya dalam hal apapun termasuk pembelajaran. Maka, 
siswa dilatih untuk bisa bekerja sama dengan siswa atau orang lain yang 
berbeda latar belakang dengan mereka, tanpa adanya diskriminasi. 
Tabel 107 Tanggung Jawab Siswa Atas Pembelajaran Mereka 
 Frekuensi Persen 
Netral 7 4% 
Sesuai 136 78.2% 
sangat sesuai 31 17.8% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan siswa 
didorong untuk bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri, respon 
tertinggi yaitu sesuai dengan 136 responden atau 78,2% yang menjawab. 




terendah yaitu 7 responden atau 4% menjawab netral. Salah satu cara guru 
agar dapat membantu mendorong siswa agar dapat bertanggung jawab atas 
belajar mereka sendiri yaitu dengan memberikan tugas maupun pekerjaan 
rumah (PR). 
Tabel 108 Keterlibatan Guru Dalam Penilaian Pembelajaran 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 6 3.4% 
Netral 1 0.6% 
Sesuai 129 74.1% 
sangat sesuai 38 21.8% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan semua 
guru terlibat dalam proses penilaian pembelajaran, respon tertinggi yaitu 
sebanyak 129 responden atau 74,1% menjawab sesuai dan 38 responden 
atau 21,8% menjawab sangat sesuai. Kemudian sebanyak 6 responden atau 
3,4% menjawab tidak sesuai dan respon terendah yaitu sebanyak 1 
responden atau 0,6% menjawab netral. 
Setiap guru memiliki tugas mengajar ke semua siswa dari berbagai 
kelas. Kemudian mereka akan melihat dan menilai seberapa jauh tingkat 




seperti rapat hasil belajar siswa guna kenaikan kelas atau kelulusan, guru 
akan dilibatkan di dalam rapat tersebut dan mengeluarkan hasil evaluasi 
belajar setiap siswa sebagai bahan pertimbangan hasil rapat. 
Tabel 109 Pembagian Skema Tugas Oleh Guru 
 Frekuensi Persen 
Netral 5 2.9% 
Sesuai 147 84.5% 
sangat sesuai 22 12.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan guru 
membagi antara skema perencanaan tugas pelajaran dan pekerjaan rumah, 
respon tertinggi yaitu sebanyak 147 responden atau 84,5% menjawab 
sesuai, dan sebanyak 22 responden atau 12,6% menjawab sangat sesuai. 
Sedangkan respon terendah yaitu sebanyak 5 responden atau 2,9% 
menjawab netral. Para guru dapat membagi skema perencanaan tugas 
belajar antara tugas sekolah dan tugas pekerjaan rumah. Menurut mereka, 
hal ini untuk melatih tanggung jawab siswa terhadap belajar mereka selain 
di sekolah. 





 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 16 9.2% 
Netral 86 49.4% 
Sesuai 68 39.1% 
sangat sesuai 4 2.3% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan guru 
pendamping wajib untuk meningkatkan partisipasi semua siswa, respon 
tertinggi yang diperoleh yaitu netral dengan 86 responden atau 49,4%. 
Sebanyak 68 responden atau 39,1% menjawab sesuai dan sebanyak 16 
responden atau 9,2% menjawab tidak sesuai. Respon terendah yang 
didapat yaitu 4 responden atau 2,3% menjawab sangat sesuai. 
Apabila di sekolah reguler terutama pada jenjang SMP dan SMA, 
guru pendamping yang dimaksud seperti wali kelas atau guru BK. Namun, 
pada jenjang SD karena tidak ada guru BK, maka yang menjadi guru 
pendamping menurut mereka adalah wali kelas bahkan semua guru. Hal 
ini karena mayoritas sekolah yang menjadi objek penelitian ini masih 
dalam bentuk sekolah reguler, maka tidak terdapat guru pendamping 
khusus bagi siswa inklusi. Menurut mereka, semua guru diwajibkan untuk 




sebagai guru pendamping saja. Adapun bentuk dari meningkatkan 
partisipasi seperti menghidupkan suasana belajar di dalam kelas seperti 
dengan model belajar diskusi. Selain itu, tugas guru pendamping bukan 
hanya wajib untuk meningkatkan partisipasi para siswa, namun juga turut 
mendukung kemandirian siswa-siswanya, seperti yang dijelaskan di bawah 
ini. 
Tabel 111 Guru Pendamping Mendukung Kemandirian Siswa 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 5 2.9% 
Netral 114 65.5% 
Sesuai 54 31% 
sangat sesuai 1 0.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Pada pernyataan guru pendamping bertujuan untuk membuat siswa 
lebih mandiri melalui dukungan langsung mereka, respon tertinggi yang 
diperoleh yaitu netral dengan 114 responden atau 65,5%. Kemudian 
respon jawaban sesuai dengan 54 responden atau 31% dan 5 responden 
atau 2,9% menjawab tidak sesuai. Respon terendah yaitu sangat sesuai 




Dalam indeks, hal ini termasuk bentuk dukungan yang diberikan 
oleh guru kepada para siswanya. Dukungan tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan pembelajaran siswa secara lebih aktif dan mandiri. Selain 
itu, dukungan juga dapat meminimalisir adanya hambatan dalam proses 
belajar dan partisipasi siswa. Menurut beberapa responden, semua guru 
memang diharuskan untuk mendukung agar siswa-siswa mereka bisa 
belajar lebih mandiri dan lebih eksploratif tidak hanya mengacu pada apa 
yang telah diberikan oleh guru-gurunya saja. 
Tabel 112 Tujuan Pemberian Pekerjaan Rumah (PR) 
 Frekuensi Persen 
Netral 13 7.5% 
Sesuai 125 71.8% 
sangat sesuai 36 20.7% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan 
pekerjaan rumah (PR) selalu memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, 
respon tertinggi yang diperoleh yaitu sesuai dengan 125 responden atau 
71,8%, dan sebanyak 36 responden atau 20,7% sangat sesuai. Sedangkan 
respon terendah yaitu sebanyak 13 responden atau 7,5% menjawab netral. 




tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu agar siswa bisa lebih memahami 
materi pembelajaran yang diberikan. 
Tabel 113 Pekerjaan Rumah (PR) Mendorong Tanggung Jawab 
Siswa 
 Frekuensi Persen 
Netral 5 2.9% 
Sesuai 142 81.6% 
sangat sesuai 27 15.5% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan 
pekerjaan rumah mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas belajar 
mereka sendiri, respon tertinggi yang diperoleh yaitu sesuai dengan 142 
responden atau 81,6%, dan sebanyak 27 responden atau 15,5% menjawab 
sangat sesuai. Sedangkan respon terendah yaitu sebanyak 5 responden atau 
2,9% menjawab netral. Beberapa guru mengatakan jika pemberian PR 
untuk siswa ditujukan supaya siswa dapat belajar secara mandiri di luar 
sekolah, dan bisa bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. 
Tabel 114 Kontribusi Perpustakaan 




tidak sesuai 14 8% 
Netral 73 42% 
Sesuai 69 39.7% 
sangat sesuai 18 10.3% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan 
perpustakaan mendukung pembelajaran mandiri, respon tertinggi yaitu 
dengan jumlah sebanyak 73 responden atau 42% menjawab netral, 
sedangkan sebanyak 69 responden atau 39,7% lainnya menjawab sesuai. 
Kemudian sebanyak 18 responden atau 10,3% menjawab sangat sesuai dan 
respon terendah yang diperoleh yaitu tidak sesuai dengan jumlah 14 
responden atau 8%  yang menjawab. 
Fasilitas sekolah dapat menjadi salah satu bentuk dukungan untuk 
meningkatkan partisipasi belajar siswa. Fasilitas seperti perpustakaan ini 
dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendorong siswa belajar 
secara mandiri. Hal ini juga bisa menjadi salah satu prioritas dalam upaya 
mengembangkan sekolah menjadi sekolah inklusif yang sesuai dengan 
indeks. Pada jenjang SD, masih banyak yang perpustakaannya belum 
mendukung pembelajaran siswanya, seperti buku yang belum lengkap, 




guru SD mengatakan jika perpustakaan sekolahnya persediaan bukunya 
masih minim, sehingga dirasa belum cukup mendukung untuk 
pembelajaran para siswanya. Sedangkan di jenjang SMP dan SMA 
menurut guru-gurunya perpustakaan sudah cukup mendukung untuk 
proses pembelajaran para siswanya. 
Tabel 115 Penyesuaian Materi Kurikulum Untuk Siswa ABK 
 Frekuensi Persen 
sangat tidak sesuai 73 42% 
tidak sesuai 98 56.3% 
Netral 3 1.7% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan materi 
kurikulum yang disesuaikan dengan tepat, misalnya, dalam cetakan besar, 
kaset audio braille, tersedia untuk siswa ABK, respon tertinggi yang 
didapat yaitu sebanyak 98 responden atau 56,3% menjawab tidak sesuai 
dan 73 responden atau 42% lainnya menjawab sangat tidak sesuai. 
Sedangkan respon terendah yang didapat yaitu sebanyak 3 responden atau 
1,7% menjawab netral. 
Penyesuaian materi kurikulum untuk siswa ABK bisa menjadi 




agar siswa ABK dapat mengembangkan proses belajar mereka dengan 
tersedianya alat-alat bantu materi pembelajaran. Namun, dalam 
konteksnya di sekolah-sekolah di Kabupaten Blitar yang menjadi objek 
dalam penelitian ini, masih banyak yang belum menerapkan bahkan 
mempunyai alat bantu belajar tersebut karena mayoritas sekolah tidak 
memiliki siswa ABK. Mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu 
berasal dari sekolah reguler, maka materi kurikulum akan disesuaikan 
dengan siswa umum dan non-ABK. Hanya satu sekolah yang materi 
kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi sekolah yang terdapat siswa 
ABK, yaitu SDN 1 Banggle. Hal ini karena mereka diberi wewenang 
untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kemampuan para siswanya. 
Tetapi, untuk alat bantu belajar siswa tuna netra seperti braille sekolah 
belum menyediakan, namun siswa itu sendiri yang membawa secara 
mandiri. Selain itu, menurutnya, juga terdapat warga yang menyumbang. 
Tabel 116 Penggunaan Internet Secara Efisien 
 Frekuensi Persen 
sangat tidak sesuai 5 2.9% 
tidak sesuai 2 1.1% 
netral 75 43.1% 
sesuai 90 51.7% 




Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan internet 
digunakan secara efisien oleh siswa untuk membantu tugas sekolah dan 
pekerjaan rumah (PR), respon tertinggi yang diperoleh yaitu sesuai dengan 
jumlah sebanyak 90 responden atau 51,7% yang menjawab. Kemudian 
sebanyak 75 responden atau 43,1% menjawab netral dan 5 responden atau 
2,9% lainnya menjawab sangat tidak sesuai. Sementara respon terendah 
yang diperoleh yaitu tidak sesuai dan sangat sesuai dengan masing-masing 
2 responden yang menjawab atau 1,1%. 
Selain alat bantu belajar, internet juga bisa menjadi prioritas dalam 
rencana pengembagan menuju sekolah inklusif. Apalagi pada masa ini 
dimana semua serba online tak terkecuali dengan tugas-tugas sekolah. 
Internet rata-rata sudah digunakan untuk menunjang pembelajaran siswa 
seperti membantu tugas-tugas sekolah maupun PR, mayoritas pada jenjang 
SMP dan SMA mereka sudah memanfaatkan internet baik di sekolah 
maupun di rumah. Sedangkan pada jenjang SD masih terdapat beberapa 
yang belum memanfaatkan internet secara efektif karena masalah 
jangkauan sinyal terutama SD yang terletak di desa, atau fasilitas sekolah 
seperti jaringan internet yang belum memadai untuk penggunaan internet. 
Tabel 117 Fasilitas Sekolah Untuk Pembelajaran Mandiri 




sangat tidak sesuai 2 1.1% 
tidak sesuai 2 1.1% 
Netral 62 35.6% 
Sesuai 102 58.6% 
sangat sesuai 6 3.4% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan fasilitas 
sekolah diarahkan untuk mendorong pembelajaran mandiri, respon 
tertinggi yang diperoleh yaitu sebanyak 102 responden atau 58,6% 
menjawab sesuai, dan sebanyak 62 responden atau 35,6% lainnya 
menjawab netral. Kemudian sebanyak 6 respoden atau 3,4% menjawab 
sangat sesuai, dan respon terendah yang diperoleh yaitu tidak sesuai 
dengan 2 responden atau 1,1% yang menjawab serta sangat tidak sesuai 
dengan jumlah yang sama yaitu 2 responden atau 1,1% yang menjawab. 
Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, 
maupun tempat bermain siswa mayoritas sudah tersedia di beberapa 
sekolah dan ditujukan untuk mendorong pembelajaran siswa secara 
mandiri. Namun terdapat juga beberapa sekolah yang fasilitas sekolahnya 
belum memadai bagi siswa. Hal ini karena belum terdapat tempat bermain 




kurang tercukupi untuk mendukung proses belajar siswa. Agar fasilitas 
sekolah dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka perlu adanya 
peninjauan dan pemeliharaan fasilitas yang dilakukan oleh guru. 
Tabel 118 Peninjauan Terhadap Penggunaan Fasilitas Sekolah 
 Frekuensi Persen 
Netral 69 39.7% 
Sesuai 104 59.8% 
sangat sesuai 1 0.6% 
Total 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui pada pernyataan guru 
meninjau pengunaan fasilitas sekolah secara teratur agar dapat digunakan 
secara efisien untuk kebutuhan semua siswa, Respon tertinggi yang didapat 
yaitu sebanyak 104 responden atau 59,8% menjawab sesuai dan 69 
responden atau sebesar 39,7% lainnya menjawab netral. Sedangkan respon 
terendah yang didapat yaitu sangat sesuai dengan jumlah 1 responden atau 
0,6% yang menjawab. Adapun yang biasa bertugas untuk meninjau 
penggunaan fasilitas sekolah yaitu kepala sekolah. Namun terkadang juga 
terdapat guru yang sudah dipilih oleh kepala sekolah untuk ditugaskan 
meninjau fasilitas sekolah agar tetap terjaga efisiensinya dan untuk 




5.1.2 Analisis Indikator Kategori Staf 
5.1.2.1 Indikator Budaya 




Sumber: Data Olah SPSS 
Indikator budaya terdiri dari dua bagian, yaitu membangun 
komunitas dan membangun nilai-nilai inklusif sekolah. Berdasarkan tabel 
diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 100% budaya inklusif menurut 
pandangan staf berada pada kategori tinggi. Hal ini dapat dijelaskan pada 
beberapa pernyataan seperti berikut. 
Tabel 120 semua komunitas lokal terlibat di sekolah 
 Frekuensi Persen 
Sesuai 5 83.3% 
sangat sesuai 1 16.7% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Pada pernyataan semua komunitas lokal terlibat di sekolah, respon 
terbanyak yaitu sesuai dengan persentase 83,3% atau 5 responden yang 
menjawab. Sedangkan respon sangat sesuai hanya 1 responden atau 
persentase 16,7%. Komunitas lokal diantaranya seperti guru, staf, bahkan 
Kategori Frekuensi Persen 
Tinggi 6 100% 




wali murid juga siswa semua terlibat dalam sekolah. Seperti halnya di 
indeks terdapat indikator budaya dimana terdapat bagian membangun 
komunitas, menurut pandangan staf sekolah, komunitas lokal yang ada di 
sekolah semua terlibat dapat proses membangun lingkungan sekolah sesuai 
dengan budaya inklusif. 
Tabel 121  staf, pemerintah, siswa, dan ortu berbagi filosofi inklusi 
 Frekuensi Persen 
netral 2 33.3% 
sesuai 4 66.7% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada pernyataan staf, pemerintah, siswa, dan orang tua siswa 
berbagi filosofi inklusi, mendapat respon sesuai dengan persentase 66,7% 
dan netral dengan persentase 33,3%. Menurut beberapa staf sekolah, 
mereka sudah mulai berbagi filosofi inklusi, seperti melayani semua siswa 
dan orang tua dengan ramah tanpa adanya diskriminasi, menghargai semua 
siswa, serta menjalin hubungan kerja sama baik dengan orang tua dan 
pemerintah dengan baik. Hal ini, menurut mereka, merupakan cara-cara 
dalam membangun nilai-nilai inklusif di sekolah. 
5.1.2.2 Indikator Kebijakan 
Tabel 122 Indikator Kebijakan Staf 







Sumber: Data Olah SPSS 
Pada indikator kebijakan terdapat bagian mengembangkan 
education for all dan mengorganisir dukungan untuk keberagaman. 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada indikator kebijakan 
menurut pandangan staf mayoritas sekolah berada dalam kategori tinggi 
dengan persentase sebesar 83,3%, dan hanya satu sekolah berada dalam 
kategori sedang dengan persentase sebesar 16,7%. Hal ini didukung oleh 
beberapa pernyataan di bawah ini. 
Tabel 123 upaya sekolah untuk menerima semua siswa dari 
wilayahnya 
 Frekuensi Persen 
Sesuai 5 83.3% 
sangat sesuai 1 16.7% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan sekolah berupaya untuk 
menerima semua siswa dari wilayahnya mendapat respon baik, 
diantaranya sesuai dengan persentase 83,3% dan sangat sesuai dengan 
persentase 16,7%. Menurut beberapa staf, sekolah berupaya untuk 
menerima semua siswa dengan tidak melihat darimana asal mereka. Hal 
sedang 1 16.7% 
Tinggi 5 83.3% 




ini dilakukan supaya siswa dapat mengakses pendidikan dimanapun 
tempat tinggal mereka. 
Tabel 124 perundungan diminimalisir 
 Frekuensi Persen 
sesuai 6 100% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Salah satu cara mengorganisir dukungan untuk keberagaman yang 
dilakukan oleh staf sekolah yaitu dengan meminimalisir 
perundungan/pembullyan, berdasarkan tabel diatas menunjukkan respon 
sesuai dengan persentase sebanyak 100%. Menurut staf, selain mereka 
berupaya untuk menerima semua siswa dari wilayahnya, pihaknya juga 
berupaya untuk meminimalisir segala bentuk perundungan kepada 
siapapun. Menurut salah satu dari responden staf, cara mereka 
meminimalisir yaitu dengan cara menanamkan pada diri mereka sendiri 
bahwa semua orang itu sama, semua orang perlu dihargai tanpa melihat 
dari latar belakang mereka. 
5.1.2.3 Indikator Praktik 
Tabel 125 Indikator Praktik Staf 
Kategori Frekuensi Persen 








Sumber: Data Olah SPSS 
Pada indikator praktik ini, terdapat cara mengelola proses 
pembelajaran dan mengembangkan sumber daya baik materi maupun 
manusia. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator praktik 
menurut pandangan dari staf berada dalam kategori tinggi dengan 
persentase sebesar 100%. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan 
sebagai berikut. 
Tabel 126 siswa aktif terlibat dalam pembelajaran mereka 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 33.3% 
Sesuai 4 66.7% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan siswa secara aktif 
terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri mendapat respon beragam, 
diantaranya respon sesuai dengan persentase 66,7% dan respon netral 
dengan persentase 33,3%. Menurut sebagian besar staf, sekolah mengajak 
semua siswanya untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka. 
Hal ini dilakukan agar melatih siswa untuk bisa mandiri dalam proses 




belajar mereka sendiri. Namun menurut beberapa staf lain, hal tersebut 
tergantung dengan kemauan siswanya, seperti di SD, beberapa siswa perlu 
dibujuk agar bisa terlibat secara aktif dan mandiri dalam pembelajaran 
mereka sendiri. 
Tabel 127 staf mengembangkan sumber daya untuk mendukung 
pembelajaran dan partisipasi 
 Frekuensi Persen 
Netral 1 16.7% 
sesuai 5 83.3% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada pernyataan staf mengembangkan sumber daya untuk 
mendukung pembelajaran dan partisipasi mendapatkan dua macam respon, 
yaitu respon sesuai dengan persentase sebanyak 83,3% dan respon netral 
dengan persentase sebanyak 16,7%. Sumber daya dapat berupa materi 
maupun manusia. Tidak hanya kepala sekolah maupun guru saja, staf juga 
dapat mengembangkan sumber daya yang mereka miliki seperti keahlian 
mereka dalam bidang komputer, mengelola keuangan, sains, dan 
sebagainya yang dapat mendukung pembelajaran siswa. Staf dengan 
keahliannya dalam bidang komputer dapat mengoperasikan komputer 
untuk digunakan para siswa untuk proses pembelajaran mereka, begitu 
juga dengan staf yang keahliannya di bidang sains, dimana beliau menjadi 





Tabel 128 sumber daya sekolah didistribusikan dengan adil 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 33.3% 
sesuai 4 66.7% 
Total 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
 Berdasarkan tabel diatas, sumber daya sekolah didistribusikan 
dengan adil sehingga dapat mendukung inklusi mendapat respon sesuai 
dengan persentase 66,7% dan netral dengan persentase 33,3%. Selain 
sumber daya manusia yang dikembangkan, sumber daya materi sekolah 
pun juga didistribusikan, seperti fasilitas yang dimiliki sekolah menurut 
mereka sudah cukup didistribusikan dengan baik dan adil ke seluruh 
komunitas lokal sekolah sehingga mereka dapat mendukung proses 
berjalannya inklusi di sekolah tersebut.  
5.1.3 Analisis Indikator Kategori Wali Murid 
5.1.3.1 Wali Murid SD 
  1. Indikator Budaya 
Tabel 129 Indikator Budaya Wali Murid SD 
Kategori Frekuensi Persen 
tinggi 2 100% 
Total 2 100% 




Indikator budaya pada elemen responden wali murid siswa SD ini 
berada pada kategori tinggi dengan persentase sebanyak 100%. Menurut 
perwakilan dari wali murid siswa SD ini, budaya inklusif yang ada di 
sekolah tempat anak-anak mereka belajar sudah mulai diterapkan dengan 
baik. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan berikut. 
Tabel 130 siswa membantu antar sesama 
 Frekuensi Persen 
sesuai 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan siswa membantu antar 
sesama mendapat respon sesuai dengan persentase sebanyak 100%. Cara 
membangun budaya inklusif yag sesuai dengan indeks inklusivitas yaitu 
salah satunya dengan membangun komunitas. Menurut wali murid, anak-
anak mereka diajari untuk saling membantu antar sesama siswa maupun 
guru. Seperti ketika ada teman yang kesulitan dalam hal mengerjakan 
sesuatu, siswa lainnya ikut membantu. Namun hal ini sedikit berbeda 
dengan pandangan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus. Menurut 
salah satu dari mereka, anaknya tidak ikut membantu temannya yang lain 
karena anak tersebut masih merasa kesulitan untuk menangani dirinya 
sendiri dalam hal belajar. Tetapi dalam hal selain belajar anak-anak 




Tabel 131 orang tua merasa terlibat di sekolah 
 Frekuensi Persen 
Sesuai 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Selain pernyataan siswa membantu antar sesama, pernyataan orang 
tua merasa terlibat di sekolah juga mendapat respon baik yaitu sesuai 
dengan persentase sebanyak 100%. Membangun komunitas sekolah tidak 
hanya terjadi pada tenaga pengajar dan staf saja, namun orang tua siswa 
pun turut dilibatkan supaya penerapan budaya inklusif dapat meluas ke 
seluruh komunitas sekolah. Orang tua siswa yang dilibatkan dalam 
beberapa agenda sekolah seperti rapat untuk pengembangan sekolah dan 
siswa. 
Tabel 132 guru berusaha membantu semua siswa untuk 
melakukan yang terbaik 
 Frekuensi Persen 
sesuai 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada penyataan guru berusaha membantu semua siswa untuk 
melakukan yang terbaik mendapat respon sesuai dengan persentase 
sebanyak 100%. Tidak hanya membangun komunitas saja, namun 
menciptakan budaya inklusif dengan cara membangun nilai-nilai inklusif 




salah satunya yaitu dengan membantu semua siswanya untuk melakukan 
yang terbaik dalam hal apapun seperti pembelajaran, aktivitas di luar 
pembelajaran, serta rasa saling menghormati dan menghargai antar 
sesama. Menurut wali murid, guru tidak membedakan setiap siswanya 
bagaimanapun latar belakangnya. 
  2. Indikator Kebijakan 
Tabel 133 Indikator Kebijakan Wali Murid SD 
Kategori Frekuensi Persen 
tinggi 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada indikator kebijakan dalam elemen walid murid masuk dalam 
kategori tinggi sebanyak 100%. Menurut wali murid SD, kebijakan 
inklusif yang terdapat di sekolah yang meliputi edukasi untuk semua dan 
mengorganisir dukungan untuk keberagaman sudah cukup diterapkan 
dengan baik. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan sebagai berikut. 
Tabel 134 sekolah memudahkan anak dan remaja penyandang 
disabilitas 
 Frekuensi Persen 
Netral 1 50% 
Sesuai 1 50% 
Total 2 100% 




Pada pernyataan sekolah memudahkan anak dan remaja 
penyandang disabilitas untuk datang ke sekolah mendapatkan respon 
netral dan sesuai dengan persentase masing-masing sebesar 50%. 
Sekolah yang memudahkan anak dan remaja penyandang disabilitas 
untuk datang ke sekolah yaitu sekolah yang sudah ditunjuk sebagai 
penyelenggara pendidikan inklusif dimana pihak sekolah akan terbuka 
menerima siswa dengan kondisi apapun salah satunya penyandang 
disabilitas. Hal ini disampaikan oleh salah wali murid, dimana beliau 
mempunyai anak dengan disabilitas, ketika mendaftar di sekolah tersebut 
beliau merasa diterima dengan baik dibandingkan di sekolah lain. 
Sedangkan di sekolah yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara 
pendidikan inklusif, menurut salah satu wali murid, sekolah tersebut 
tidak terdapat siswa dengan disabilitas. Tenaga pendidik yang terdapat di 
sekolah pun juga belum dilatih untuk menangani siswa dengan 
disabilitas, sehingga jika terdapat anak dengan disabilitas mendaftar di 
sekolah tersebut, pihak sekolah seolah menyarankan anak tersebut untuk 
di daftarkan di sekolah inklusif atau di SLB. 
Tabel 135 guru mencoba untuk memilah kesulitan atas 
berperilaku siswa 
 Frekuensi Persen 
Sesuai 2 100% 
Total 2 100% 




Pernyataan tentang guru mencoba untuk memilah kesulitan atas 
berperilaku siswa tanpa menginginkan mereka meninggalkan sekolah 
juga mendapat respon sesuai dengan persentase sebanyak 100%. Menurut 
wali murid, terdapat cara yang dilakukan oleh guru mengenai usaha 
mereka untuk memilah kesulitan berperilaku siswanya. Seperti yang 
dilakukan di salah satu SD dimana guru melakukan pendekatan kepada 
siswa dan menganalisa terkait kesulitan yang dialami para siswanya. 
Kemudian hasil analisa tersebut akan didiskusikan baik dengan kepala 
sekolah maupun dengan wali murid dari siswa tersebut terkait bagaimana 
cara penanganan yang benar supaya proses pembelajaran siswa tersebut 
berjalan dengan lancar. 
   
3. Indikator Praktik 




Sumber: Data Olah SPSS 
Pada indikator praktik dari elemen wali murid SD, masuk dalam 
kategori tinggi dengan persentase sebanyak 100%. Menurut perwakilan 
dari wali murid SD, selain budaya dan kebijakan inklusif yang sudah 
cukup diterapkan, praktik inklusif juga sudah cukup diterapkan di 
Kategori Frekuensi Persen 
Tinggi 2 100% 




sekolah seperti pada cara mengelola proses pembelajaan dan 
mengembangkan sumber daya sekolah. Hal ini didukung oleh beberapa 
pernyataan sebagai berikut. 
Tabel 137 guru berusaha membuat pelajaran menjadi mudah 
untuk dipahami semua orang 
 Frekuensi Persen 
sesuai 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan guru berusaha 
membuat pelajaran menjadi mudah untuk dipahami semua orang 
mendapat respon sesuai dengan persentase sebesar 100%. Menurut 
mereka, terdapat usaha guru dalam menjelaskan pelajaran supaya materi 
yang diajarkan dapat dipahami oleh semua siswa. Apabila masih terdapat 
siswa yang belum paham, maka guru akan menjelaskan kembali sampai 
siswa tersebut paham sehingga materi dapat diterima oleh siswa dan 
apabila terdapat tugas, maka siswa tersebut dapat mengerjakannya 
dengan baik. 
Tabel 138 guru membantu semua siswa yang memiliki 
kesulitan dalam pelajaran 
 Frekuensi Persen 
Sesuai 2 100% 
Total 2 100% 




Selain berusaha membuat pelajaran menjadi mudah untuk 
dipahami, terdapat usaha guru juga terkait dengan membantu semua 
siswa yang memiliki kesulitan dalam pelajaran. Berdasarkan tabel diatas, 
pernyataan ini mendapat respon sesuai dengan persentase sebesar 100%. 
Guru tidak membedakan antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan 
khusus terkait dengan memberikan bantuan kepada mereka apabila 
mereka merasa kesulitan dalam hal belajar. Seperti di SD yang sudah 
ditunjuk menjadi penyelenggara sekolah inklusif, dimana dalam satu 
kelas terdapat siswa reguler dan siswa dengan disabilitas, apabila salah 
satu dari siswa tersebut merasa kesulitan, maka guru akan membantunya 
tanpa membeda-bedakan antara siswa reguler dan siswa dengan 
disabilitas.  
Tabel 139 aktivitas yang disusun diluar pembelajaran menarik 
semua orang 
 Frekuensi Persen 
sesuai 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Selain pembelajaran di dalam kelas, terdapat juga aktivitas di luar 
kelas yang disusun di luar pembelajaran menarik semua orang. 
Berdasarkan tabel diatas, pernyataan ini menunjukkan respon sesuai 
dengan persentase sebesar 100%. Aktivitas di luar pembelajaran seperti 




pada anak-anak mereka. Seperti di salah satu SD, dimana selain terdapat 
mata pelajaran agama, juga terdapat kegiatan di luar pembelajaran seperti 
mengaji atau diniyah. Hal ini, menurut mereka, selain supaya anak-anak 
mereka terampil dalam pembelajaran di dalam kelas, siswa juga terampil 
dan mendapatkan ilmu tambahan di luar pembelajaran kelas. Hanya saja, 
menurut wali murid aktivitas ini kurang diberikan durasi waktu yang 
lama, sehingga kegiatan di luar pembelajaran ini dirasa kurang cukup 
waktu. 
5.1.3.2 Wali Murid Siswa SMP dan SMA 





Sumber: Data Olah SPSS 
Setelah menurut pandangan dari wali murid SD, berikut adalah 
pandangan tingkat inklusivitas sekolah menurut wali murid SMP dan 
SMA. Berdasarkan tabel diatas, tingkat inklusivitas sekolah menurut 
perwakilan dari wali murid SMP dan SMA menunjukkan kategori sedang 
dengan persentase sebesar 100%. Hal ini didukung oleh beberapa 
pernyataan seperti keramahan staf terhadap wali murid, keterbukaan 
informasi yang diterima oleh wali murid, serta penerimaan siswa dari 
wilayah manapun yang akan dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut. 
 Frekuensi Persen 
sedang 4 100% 




Tabel 141 staf ramah terhadap wali murid 
 Frekuensi Persen 
Netral 1 25% 
Sesuai 3 75% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada pernyataan staf ramah terhadap semua wali murid, 
mendapatkan respon sesuai dengan persentase sebesar 75% dan netral 
dengan persentase sebesar 25%. Menurut perwakilan dari wali murid, 
mereka merasa jika perlakuan staf kepada mereka itu baik dan ramah. 
Apabila mereka bertanya atau meminta penjelasan terkait suatu 
informasi, staf tersebut menjelaskannya dengan ramah sehingga wali 
murid bisa memahaminya. 
Tabel 142 sekolah memberikan informasi yang baik mengenai 
progress anak 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 50% 
Sesuai 2 50% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan sekolah memberikan 
informasi yang baik mengenai progress anak, mendapatkan dua respon 




dengan persentase sebesar 50%. Menurut perwakilan dari mereka, 
penjelasan informasi tentang progres anak dilakukan pada saat 
pengambilan hasil raport semester. Namun informasi yang disampaikan 
hanya sekilas saja seperti mengenai progres nilai anak apakah semakin 
baik atau mengalami penurunan nilai. 
Tabel 143 ketika merasa prihatin dengan progres anak, wali 
murid tahu siapa yang akan dihubungi 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 1 25% 
Netral 3 75% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Selain pernyataan sekolah memberikan informasi yang baik 
mengenai progres anak mendapat respon beragam, hal tersebut juga sama 
dengan pernyataan ketika wali murid merasa prihatin dengan progres 
anak, wali murid tahu siapa yang akan dihubungi. Pada pernyataan ini 
mendapat respon netral dengan persentase sebesar 75% dan tidak sesuai 
dengan persentase sebesar 25%. Menurut sebagian besar responden wali 
murid ini, mereka kurang mengetahui kepada siapa yang akan mereka 
hubungi apabila mereka merasa khawatir dengan progres anak-anak 
mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, jika beliau tidak mempunyai 
nomor kontak guru untuk dihubungi apabila beliau merasa khawatir atau 




Tabel 144 semua siswa yang tinggal di wilayah sekolah 
diterima 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 50% 
Sesuai 2 50% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan semua siswa yang 
tinggal di wilayah sekolah diterima mendapatkan respon yang seimbang, 
yaitu netral dengan persentase sebesar 50% dan sesuai dengan persentase 
50%. Menurut salah satu dari wali murid, sekolah terbuka untuk siapapun 
yang ingin mendaftar kesana, baik dari dalam wilayah sekolah maupun 
dari luar wilayah sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu 
kebijakan inklusi yaitu mengembangkan pendidikan untuk semua orang 
sudah cukup diterapkan di sekola tempat anak-anak mereka belajar. 
5.1.4 Analisis Indikator Kategori Siswa 
 5.1.4.1 Siswa SD 
Tabel 145 Tingkat Inklusivitas Siswa SD 
 Frekuensi Persen 
Sedang 2 100% 
Total 2 100% 




Tingkat inklusivitas pada kategori siswa SD seluruhnya berada 
dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 100%. Diambil dari 
sampel perwakilan siswa dari SD yang sudah ditunjuk menjadi 
penyelenggara pendidikan inklusif dan juga siswa dari SD yang belum 
ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan 
agar peneliti dapat memperoleh gambaran terkait bagaimana budaya, 
kebijakan, serta praktik inklusi yang berjalan diantara dua sekolah 
tersebut. Tingkat inklusivitas ini didukung oleh beberapa pernyataan 
seperti kerjasama antar siswa dan tanggung jawab siswa terkait dengan 
tugas mereka yang akan dijelaskan oleh beberapa tabel berikut.  
Tabel 146 membantu teman yang mengalami kesulitan tugas 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 1 505 
Netral 1 50% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada tabel pernyataan siswa membantu teman-temannya 
mengerjakan tugasnya ketika temannya merasa kesulitan mendapat 
respon seimbang antara tidak sesuai dan netral dengan masing-masing 
persentase sebesar 50%. Budaya inklusif yaitu membangun komunitas 
dalam elemen siswa SD belum berjalan sepenuhnya. Hal ini karena siswa 
masih lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada temannya. Selain 




sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu orang tua siswa dengan 
kebutuhan khusus, dimana anak mereka tidak membantu teman-
temannya saat kesulitan mengerjakan tugas karena anak itu sendiri juga 
masih mengalami kesulitan dengan tugasnya, sehingga tidak 
memungkinkan untuk membantu temannya yang lain. 
Tabel 147 menetapkan target untuk peningkatan tugas 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 100% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Selain mereka masih merasa kesulitan dengan tugasnya, pada 
pernyataan menetapkan target waktu untuk meningkatkan tugas siswa 
juga mendapat respon netral dengan persentase sebesar 100%. Hal ini 
menggambarkan jika siswa pada jenjang SD belum terlalu 
mengedepankan manajemen waktu untuk meningkatkan hasil tugas 
mereka. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu orang tua siswa, dimana 
anak-anak mereka apabila mendapatkan tugas sekolah masih 
mengerjakan sesuai dengan mood anak, belum bisa ditargetkan oleh 
waktu kapan harus selesai mengerjakan. 
Tabel 148 mengalami perundungan di tempat bermain 
 Frekuensi Persen 




Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan terkadang siswa 
mengalami perundungan di tempat bermain, mendapat respon tidak 
sesuai dengan persentase sebesar 100%. Menurut salah satu siswa, dia 
tidak melakukan hal tersebut karena orang tuanya melarangnya seperti 
mengejek, atau memanggil teman dengan sebutan yang buruk, dan 
menyebut jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Hal 
ini juga dikemukakan baik oleh orang tua, guru, bahkan kepala sekolah. 
Mereka mengatakan bahwa mereka mengajarkan kepada anak tentang 
perbuatan saling menghormati antar sesama dan menanamkan pada diri 
anak jika semua siswa itu sama. Maka dari itu, siswa akan lebih 
menghargai sesama temannya sehingga kebijakan untuk meminimalkan 
perundungan berjalan dengan baik. 
Tabel 149 siswa mengerti yang harus dilakukan ketika 
mendapatkan PR 
 Frekuensi Persen 
Netral 1 50% 
Sesuai 1 50% 
Total 2 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada praktik inklusif, salah satu bagiannya yaitu mengelola 




ketika mempunyai PR, siswa biasanya mengerti apa yang harus 
dilakukan mendapat respon yang seimbang antara netral dan sesuai 
dengan masing-masing persentase sebesar 50%. Menurut salah satu 
orang tua siswa, anak-anak sebenarnya mengetahui apa yang harus 
mereka lakukan ketika mempunyai tugas PR. Namun, pada saat tertentu 
seperti ketika mau mengerjakan tugasnya, anak terkadang teralihkan 
fokusnya untuk bermain. Maka dari itu, menurut mereka, perlu adanya 
peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah untuk menuntun dan 
mendampingi anak supaya dia bisa kembali fokus mengerjakan tugasnya. 
 5.1.4.2 Siswa SMP dan SMA 
Tabel 150 Tingkat Inklusivitas Siswa SMP dan SMA 
 Frekuensi Persen 
Sedang 4 100% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas pada kategori responden siswa SMP dan 
SMA masuk dalam kategori sedang dengan persentase sebesar 100%. 
Sama seperti siswa SD, dimana pengambilan sampel dilakukan di dua 
sekolah yang berbeda, yaitu di sekolah yang sudah ditunjuk menjadi 
penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah yang tidak ditunjuk 
sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Kategori tingkat inklusivitas 





Tabel 151 dalam pelajaran, sering bekerja sama dengan siswa 
lainnya secara berpasangan 
 Frekuensi Persen 
Netral 1 25% 
Sesuai 2 50% 
sangat sesuai 1 25% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada pernyataan dalam pelajaran, siswa sering bekerja sama 
dengan siswa lain secara berpasangan dan di kelompok kecil mendapat 
respon beragam, diantaranya netral dengan persentase sebesar 25%, 
sangat sesuai dengan persentase sebesar 25%, dan respon terbanyak 
yaitu sesuai dengan persentase sebesar 50%. Dalam salah satu indikator 
indeks inklusivitas yaitu budaya, terdapat bagian membangun 
komunitas dengan cara bekerjasama antar sesama. Hal ini juga 
dilakukan oleh siswa dimana mereka biasa mengerjakan tugas secara 
kelompok maupun berpasangan dengan teman-temannya. Begitu juga 
guru, menurut salah satu siswa, guru biasanya juga meminta siswa 
untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Pemilihan kelompok 
terkadang dipilih langsung oleh guru, atau siswa mencari anggota 
kelompok sendiri. Hal ini untuk melatih kerjasama dan membantu 




Tabel 152 meminta guru untuk membantu, ketika 
mempunyai masalah dengan tugas 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 1 25% 
Netral 2 50% 
Sesuai 1 25% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada pernyataan ketika siswa mempunyai masalah dengan 
tugasnya, siswa meminta guru untuk membantu juga memperoleh respon 
beragam, diantaranya tidak sesuai dengan persentase sebesar 25%, sesuai 
dengan persentase sebesar, dan respon terbanyak yaitu netral dengan 
persentase sebesar 50%. Sebagian responden mengatakan jika terkadang 
mereka meminta tolong langsung kepada guru mereka, namun terkadang 
juga meminta tolong ke teman. Tetapi juga terdapat siswa yang 
mengatakan jika dirinya lebih meminta bantuan kepada teman yang 
dianggap lebih paham darinya daripada ke guru langsung karena 
menurutnya selain dia merasa tidak enak kepada guru, penjelasan dari 
temannya lebih dipahami olehnya. 
Tabel 153 guru sudah adil ketika memuji siswa 
 Frekuensi Persen 
sangat tidak sesuai 1 25% 




Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Selain itu, pada pernyataan guru sudah adil ketika memuji siswa 
mendapat respon netral dengan persentase sebesar 75% dan sangat tidak 
sesuai dengan persentase 25%. Salah satu siswa mengatakan jika guru 
mereka hanya memuji kepada siswa yang dinilai lebih pandai atau 
mempunyai keterampilan yang lebih menonjol daripada siswa lain. Hal 
ini menggambarkan jika pada indikator kebijakan yang di dalamnya 
terdapat cara mengorganisir dukungan untuk keberagaman menurut 
pandangan siswa SMP maupun SMA belum diterapkan dengan baik. Hal 
ini juga terjadi pada pernyataan guru sudah adil ketika menghukum siswa 
yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 154 guru sudah adil ketika menghukum siswa 
 Frekuensi Persen 
tidak sesuai 1 25% 
Netral 3 75% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan guru sudah adil ketika 
menghukum siswa mendapatkan respon yang hampir sama dengan 
pernyataan guru sudah adil ketika memuji siswa, respon terbanyak yaitu 
netral dengan persentase sebesar 75% dan respon paling sedikit yaitu 




saat memberikan hukuman, guru biasanya akan memberikan hukuman 
yang lebih berat kepada siswa laki-laki daripada siswa perempuan.  
Tabel 155 hal yang baik ketika memiliki siswa dari latar 
belakang yang berbeda di sekolah ini 
 Frekuensi Persen 
Netral 4 100% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS  
Selanjutnya pada pernyataan hal yang baik ketika memiliki siswa 
dari latar belakang yang berbeda di sekolah ini mendapatkan respon 
netral dengan persentase sebesar 100%. Sejalan dengan kebijakan 
inklusif dimana mengembangkan education for all, mereka mengatakan 
jika di sekolah mereka terdapat siswa dari latar belakang yang berbeda 
seperti dari berbagai daerah. Meskipun begitu, siswa merasa tidak 
masalah apabila mempunyai teman dari berbagai daerah yang berbeda 
dengan mereka. Menurutnya, mereka masih bisa menjalin pertemanan 
dengan siapapun meskipun memiliki latar belakang yang berbeda dari 
mereka. 
Tabel 156 siswa biasanya mengerjakan PR yang diberikan 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 50% 
Sesuai 1 25% 




Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Pada pernyataan siswa biasanya mengerjakan PR yang diberikan, 
mendapatkan respon beragam yaitu netral dengan persentase sebesar 
50%, serta respon sesuai dan sangat sesuai dengan persentase masing-
masing sebesar 25%. Dalam praktik inklusi, terdapat cara mengelola 
proses pembelajaran Berbeda dengan sd, smp sma dinilai sudah cukup 
memahami tanggung jawab mereka terhadap proses belajar mereka. 
Sehingga ketika mendapatkan tugas PR, mereka sudah tau apa yang 
harus dilakukannya. 
Tabel 157 terdapat tempat yang bagus di sekolah yang bisa 
didatangi dengan nyaman saat istirahat 
 Frekuensi Persen 
Netral 2 50% 
Sesuai 2 50% 
Total 4 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Berdasarkan tabel diatas, pada pernyataan terdapat tempat yang 
bagus di sekolah yang bisa didatangi dengan nyaman saat istirahat 
mendapatkan responnetral dan sesuai dengan persentase masing-masing 
sebesar 50%. Menurut siswa, di sekolah terdapat beberapa tempat yang 
nyaman untuk didatangi saat istirahat, seperti halaman sekolah, taman, 
perpustakaan, bahkan kantin sekolah. Menurut mereka, fasilitas yang 




membuat mereka betah di tempat tersebut. Hal ini sejalan dengan praktik 
inklusi yaitu memobilisasi sumber daya materi, dimana pihak sekolah 
mengembangkan fasilitas yang terdapat di sekolah supaya dapat 
digunakan oleh seluruh siswa dengan nyaman juga dapat mendukung 
proses pembelajaran siswa.  
5.2 Tingkat Inklusivitas Sekolah di Kabupaten Blitar 
Berdasarkan data penelitian yang telah didapat, dapat diketahui deskriptif 
variabel tingkat inklusivitas sekolah secara keseluruhan dan per masing-masing 
kategori responden diantaranya kepala sekolah dan guru, staf, wali murid, dan 
siswa. 
5.2.1 Tingkat Inklusivitas Sekolah  
Tabel 158 Tingkat Inklusivitas Sekolah 
Kategori F Persen 
Keseluruhan   
 Tinggi 73 38% 
 Sedang 119 62% 
Total responden 192 100% 







Tingkat Inklusivitas Sekolah 
 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas sekolah secara keseluruhan diketahui dari 192 
responden, paling banyak 62% dari keseluruhan responden dengan tingkat 
inklusivitas kategori sedang, dan terdapat 38% responden lainnya dengan tingkat 
inklusivitas kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa sekolah-sekolah di 
Kabupaten Blitar sudah cukup menerapkan pendidikan inklusif di setiap indikator 
dalam indeks inklusivitas seperti indikator budaya, kebijakan, dan praktiknya, 
meskipun mayoritas sampel dalam penelitian ini berasal dari sekolah reguler 
dimana mereka tidak ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. 
Kategori tingkat inklusivitas sekolah di Kabupaten Blitar ini didukung 
pula dalam berbagai segi aspek, diantaranya indikator budaya yang di dalamnya 
terdapat cara membangun komunitas dan membangun nilai-nilai inklusif, 
indikator kebijakan yang di dalamnya terdapat cara mengembangkan sekolah 
untuk semua kalangan dan mengorganisir dukungan untuk keberagaman, serta 









dan memobilisasi sumber daya. Selain itu, tingkat inklusivitas sekolah ini dilihat 
dari berbagai sudut pandang responden yang berbeda diantaranya stakeholder 
yang ada di sekolah, karena peneliti ingin melihat bagaimana cara mereka dalam 
menerapkan budaya, kebijakan, serta praktik inklusif yang sesuai dengan indeks 
inklusivitas.  
5.2.1.1 Tingkat Inklusivitas Kategori Kepala Sekolah dan Guru 
Tabel 159  Tingkat Inklusivitas Kategori Kepala Sekolah dan Guru 
Kategori F Persen 
Guru & kepsek   
 Tinggi 65 37.4% 
 Sedang 109 62.6% 
Total responden 174 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas kategori kepala sekolah dan guru 
 










Tingkat inklusivitas kepala sekolah dan guru diketahui dari 174 
responden, paling banyak 62.6% dari responden kepala sekolah dan guru dengan 
tingkat inklusivitas kategori sedang, dan terdapat 37.4% responden lainnya 
dengan tingkat inklusivitas kategori tinggi. Hal ini bisa dilihat dari indikator 
budaya yang masuk dalam kategori sedang dimana pandangan masyarakat 
tentang sekolah yang ramah dan terbuka bagi siswa inklusi masih netral. Hal ini 
karena masyarakat masih belum terlalu memahami apa itu sekolah inklusif. 
Kemudian antara pemerintah daerah dengan pihak sekolah telah bersepakat 
bahwa harus ada kontribusi dari pemerintah daerah terhadap pengembangan 
sekolah dan berbagi kesempatan pelayanan pendidikan yang masing-masing 
menunjukkan respon sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah mereka. Adanya 
diskriminasi di sekolah juga mayoritas menunjukkan respon tidak sesuai, dan 
pengucilan terhadap siswa berkebutuhan khusus juga mayoritas menunjukkan 
respon tidak sesuai. Kemudian guru juga sudah menunjukkan adanya usaha 
untuk mengubah stereotip terhadap siswa berkebutuhan khusus ketika mereka 
dilihat sebagai objek belas kasihan mayoritas sudah menunjukkan respon sesuai 
dengan lingkungan sekolah mereka.  
Selanjutnya dari indikator kebijakan sekolah masuk dalam kategori tinggi 
dimana pernyataan bahwa siswa dari berbagai daerah diperlakukan sama 
menunjukkan respon sesuai dengan lingkungan sekolah mereka. Pengaturan 
tempat duduk di dalam kelas untuk meningkatkan kesempatan belajar para siswa 
juga menunjukkan respon yang sesuai, sehingga baik siswa inklusi maupun non-




terdapat peraturan sekolah untuk meminimalkan semua bentuk  pengucilan 
menunjukkan respon sesuai dengan lingkungan sekolah. Namun, dalam segi 
aksesibilitas bangunan sekolah terlihat masih banyak yang belum memadai. Hal 
ini terlihat dari respon mereka di beberapa pernyataan seperti siswa dengan 
disabilitas dipertimbangkan dalam membuat bangunan yang aksesibel, mayoritas 
masih menunjukkan respon tidak sesuai dan hanya satu sekolah saja yang 
menunjukkan respon sangat sesuai. Selain itu, pada pernyataan sekolah fokus 
dengan aksesibilitas di semua aspek gedung dan halaman sekolah termasuk ruang 
kelas, toilet, dan lainnya masih menunjukkan respon netral, yaitu menurut mereka 
gedung-gedung dan halaman sekolah sudah dibangun agar mudah diakses oleh 
semua orang, namun belum tentu mudah diakses oleh siswa dengan disabilitas. 
Hal tersebut karena mayoritas penelitian ini diambil dari sekolah reguler atau 
yang belum ditunjuk sebagai sekolah inklusi dimana siswa dengan disabilitas 
belum terdapat di sekolah mereka maka siswa tersebut belum dipertimbangkan 
dalam membangun bangunan sekolah yang aksesibel. 
Kemudian yang terakhir yaitu indikator praktik masuk dalam kategori 
sedang dimana didukung oleh beberapa pernyataan seperti adanya peluang bagi 
siswa untuk bekerja dengan orang lain yang berbeda latar belakang dan 
keterbatasan fisik mayoritas menunjukkan respon sesuai. Jadi, pihak sekolah 
memberikan peluang bagi para siswanya untuk dapat bekerja sama dengan orang 
lain dengan tidak memandang latar belakang mereka. Para siswa pun juga dididik 
supaya tidak memandang sebelah mata kepada orang lain yang berbeda latar 




mengatakan sesuai terhadap fasilitas yang terdapat di sekolah diarahkan untuk 
mendorong pembelajaran mandiri siswa, seperti lapangan, laboratorium, maupun 
perpustakaan. Namun, pada respon perpustakaan mendukung pembelajaran 
mandiri bagi siswa mendapat respon netral. Hal ini disebabkan mayoritas 
responden dalam penelitian ini adalah SD dimana masih banyak perpustakaan 
sekolah mereka yang dinilai belum cukup mendukung untuk pembelajaran para 
siswanya, berbeda dengan jenjang SMP dan SMA dimana perpustakaan mereka 
dinilai sudah cukup mendukung untuk pembelajaran mandiri bagi siswanya. 
Selain itu, pada pernyataan bahwa pembelajaran di sekolah akan 
disesuaikan sehingga siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas dapat 
mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya mendapat respon netral. Hal 
ini karena mayoritas sekolah yang menjadi responden penelitian belum terdapat 
siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas dan dari pihak guru masih banyak 
yang belum mendapatkan pelatihan tentang cara penanganan siswa tersebut 
sehingga pembelajaran masih sesuai dengan pembelajaran pada umumnya. 
Kemudian pada pernyataan materi kurikulum disesuaikan dengan tepat sehingga 
tersedia bagi siswa dengan disabilitas juga mayoritas mendapat respon tidak 
sesuai, karena materi pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran umum. 
Adapun di salah satu SD yang terdapat siswa dengan disabilitas yaitu tuna netra, 
namun siswa tersebut yang membawa alat bantu belajarnya sendiri karena pihak 






5.2.1.2 Tingkat Inklusivitas Kategori Staf 
Tabel 160 Tingkat Inklusivitas Kategori Staf 
Kategori F Persen 
Staf   
 Tinggi 6 100% 
Total responden 6 100% 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas kategori staf 
 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas staf diketahui dari 6 responden, keseluruhan 
responden termasuk dalam tingkat inklusivitas kategori tinggi. Hal ini dapat 
dilihat dari indikator budaya yang memperoleh kategori tinggi, didukung 
beberapa pernyataan seperti semua komunitas lokal terlibat di sekolah, staf, 
pemerintah, orang tua dan siswa berbagi filosofi inklusi, dan juga upaya untuk 








Selanjutnya pada indikator kebijakan juga memperoleh kategori tinggi dengan 
beberapa pernyataan yang mendukung seperti sekolah berupaya untk menerima 
semua siswa dari wilayahnya, dan juga berupaya untuk meminimalisir 
perundungan/bullying. 
Pada indikator praktik juga memperoleh kategori tinggi dimana siswa 
aktif terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri. Namun hal ini sedikit berbeda 
dengan siswa SD dimana mereka masih perlu dibujuk untuk bisa terlibat secara 
aktif di pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya staf mengembangkan sumber 
daya untuk mendukung pembelajaran dan partisipasi dimana staf yang 
mempunyai skill tertentu mengembangkan potensi mereka tersebut untuk 
medukung proses pembelajaran dan partisipasi siswa. 
1.1. Tingkat Inklusivitas Kategori Wali Murid 
Tabel 161 Tingkat Inklusivitas Kategori Wali Murid 
Kategori F Persen 
Wali murid   
 Tinggi 2 33.3% 
 Sedang 4 66.7% 
Total responden 6 100% 






Tingkat inklusivitas kategori wali murid 
 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas wali murid diketahui dari 6 responden, paling banyak 
66.7% dari wali murid responden dengan tingkat inklusivitas kategori sedang, 
dan terdapat 33.3% responden lainnya dengan tingkat inklusivitas kategori tinggi. 
Dalam hal ini kategori wali murid terbagi menjadi dua, yaitu wali murid SD 
memperoleh tingkat inklusivitas yang tinggi didukung oleh beberapa pernyataan 
diantaranya pada indikator budaya orang tua merasa terlibat di sekolah 
menunjukkan respon sesuai, kemudian siswa membantu antar sesama 
menunjukkan respon sesuai. Pada indikator kebudayaan, sekolah memudahan 
anak dan remaja penyandang disabilitas untuk datang ke sekolah memperoleh 
respon netral dan sesuai. Hal ini karena salah satu sekolah yang menjadi 
responden merupakan sekolah reguler yang di dalamnya tidak terdapat siswa 
penyandang disabilitas, sehingga mereka menjawab netral. Sedangkan yang 










pendidikan inklusif. Selanjutnya guru mencoba memilah kesulitan atas 
berperilaku siswa tanpa menginginkan mereka meninggalkan sesuai juga 
mendapat respon yang sesuai. Pada indikator praktik dimana guru berusaha 
membuat pelajaran menjadi mudah untuk dipahami semua orang dan guru 
berusaha membantu semua siswa yang memiliki kesulitan dalam pelajaran. 
 Selanjutnya pada wali murid SMP dan SMA memperoleh kategori 
sedang, dimana didukung oleh beberapa pernyataan seperti sekolah memberikan 
informasi yang baik mengenai progress anak mendapatkan respon netral dan 
sesuai, dan ketika wali murid merasa prihatin dengan progress anak, mereka tahu 
siapa yang akan dihubungi mayoritas merespon netral. Hal ini karena wali murid 
kurang mengetahui kepada siapa mereka akan bertanya dan juga mereka tidak 
memiliki kontak guru yang bisa dihubungi apabila mereka merasa khawatir 
dengan progress anak mereka di sekolah. 
5.2.1.4 Tingkat Inklusivitas Kategori Siswa 
Tabel 162 Tingkat Inklusivitas Kategori Siswa 
Kategori F Persen 
Siswa   
 Sedang 6 100% 
Total responden 6 100% 






Tingkat inklusivitas kategori siswa 
 
Sumber: Data Olah SPSS 
Tingkat inklusivitas siswa diketahui dari 6 responden, keseluruhan 
responden termasuk dalam tingkat inklusivitas kategori sedang. Kategori 
responden siswa terbagi menjadi dua yaitu kategori siswa SD dan siswa SMP dan 
SMA. Pada siswa SD tingkat inklusivitas menunjukkan kategori sedang yang 
didukung beberapa pernyataan diantaranya siswa membantu teman mengerjakan 
tugasnya ketika temannya merasa kesulitan mendapat respon netral sesuai. Hal 
ini terdapat perbedaan antara siswa dari sekolah yang ditunjuk sebagai 
penyelenggara pendidikan inklusif dengan siswa dari sekolah yang tidak 
ditunjuk, siswa dari sekolah yang ditunjuk merupakan siswa berkebutuhan 
khusus dimana menurut orang tuanya, dia belum bisa membantu temannya 
mengerjakan tugasnya karena dia sendiri masih mengalami kesulitan terhadap 
tugasnya sendiri. Kemudian dalam menetapkan target waktu untuk meningkatkan 








bisa melakukan manajemen waktu untuk meningkatkan tugas mereka. Kemudian 
pernyataan siswa mengalami perundungan di tempat bermain mendapat respon 
tidak sesuai. Hal ini karena siswa dibekali oleh orang tua maupun guru untuk 
saling menghormati dan menghargai antar sesama. Mereka juga diberi tahu jika 
bullying seperti mengejek teman merupakan perbuatan tidak baik.   
Selanjutnya pada siswa SMP dan SMA dimana tingkat inklusivitasnya 
masuk dalam kategori sedang yang didukung oleh beberapa pernyataan seperti 
siswa sering bekerja sama dengan siswa lain secara berpasangan dan di kelompok 
kecil. Pada sat proses pembelajaran di dalam kelas, terkadang siswa 
diperintahkan oleh guru untuk mengerjakan tugas secara kelompok. Hal ini 
sejalan dengan budaya inklusif dimana dalam membangun komunitas salah 
satunya dengan siswa bekerjasama dan membantu antar sesama. Kemudian pada 
pernyataan siswa meminta tolong guru untuk membantunya ketika mempunyai 
masalah dengan tugas mendapat respon mayoritas netral karena siswa merasa 
kurang nyaman apabila bertanya langsung kepada guru, sehingga mereka lebih 
memilih meminta bantuan kepada teman yang mereka anggap lebih memahami 
tugas tersebut. selanjutnya pernyataan guru sudah adil ketika menghukum dan 
memuji siswa juga mendapat respon mayoritas netral dimana menurut siswa, 
guru akan memberikan pujian kepada siswa tertentu saja dan hukuman yang 







Pendidikan inklusif sudah seharusnya diterapkan sebagai pemenuhan hak 
seluruh siswa baik siswa reguler maupun berkebutuhan khusus dalam 
memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Dalam praktiknya penerapan 
pendidikan inklusif ini memiliki beberapa hambatan seperti minimnya fasilitas, 
kurangnya sosialisasi atas keberadaan sekolah inklusif, sedikitnya tenaga 
pendidik, persyaratan pendaftaran siswa yang dirasa berat bagi orang tua, dan 
adanya pandangan bahwa siswa berkebutuhan khusus berbeda dengan siswa non-
ABK. Hasil penelitian dengan mengukur tingkat inklusivitas sekolah Kabupaten 
Blitar dalam menerapkan pendidikan inklusif berada dalam kategori sedang. Hal 
ini diukur menggunakan metode kuantitatif yang didasarkan atas konsep index for 
inclusion dari Ainscow dan Booth.  
Tingkat inklusivitas seolah di Kabupaten Blitar dalam menerapkan 
pendidikan inklusif sudah menunjukkan arah yang positif dilihat dari ketiga 
indikator yang dijadakan dasar penelitian ini. Artinya Kabupaten Blitar sudah 
cukup menerapkan pendidikan inklusif dengan adanya kesempatan siswa 
berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Hal ini didukung dari hasil 
penelitian dalam indikator budaya yang menunjukkan sudah adanya usaha dalam 
mengubah stereotip terhadap siswa inklusi. Adanya kerjasama yang terjalin antar 




peraturan yang ramah terhadap siswa berkebutuhan khusus agar tidak mendapat 
diskriminasi dan labelling dari siswa lainnya. Seperti yang terlihat dalam hasil 
indikator kebijakan bahwa sudah terdapat peraturan di beberapa sekolah untuk 
meminimalkan bentuk pengucilan dan dukungan terkoordinasi dengan baik. 
Pengkondisian siswa inklusif di sekolah reguler dalam indikator praktik dilakukan 
dengan menciptakan ruang untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. 
Dengan demikian penerapan pendidikan inklusif sudah cukup layak bagi siswa 
inklusif, hanya saja perlu dioptimalkan lagi dalam hal fasilitas dan sosialisasi 
keberadaan sekolah inklusif agar lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tentangtingkat inklusivitas sekolah di Blitar, 
terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai beriut: 
6.2.1 Saran Akademis 
 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan untuk mengadakan penelitian lanjutan dan 
mengembangkan keilmuan terkait dengan pendidikan inklusif dan 
manfaatnya bagi pengembangan sekolah, siswa inklusif, dan masyarakat 
luas. 
6.2.2 Saran Praktis 
  1. Bagi Instansi Terkait 
  Bagi instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan 




merumuskan kebijakan tentang pendidikan inklusif di lingkungan 
sekolah. Perlunya dasar hukum yang jelas agar kebijakan 
pendidkan inklusif bisa berjalan secara optimal seperti Peraturan 
Daerah (Perda). Kemudian terjalin relasi yang lebih erat antar 
instansi dalam merencanakan pengembangan sekolah dengan 
pembekalan workshop bagi stakeholder sekolah dan pengadaan 
fasilitas sekolah yang mendukung proses pembelajaran siswa 
inklusif. Serta mengadakan sosialisasi untuk masyarakat sekitar 
terkait pendidikan inklusif. 
  2. Bagi Masyarakat 
  Bagi masyarakat luas, diharapkan dapat menjadi bahan 
bacaan dan menambah wawasan dan gambaran mengenai sekolah 
inklusif yang bersedia menerima siswa inklusif termasuk ABK. 
Terutama bagi orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan 
khusus supaya tidak ada lagi rasa takut untuk menyekolahkan anak-
anaknya di sekolah inklusif dengan asumsi anak akan mengalami 
diskriminasi di lingkungan sekolah. Kemudian untuk orang tua 
siswa reguler diharapkan dapat memahami apa itu pendidikan 
inklusif dan tidak memberikan stigma negatif kepada siswa 
berkebutuhan khusus dengan asumsi anak mereka akan tertular 
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INSTRUMEN PENELITIAN TINGKAT INKLUSIVITAS SEKOLAH DI 
KABUPATEN BLITAR DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN 
INKLUSIF 
 
A. Instrumen Penelitian Kategori Kepala Sekolah dan Guru 
1. Identitas Responden 
No Pertanyaan  Koding 
1 Nama Responden   
2 Umur        ............... tahun  
3 Jenis Kelamin 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 
1.  (      ) 
4 Pekerjaan/Jabatan 
1. Guru 
2. Kepala Sekolah 
2.  (      ) 
5 Nama Sekolah   
 
2. BUDAYA 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Pandangan masyarakat tentang sekolah yang 
ramah dan terbuka bagi siswa inklusi 




2 Guru terlibat dalam perencanaan dan peninjauan 
kurikulum 
     
3 Guru memiliki rencana pengembangan sekolah      
4 Siswa akan membantu guru jika dimintai 
pertolongan 
     
5 Orang tua mendapat informasi tentang kebijakan 
dan praktik sekolah 
     
6 Guru mendorong keterlibatan orang tua dalam 
pembelajaran anak-anak mereka 
     
7 Pemerintah daerah dan pihak sekolah bersepakat 
bahwa harus ada kontribusi dari Pemerintah 
daerah terhadap pengembangan sekolah 
     
8 Pemerintah daerah dengan pihak sekolah berbagi 
kesempatan pelayanan pendidikan  
     
9 Guru paham bahwa mereka dapat membedakan 
hambatan dan partisipasi belajar yang dialami 
oleh setiap siswa 
     
10 Terdapat diskriminasi di sekolah      




12 Guru berusaha mengubah stereotip terhadap 
siswa inklusi ketika mereka dilihat sebagai objek 
belas kasihan 
     
 
3. KEBIJAKAN 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Siswa dari berbagai daerah diperlakukan sama 
menjadi kebijakan sekolah 
     
2 Sekolah berusaha mengatasi berbagai hambatan 
dalam partisipasi belajar siswa dari berbagai 
daerah 
     
3 Siswa ABK dipertimbangkan dalam membuat 
bangunan yang aksesibel (mudah diakses) 
     
4 Sekolah fokus dengan aksesibilitas di semua 
aspek gedung dan halaman sekolah (termasuk 
ruang kelas, toilet, alat penunjang pembelajaran, 
dll) 
     
5 Pengaturan tempat duduk di dalam kelas akan 
diubah untuk meningkatkan kesempatan belajar 
siswa 




6 Kegiatan pengembangan guru mendukung untuk 
bekerja secara efektif di ruang kelas 
     
7 Terdapat peraturan untuk meminimalkan semua 
bentuk pengucilan 
     
8 Siswa tahu kepada siapa yang ditemui jika 
mereka merasa diganggu/di bully 
     
9 Siswa terlibat dalam strategi untuk mencegah 
dan meminimalisir intimidasi 
     
10 Guru menerima pelatihan terkait perancangan 
dan pengelolaan kegiatan pembelajaran yang 
kolaboratif 
     
 
4. PRAKTIK 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Terdapat berbagai kegiatan yang melibatkan 
presentasi dan diskusi, mendengarkan, 
pemecahan masalah, materi audio/visual, tugas 
praktik, dan pengoperasian komputer 
     
2 Jika perlu, pembelajaran akan disesuaikan 
sehingga siswa ABK dapat mengembangkan 




keterampilan dan pengetahuan melalui fisik, 
praktik, atau suara 
3 Siswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai 
sudut pandang yang berbeda dari mereka 
     
4 Terdapat peluang bagi siswa untuk bekerja 
dengan orang lain yang berbeda latar belakang, 
dan keterbatasan fisik 
     
5 Siswa didorong untuk bertanggung jawab atas 
belajar mereka sendiri 
     
6 Semua guru terlibat dalam proses penilaian 
pembelajaran 
     
7 Guru membagi antara skema perencanaan tugas 
pelajaran dan pekerjaan rumah 
     
8 Guru pendamping wajib untuk meningkatkan 
partisipasi semua siswa 
     
9 Guru pendamping bertujuan untuk membuat 
siswa lebih mandiri melalui dukungan langsung 
mereka 
     




pembelajaran yang jelas 
11 Pekerjaan rumah (PR) mendorong siswa untuk 
bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri 
     
12 Perpustakaan mendukung pembelajaran mandiri      
13 Materi kurikulum yang disesuaikan dengan tepat, 
misalnya, dalam cetakan besar, kaset audio 
braille, tersedia untuk siswa ABK 
     
14 Internet digunakan secara efisien oleh siswa 
untuk membantu tugas sekolah dan PR 
     
15 Fasilitas sekolah diarahkan untuk mendorong 
pembelajaran mandiri 
     
16 Guru meninjau penggunaan fasilitas sekolah 
secara teratur agar dapat digunakan secara efisien 
untuk kebutuhan semua siswa 






B. Instrumen Penelitian Kategori Staf 
2. Identitas Responden 
No Pertanyaan  Koding 
1 Nama responden / 
inisial 
  





1.   (      ) 
4 Pekerjaan/Jabatan   
5 Nama Sekolah       2.   (      ) 
 
Instruksi pengisian: Pilihlah salah satu respons jawaban yang mewakili 
pendapat Anda dengan cara memberikan tanda centang (✓) pada kotak 
yang disediakan. 
3. BUDAYA (Menciptakan Budaya Inklusif) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Setiap orang dibuat merasa diterima      
2 Siswa saling membantu antar sesama      




4 Staf dan siswa memperlakukan satu sama lain 
dengan hormat 
     
5 Terdapat hubungan kerjasama antara staf dan orang 
tua 
     
6 Staf dan pemerintah bekerja sama dengan baik      
7 Semua komunitas lokal terlibat di sekolah      
1 Terdapat harapan tinggi untuk semua siswa      
2 Staf, pemerintah, siswa, dan orang tua berbagi 
filosofi inklusi 
     
3 Siswa sama-sama dihargai      
4 Staf dan siswa memperlakukan satu sama lain 
sebagai manusia sekaligus pemilik suatu ‘peran’ 
     
5 Staf berusaha untuk menghilangkan hambatan 
belajar dan partisipasi di semua aspek sekolah 
     
6 Sekolah berupaya untuk meminimalkan semua 
bentuk diskriminasi 







4. KEBIJAKAN (Menghasilkan Kebijakan Inklusif) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Pengangkatan dan promosi staf belaku adil      
2 Semua staf baru dibantu untuk nyaman berada di 
sekolah 
     
3 Sekolah berupaya untuk menerima semua siswa 
dari wilayahnya 
     
4 Sekolah membuat bangunannya dapat diakses oleh 
semua orang 
     
5 Semua siswa baru dibantu untuk nyaman di sekolah      
6 Sekolah mengatur kelompok belajar sehingga 
semua siswa dihargai 
     
1 Semua bentuk dukungan terkoordinasi      
2 Kegiatan pengembangan staf membantu staf untuk 
menanggapi keberagaman siswa 
     
3 Kebijakan ‘kebutuhan pendidikan khusus’ adalah 
kebijakan inklusi 
     
4 Kode Praktik Kebutuhan Pendidikan Khusus 
digunakan untuk mengurangi hambatan dalam 




belajar dan partisipasi semua siswa 
5 Dukungan bagi mereka yang belajar Bahasa Inggris 
sebagai bahasa tambahan dikoordinasikan dengan 
dukungan belajar 
     
6 **Kebijakan dukungan pastoral dan perilaku terkait 
dengan pengembangan kurikulum dan kebijakan 
dukungan pembelajaran 
     
7 Tekanan pendisiplinan eksklusi dikurangi      
8 Hambatan dalam kehadiran dikurangi      
9 Perundungan/pembullyan diminimalisir      
**Keterangan: Dukungan pastoral: dukungan dalam hal kesejahteraan fisik 
dan emosional anak. Mendukung anak-anak mengenai kesehatan mentalnya, 
kesulitan dalam perilaku, transisi, pertemanan, dan intimidasi, dll. 
5. PRAKTIK (Mengembangkan Praktik Inklusif) 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Pengajaran sudah direncanakan dengan 
pembelajaran semua siswa 
     
2 Pelajaran mendorong partisipasi semua siswa      





4 Siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran 
mereka sendiri 
     
5 Siswa belajar secara kolaboratif      
6 Penilaian berkontribusi pada pencapaian siswa      
7 Pendisiplinan kelas didasarkan pada rasa saling 
menghormati 
     
8 Guru merencanakan, mengajar dan meninjau dalam 
hubungan kerjasama 
     
9 Asisten pengajar mendukung pembelajaran dan 
partisipasi siswa 
     
10 Pekerjaan Rumah (PR) berkontribusi pada semua 
pembelajaran 
     
11 Semua siswa mengambil bagian dalam aktivitas di 
luar kelas 
     
1 Perbedaan siswa digunakan sebagai sumber belajar 
dan mengajar 
     




3 Staf mengembangkan sumber daya untuk 
mendukung pembelajaran dan partisipasi 
     
4 Sumber daya komunitas diketahui dan 
dimanfaatkan 
     
5 Sumber daya sekolah didistribusikan dengan adil 
sehingga mereka dapat mendukung inklusi 
     
 









C. Instrumen Penelitian Kategori Wali Murid 
• Wali Murid SD 
No Pertanyaan  Koding 
1 Umur ............. tahun  
2 Jenis Kelamin 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 
1.   (      ) 
 
1. BUDAYA 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Semua orang dibuat merasa diterima di sekolah      
2 Siswa membantu antar sesama      
3 Staf bekerja dengan baik antar sesama      
4 Staf dan siswa memperlakukan antar sesama 
dengan hormat 
     
5 Orang tua merasa terlibat di sekolah      
6 Staf dan pemerintah bekerja sama dengan baik      
7 Guru tidak menyukai salah satu kelompok siswa 
dan remaja daripada yang lain 




8 Guru berusaha membantu semua siswa untuk 
melakukan yang terbaik 
     
9 Menurut guru, semua siswa itu sama pentingnya      
 
2. KEBIJAKAN 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Sekolah memudahkan anak dan remaja penyandang 
disabilitas untuk datang ke sekolah 
     
2 Ketika Anda pertama kali bergabung dengan 
sekolah ini, Anda dibantu untuk merasa nyaman 
     
3 Guru senang mengajar di semua kelas      
4 Guru mencoba untuk memilah kesulitan atas 
berperilaku siswa tanpa menginginkan siswa 
meninggalkan sekolah 
     
5 Guru bekerja keras untuk membuat sekolah menjadi 
tempat yang baik untuk dikunjungi 









No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Guru berusaha membuat pelajaran menjadi mudah 
untuk dipahami semua orang 
     
2 Siswa diajari untuk menghargai orang yang berbeda 
latar belakang dengannya 
     
3 Siswa secara umum tahu apa yang akan diajarkan di 
pelajaran selanjutnya 
     
4 Dalam pelajaran, guru berharap siswa dapat 
membantu sesama 
     
5 Dalam kebanyakan pelajaran, siswa dan guru 
berperilaku baik satu sama lain 
     
6 Guru membantu semua orang yang memiliki 
kesulitan dalam pelajaran 
     
7 Asisten pengajar bekerja dengan siapapun yang 
membutuhkan bantuan 
     
8 PR membantu pembelajaran dan sudah dijelaskan 
dengan benar 
     















• Wali Murid SMP dan SMA 
Identitas Responden 
Wali Murid 
Kelas 7    Kelas 8   Kelas 9 
Kelas 10   Kelas 11   Kelas 12 
No Pertanyaan  Koding 
1 Umur ............. tahun  
2 Jenis Kelamin 
1. Laki-laki 
2. Perempuan 
1.   (      ) 
 
Instruksi pengisian: Pilihlah salah satu respons jawaban yang mewakili 
pendapat Anda dengan cara memberikan tanda centang (✓) pada kotak 
yang disediakan. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Sekolah ini merupakan pilihan pertama saya untuk 
anak saya 
     
2 Anak saya ingin mendaftar di sekolah ini      




pertama kali daftar ke sekolah ini sangat bagus 
4 Buletin/surat kabar membuat saya tetap up-to-date 
dengan perubahan di sekolah 
     
5 Menurut saya, sekolah memberikan saya informasi 
yang baik mengenai progres anak saya 
     
6 Menurut saya, staf ramah terhadap saya dan wali 
murid lainnya 
     
7 Ketika saya prihatin dengan progres/kemajuan anak 
saya, saya tahu siapa yang harus dihubungi 
     
8 Apabila saya memberi tahu staf mengenai 
kekhawatiran saya tentang progres anak saya, saya 
yakin pandangan saya akan ditangani dengan serius 
     
9 Sekolah memberikan informasi yang jelas tentang 
bagaimana saya bisa membantu anak saya 
mengerjakan tugas sekolah anak saya di rumah 
     
10 Anak saya senang berada di sekolah ini      
11 Menurut saya, staf bekerja keras untuk membantu 
beberapa siswa daripada yang lain 
     




diterima di sekolah 
13 Semua keluarga sama-sama dihargai apapun latar 
belakangnya 
     
14 Bullying merupakan masalah di sekolah      
15 Jika ada siswa yang berperilaku tidak baik di 
sekolah, maka berhak untuk dipulangkan 
     
16 Jika ada siswa yang sering berperilaku buruk, 
mereka harus dikeluarkan dari sekolah 
     
17 Anak saya biasanya bergabung di klub dan aktivitas 
lainnya yang diadakan di waktu istirahat siang 
maupun setelah sekolah 
     
18 Sebelum adanya perubahan dilakukan di sekolah, 
wali murid ditanyai mengenai pandangan mereka 
     
19 Wali murid yang terlibat dalam membantu sekolah 
lebih dihargai oleh staf daripada yang tidak terlibat 
     
20 Staf di sekolah mendorong semua sisnya untuk 
melakukan yang terbaik, tidak hanya siswa yang 
paling mampu 





*Silakan tambahkan komentar lain di bawah ini mengenai sekolah yang 
mungkin dapat membantu menjadikannya sebagai tempat yang lebih baik 








D. Instrumen Penelitian Kategori Siswa 
• Siswa SD 
Identitas Responden 
Perempuan :     Laki-laki :  
Kelas:   
Instruksi pengisian: Pilihlah salah satu respons jawaban yang mewakili 
pendapat Anda dengan cara memberikan tanda centang (✓) pada kotak 
yang disediakan. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Terkadang saya mengerjakan tugas kelas 
berpasangan dengan teman saya 
     
2 Terkadang kelas saya dibagi menjadi beberapa grup 
untuk tugas 
     
3 Saya membatu teman-teman saya mengerjakan 
tugasnya ketika mereka mengalami kesulitan 
     
4 Teman-teman saya membantu saya mengerjakan 
tugas ketika saya mengalami kesulitan 
     
5 Tugas saya dipajang di dinding untuk bisa dilihat 
oleh orang lain 




6 Guru saya senang mendengarkan ide saya      
7 Guru saya senang membantu saya mengerjakan 
tugas saya 
     
8 Saya suka membantu guru ketika dia mempunyai 
pekerjaan yang perlu dikerjakan 
     
9 Menurut saya peraturan kelas kita adil       
10 Beberapa siswa di kelas saya memanggil sesama 
teman dengan panggilan yang buruk/kasar 
     
11 Terkadang saya dibully di tempat bermain      
12 Ketika saya merasa sedih di sekolah, selalu ada 
orang dewasa yang menjaga saya 
     
13 Ketika siswa di kelas saya bertengkar, guru 
memisahkannya secara adil 
     
14 Menurut saya, menetapkan target waktu membantu 
meningkatkan tugas saya  
     
15 Terkadang guru saya membiarkan saya memilih apa 
yang akan saya lakukan 
     
16 Saya merasa senang dengan diri saya sendiri ketika 
saya telah melakukan bagian pekerjaan saya dengan 





17 Ketika saya punya PR, saya biasanya mengerti apa 
yang harus saya lakukan 
     
18 Guru saya senang ketika saya menceritakan kepada 
mereka tentang apa yang saya lakukan di rumah 
     
19 Menurut keluarga saya ini adalah sekolah yang 
bagus 
     
20 Jika saya tidak masuk sekolah, wali kelas saya 
menanyakan keberadaan saya 
     












• Siswa SMP dan SMA 
Identitas Responden 
Perempuan:     Laki-laki:   
Kelas:   
Instruksi pengisian: Pilihlah salah satu respons jawaban yang mewakili 
pendapat Anda dengan cara memberikan tanda centang (✓) pada kotak 
yang disediakan. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 Dalam pelajaran, saya sering bekerja sama dengan 
siswa lainnya secara berpasangan dan di kelompok 
kecil 
     
2 Saya menikmati hampir semua pelajaran saya      
3 Ketika saya mempunyai masalah dengan tugas 
saya, saya meminta guru untuk membantu 
     
4 Saya belajar banyak di sekolah      
5 Teman saya membantu saya di kelas ketika saya 
mengalami kesulitan dengan tugas 
     
6 Mempunyai asisten pengajar di beberapa pelajaran 
dapat membantu belajar saya 




7 Dalam pelajaran, guru tertarik mendengarkan ide 
saya 
     
8 Guru tidak masalah jika saya membuat kesalahan di 
tugas saya selama saya mencoba yang terbaik 
     
9 Tugas saya dipajang di dinding sekolah      
10 Staf di sekolah ramah kepada saya      
11 Menurut saya, guru sudah adil ketika menghukum 
siswa 
     
12 Menurut saya, guru sudah adil ketika memuji siswa      
13 Menurut saya, beberapa guru menyukai beberapa 
siswa tertentu daripada yang lain 
     
14 Ketika saya diberikan PR, saya biasanya paham apa 
yang harus saya lakukan 
     
15 Saya biasanya mengerjakan PR yang diberikan      
16 Sebagian besar waktu, saya suka berada di sekolah      
17 Sekolah inilah yang saya inginkan ketika saya lulus 
dari SD/SMP 
     





19 Menurut keluarga saya, ini adalah sekolah yang 
bagus 
     
20 Hal yang baik ketika memiliki siswa dari latar 
belakang yang berbeda di sekolah ini 
     
21 Siswa penyandang disabilitas diperlakukan dengan 
hormat di sekolah ini 
     
22 Siswa yang tinggal di dekat sekolah dipersilakan 
untuk daftar ke sekolah ini 
     
23 Jika kamu berperilaku tidak pantas di sekolah, 
kamu akan dipulangkan 
     
24 Sekolah berhak untuk memulangkan siswanya 
apabila mereka mempunyai perilaku buruk 
     
25 Saya mempunyai beberapa teman baik di sekolah      
26 Saya khawatir akan panggilan nama saya di sekolah      
27 Saya khawatir akan dibully di sekolah      
28 Jika seseorang membully saya, saya akan memberi 
tahu guru 




29 Pada saat jam istirahat siang, saya kadang 
bergabung dengan klub atau melakukan latihan 
olahraga 
     
30 Setelah sekolah, saya kadang bergabung dengan 
klub atau melakukan latihan olahraga 
     
31 Terdapat tempat yang bagus di sekolah yang bisa 
saya datangi dengan nyaman saat istirahat 
     
32 Saya menyukai guru kelas saya      
33 Guru kelas saya menyukai saya      
34 Jika saya tidak masuk sekolah dalam sehari, guru 
kelas saya menanyakan keberadaan saya 
     
 
Terdapat tiga hal yang paling ingin saya rubah di sekolah ini: 
1. 
2. 
3. 
 
